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KATA PENGANTAR

Penerbitan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang 
Berkaitan Dengan Kompilasi Ilukum Islam dan Pengertian Dalam 
Pembahasannya disusun untuk memenuhi kebutuhan para Hakim agar 
memudahkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan I Iukum 
Islam.

Hukum Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam, 
merupakan hukum Ilahi yang bersifat komprehensif dan universal. Unsur 
fleksibilitas yang melekat pada Hukum Islam menjadikannya tidak lekang 
oleh Perkembangan zaman dan perbedaan tempat melalui ijtihad hukum Islam 
yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan.

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik 
untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia, maupun untuk mencari kebahagiaan 
di akhirat kelak. Diantara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, 
namun hanya tuntutan untuk mematuhinya. Sebagaimana ketentuan yang lain 
hal tersebut justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini. Layaknya 
sanksi hukum pada umumnya, sanksi yang tidak dirasakan di dunia yang akan 
ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut.

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih banyak 
kekurangannya, untuk itu saran-saran penyempurnaan dari para pcmbaea 
sangat kami harapkan.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terimakasih serta kami selalu 
membuka pintu untuk memperbaiki dan menyempurnakan buku ini disertai 
harapan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi perkembangan I Iukum Islam 
di Negara kita.
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Kepala Badan Urusan Administrasi 

Mahkamah Agung RI
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PENGERTIAN KOMPILASI

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan 
yang menyangkut "Kompilasi Hukum Islam" ada baiknya dijelaskan terlebih 
dahulu secara khusus bagaimana pengertian "kompilasi" itu sendiri. Hal ini, 
dianggap perlu mengingat masih banyak di antara kita yang belum 
memahami secara betul pengertian tersebut. Kenyataan yang demikian 
disebabkan oleh karena istilah tersebut. Kenyataan yang demikian di
sebabkan oleh istilah ini memang kurang populer digunakan baik dalam 
pergaulan sehari-hari, praktik bahkan dalam kajian hukum sekalipun.

Bilamana kita membuka kamus-kamus dan ensiklopedi Indonesia kita 
tidak menemukan istilah "kompilasi" di dalamnya yang berarti hingga 
sekarang ia masih belum diterima secara meluas dalam bahasa Indonesia. 
Begitu pula dalam buku-buku hukum berbahasa Indonesia kita tidak 
menemukan uraian tentang apa itu kompilasi, bagaimana kedudukannya, 
dasar keabsahannya dan sebagainya.

Dalam kajian hukum kita hanya mengenal istilah "kodifikasi" yaitu 
pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam 
satu buku hukum. Dalam praktik kodifikasi yang demikian diterjemahkan 
dengan istilah "Kitab Undang-undang" (Wetboek) yang dibedakan dengan 
"Undang-undang" (wet) seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(Wetboek van Straff echt), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk 
Wetboek), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van 
Koophandel) dan lain-lain. Selain itu, kita masih mengenal adanya Undang- 
undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang 
Lingkungan Hidup yang hanya disebut sebagai undang-undang saja. Apa 
yang disebutkan terakhir biasanya hanya mencakup salah satu sektor saja 
dari hukum sedangkan kodifikasi meliputi bidang yang lebih luas karena 
dapat menyangkut bidang hukum perdata secara keseluruhan, bidang Hukum 
Pidana dan bidang Hukum Dagang yang sudah barang tentu materinya jauh 
lebih banyak daripada hanya sekedar sebuah Undang-undang biasa.

Baik Kitab Undang-undang maupun Undang-undang saja 
pembentukannya ditetapkan secara resmi melalui suatu prosedur yang 
bersifat khusus. Istilah "Wet" atau "Wetboek" dalam bahasa Belanda yang 
kita terjemahkan dengan Undang-undang atau Kitab Undang-undang selalu 
mengacu pada bentuk formal yang sudah tertentu pada peringkat tertentu 
dalam pertingkatan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara 
kita. Ini nantinya akan menunjukkan perbedaan dengan kompilasi yang
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mempunyai makna hampir sama namun mencakup bahan hukum yang 
beraneka macam dan tidak dibuat dengan maksud untuk mengacu pada satu 
bentuk tertentu dari produk hukum seperti misalnya di Indonesia ia dapat 
berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden 
bahkan juga dapat dibuat secara tidak resmi dalam artian tidak ditetapkan 
oleh pemerintah.

Sebagaimana halnya dengan kodifikasi yang istilahnya diambil dari 
perkataan bahasa Latin maka istilah kompilasipun diambil dari bahasa yang 
sama. Istilah "Kompilasi" diambil dari perkataan "compilare" yang 
mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya 
mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. 
Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi "Compilation” dalam bahasa 
Inggris atau "Compilatie" dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian 
dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "Kompilasi" yang berarti 
terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut terakhir.

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kompilasi itu? Dalam 
Kamus Lengkap Inggris Indonesia - Indonesia Inggris yang disusun oleh S. 
Wojowasito dan WJS Poerwadarminta disebutkan kata "compilation" 
dengan terjemahan "karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain 
(Wojowasito, 1982: 88). Sedangkan dalam kamus Umum Belanda Indonesia 
yang disusun oleh S. Wojowasito kata "Compilatie" dalam bahasa Belanda 
diterjemahkan menjadi "kompilasi" dengan keterangan tambahan "kumpulan 
dari lain-lain karangan" (Wojowasito, 1981: 123).

Dalam Kamus-kamus yang lebih besar kita temukan beberapa uraian 
yang lebih lengkap mengenai kompilasi ini. Dalam Kamus Belanda Van 
Dale kita temukan uraian bahwa kompilasi itu adalah "...hetbijeenbrengen 
van gedeelten van verschillende werken tot een geheel. Compilator, m. (-s) 
samensteller van compilaties. Compileren, (compileerde, heeft 
gecompileerd), (een werk) bijeenbrengen door uit verschillende werken brok 
stukken samen te voegen (Dale, 1948: 159). Hal yang hampir sama dapat 
kita baca dalam Kamus Koenen yang memberikan arti tentang kompilasi ini 
sebagai (1) het maken ve werk, een boek uit verschillende schrijvers 
bijeengetrokken, (2) het ontstane verzamelwerk (koenen, 1989: 267).

Dalam Kamus Bahasa Inggris seperti Kamus Webster ditulis pengertian 
Compilation adalah (1) Act or process o f compiling (2) That which o f  
complied; esp a book composed o f materials gathered from other books o f  
document. Sedangkan mengenai Compile disebutkan artinya adalah (1) To 
Collect (literary materials) into a volume (2) To compose out o f materials 
from others document (Webster, 1961: 168).
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Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah diketahui bahwa ditinjau dari 
sudut bahasa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai 
bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu 
persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat 
oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, 
sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan 
dengan mudah.

Bagaimana pengertian kompilasi menurut hukum? Bilamana kita 
melihat pengertian kompilasi menurut arti bahasa sebagaimana dikemukakan 
di atas maka kompilasi itu bukanlah selalu merupakan suatu produk hukum 
sebagaimana halnya dengan sebuah kodifikasi. Dalam pengertian hukum 
maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku 
kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat 
hukum atau juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan 
kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah 
buku hukum.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kompilasi ini 
dapat dilihat uraian dalam Black's Law Dictionary yang telah memberikan 
rumusan pengertian kompilasi sebagai "a bringing together o f preexisting 
status in the form which they appear in the books, with the removal o f  
sections which have been repealed and substitution o f amandments in an 
arrangement designed to facilitate their use. A literary production compused 
o f the works or selected extracts o f others and arranged in methodical 
manner (Black, 1979: 258).

Dalam kamus ini ditunjuk untuk diperbandingkan istilah kompilasi ini 
dengan beberapa istilah lain yang hampir bersamaan misalnya dengan Code, 
Codification, Compiled Status dan Revised Statutes. Sehingga untuk 
menambah pemahaman kita tentang kompilasi ada baiknya juga kita lihat 
berbagai pengertian dimaksud untuk perbandingan :

(1) Code:
A Systematic collection, compendium or revision o f laws, rules, or 
regulations. A private or official compilation o f all permanent laws in 
force consolidated and classified according to subject matter. Many 
states have published official codes o f all laws in force, including the 
common law and statutes as judicially interpreted, which have been 
compiled by code commisions and enacted by the legislatures (Black, 
1979:233)
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(2) Codification:
The process o f collecting and arranging systematically, usually by 
subject, the laws o f a state or country, or the rules and regulations 
covering a particular area or subject o f law or practice; e.g. United 
States Code; Code o f Military Justice; Code o f Federal Regulations, 
California Evidence Code. The end product may be called a code, 
revised Code or revised statutes (Black, 1979:234)

(3) Compiled Statutes :
A collection o f the statutes existing and in force in a given state; all 
laws and parts o f law relating to each subject-matter being brought 
together under one head and the whole arrangement or some other plan 
o f classification (Black, 1979: 258)

(4) Revised Statutes :
A body o f statutes which have been revised, collected, arranged in 
order, and re-enacted as a whole. This is the legal title o f  the collections 
o f compiled laws o f several o f  the states, and also o f the United States. 
Such a volume is usually cited as "Rev. Stat.", "Rev. St" or "R.S." 
(Black, 1979: 1187)

Pengertian tersebut memang erat sekali hubungannya dengan istilah- 
istilah yang biasa dipergunakan di negara Anglo Saxon yang mungkin bagi 
negara kita yang sedikit banyaknya berkiblat ke Eropa kontinental ada istilah 
yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun, dengan 
memperbandingkan istilah-istilah tersebut kita dapat melihat bagaimana 
penggunaan istilah kompilasi itu misalnya kalau dibedakan dengan 
kodifikasi yang sudah cukup lazim dipergunakan di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991 
tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan 
kompilasi hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak tampak 
munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksudkan 
dengan kompilasi itu. Dengan demikian, penyusun kompilasi tidak secara 
tegas menganut satu paham mengenai apa yang dibuatnya tersebut namun 
kenyataan ini kelihatannya tidak mengundang reaksi dan pihak manapun.

Akan tetapi, dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu 
untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman 
dalam bidang hukum materiel bagi para hakim di lingkungan Peradilan 
Agama. Bahan-bahan dimaksud diangkat dari berbagai kitab yang biasa 
digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang
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dilakukan oleh para Hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan 
dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan 
kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan 
rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab 
yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi 
pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke 
dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.

Materi atau bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses 
dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa 
dengan peraturan perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu). 
Bahan ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah Keputusan 
Presiden yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh para Hakim 
Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu 
perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.
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LATAR BELAKANG PENYUSUNAN 
KOMPILASI HUKUM ISLAM

Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi 
Hukum Islam tidaklah mudah untuk djawab secara singkat. Bilamana kita 
memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung 
dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 
Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum 
Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek 
kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa 
proyek ini diadakan, yaitu :
a. bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di 
Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu 
mengadakan kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan 
hukum positif di Pengadilan Agama;

b. bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek 
pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu 
membentuk suatu tim Proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat 
Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Bilamana kita perhatikan, konsideran tersebut masih belum memberi
kan jawaban yang tegas mengenai mengapa kita harus membentuk kompilasi 
dimaksud. Bilamana kita teliti lebih lanjut ternyata pembentukan kompilasi 
hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum 
Islam di Indonesia selama ini. Hal ini, penting untuk ditegaskan mengingat 
seperti apa yang dikatakan oleh Muchtar Zarkasyi sampai saat ini belum ada 
satu pengertian yang disepakati tentang Hukum Islam di Indonesia. Ada 
berbagai anggapan tentang Hukum Islam, yang masing-masing melihat dari 
sudut yang berbeda. (Zarkasyi, 1985: 3).

Menurut H. Muhammad Daud Ali, dalam membicarakan Hukum Islam 
di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan Hukum Islam 
dalam sistem Hukum Indonesia (Ali, 1990: 187). Sedangkan menurut 
Ichtianto Hukum Islam sebagai tatanan Hukum yang dipegangi/ditaati oleh 
mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup 
dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan
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ada dalam kehidupan Hukum Nasional dan merupakan bahan dalam 
pembinaan dan pengembangannya (Ichtianto, 1990: 21). Sehingga bilamana 
kita harus berbicara tentang situasi hukum Islam di Indonesia masa kini 
sebagai latar belakang disusunnya kompilasi hukum Islam dua hal tersebut 
tidak mungkin diabaikan.

Untuk memperjelaskan hal tersebut di sini kita akan mengutip beberapa 
keterangan yang dibuat oleh para penulis Hukum Islam baik diberikan secara 
umum maupun yang memang dibuat sengaja dikaitkan dengan penyusunan 
kompilasi hukum Islam ini. Secara umum H. Satria Effendi M. Zein 
mengemukakan tentang hal ini. Menurut pendapatnya, suatu hal yang tidak 
dapat dibantah ialah, bahwa hukum Islam, baik di Indonesia maupun di 
dunia Islam pada umumnya, sampai hari ini adalah hukum fiqh hasil 
penafsiran pada abad ke dua dan beberapa abad berikutnya. Kita-kitab klasik 
di bidang fiqh masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum, 
baik di sekolah-sekolah menengah agama, maupun perguruan tingginya. 
Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadat, dan 
al-ahwal syakhsiayah. Kajian tidak banyak di arahkan pada fiqh muamalah, 
umpamanya yang menyangkut perekonomian dalam Islam. (Zein, 1991: 33).

Selanjutnya dikemukakan, hal ini kelihatannya membuat hukum Islam 
begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah kesekarangan, yang amat 
banyak melibatkan masalah-masalah perekonomian, Materi-materi yang 
termaktub di dalam buku-buku fiqh tidak atau belum sempat 
disistematisasikan, sehingga ia dapat disesuaikan dengan masa sekarang. 
Masalah yang dihadapi bukan saja berupa perubahan struktur sosial, tetapi 
juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya. Banyak masalah baru 
yang belum ada padanannya pada masa Rasulullah dan pada masa para 
mujtahid di masa madzhab-madzhab terbentuk. Berbagai sikap dalam 
menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak hendak berpegang 
pada tradisi dan penafsiran-penafsiran oleh ulama mujtahid terdahulu, 
sedang pihak lain menawarkan, bahwa berpegang erat saja kepada 
penafsiran-penafsiran lama tidak cukup menghadapi perubahan sosial di 
abad kemajuan ini. Penafsiran-penafsiran hendaklah diperbaharui sesuai 
dengan kondisi dan situasi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu digalakkan 
kembali. (Zein, 1991: 34).

Bagaimana penerapan Hukum Islam di Indonesia? Rahmat Djatnika 
secara umum menyimpulkan tentang hal ini dalam salah satu tulisannya. 
Dikatakannya bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam 
kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya 
Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad
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penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti halnya yang 
terdapat pada jual beli, sewa menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian 
pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan 
Agama. Pada Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan 
Selatan telah banyak Hukum Islam yang menjadi hukum positif, yang 
menjadi kompetisi Pengadilan Agama. Sedangkan di Jawa dan Madura 
masih sebagian kecil hukum Islam yang menjadi Hukum positif. (Djatnika, 
1990: 254).

Mengenai bagaimana gambaran lebih jauh tentang penerapan Hukum 
Islam melalui Pengadilan Agama ini ada baiknya kita tambahkan dengan 
keterangan dari Muchtar Zarkasyi. Dikatakan bahwa praktik peradilan 
menggambarkan bahwa Peradilan Agama menerapkan Syari'at baik dalam 
pengertian hukum Syara yang siap pakai dan tetap, maupun dengan jalan 
menggali hukum yang belum jelas diletapkan oleh Syara, baik hal itu telah 
ditetapkan dalam flqh atau belum. Hal itu tampak berkembang lebih pesat 
setelah diperluasnya referensi untuk Pengadilan Agama. Dibidang hukum 
waris umpamanya melalui fatwa oleh salah satu Pengadilan Agama di Jawa 
Tengah telah terungkap cepatnya perkembangan pemikiran hakim 
Pengadilan Agama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sesuai 
dengan ketentuan zaman sekarang ini. Secara diam-diam tampaknya teori 
mawali dari Prof. Hazairin telah ditetapkan melalui fatwanya, walaupun 
melalui dasar pegangan yang lain, yaitu sistem tanzil seperti tersebut dalam 
kitab Bidayatul Mujtahid. (Zarkasyi, 1985: 9).

Sedangkan, pada bagian lain ia mengungkapkan, bahwa pada umumnya 
dasar yang dipergunakan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan apa 
yang hukum adalah hukum Islam ala Madzhab Syafi'i, walaupun tidak selalu 
demikian. Dalam praktik baik sebelum tahun 1976 maupun sesudahnya 
Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan apa yang hukum tidak selalu 
berpegang kepada referensi aliran Syafiiyah. Pengadilan Agama dalam 
menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta bersama/Gono-gini/harta 
Syarikat, yang hal ini tidak dikenal dalam referensi syafiiyah, untuk hal ini 
Pengadilan agama mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al- 
Quran. Lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami 
dan untuk istri, digunakan kebiasaan yang berlaku setempat, sehingga 
terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama di samping terdapat 
pula penetapan yang membagi dengan perbandingan 2 : 1 untuk suami dan 
untuk istri. Di Amuntai harta bersama dibagi sesuai dengan fungsi harta itu 
untuk suami atau untuk istri. (Zarkasyi, 1985: 8).

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan di atas baik dari Rachmat 
Djatnika maupun Muchtar Zarkasyi tampak kepada kita bahwa sebenarnya
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Pengadilan Agama cukup berperan dalam proses penerapan hukum Islam di 
Indonesia. Hal ini memang ada benarnya, namun sebagaimana nanti juga 
akan diungkapkan oleh penulis lain mereka ternyata juga masih cukup 
banyak menghadapi permasalahan sehingga diperlukan sekali adanya 
komplikasi hukum Islam guna dijadikan pegangan dalam penerapan 
hukumnya. Tetapi dengan melihat apa yang dikemukakan di atas kita akan 
dapat memperoleh persepsi yang lebih luas tentang kedudukan Kompilasi 
sebagai salah satu pedoman bagi para Hakim agama.

Selanjutnya bagaimana penerapan hukum Islam melalui perundang- 
undangan Rachmat Djatnika mengemukakan bahwa penerapan konsepsi 
hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia, walaupun masih 
sebagian kecil, telah berkembang dengan penerapannya yang menjawab 
tantangan dan kebutuhan masyarakat untuk menuju tujuan hukum Islam 
seperti dalam hal monogami, masalah batas umur boleh kawin, masalah 
jatuhnya talak dihadapan sidang Pengadilan, masalah harta bersama, 
masalah nadzir dan saksi pada perwakafan tanah milik, dan masalah ikrar 
perwakafan harus tertulis, (Djatnika, 1990: 254). Di sini tampak kepada kita 
kecenderungan baru dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia seakan- 
akan menjurus pada apa yang dikatakan oleh Ibrahim Husein "Pemerintah 
sebagai madzhab". (Husein, 1985: 43).

Kesemuanya itu (baik penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, 
dalam Pengadilan Agama maupun dalam perundang-undangan) menurut 
Rahmat Djatnika mengandung masalah Ijtihadiyah yang diselesaikan dengan 
ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode al-istishlah, 
al-istihsan, al-urf, dan lain-lain metode-metode istidhal dengan tujuan jalbal 
mashalih wa dar'u al-mafasid. Kalau ada yang tidak sependapat dengan hasil 
ijtihad tersebut sedangkan hakim memutuskan dengan ketentuan yang 
tersebut dalam perundang-undangan, maka ijtihad hakim tidak dapat 
dibatalkan dengan ijtihad yang lain (al ijtihad layunshadhu bit ijtihad) 
(Djatnika, 1990: 254) Hal ini adalah berbeda dengan apa yang dikemukakan 
oleh Harun Nasution bahwa ijtihad bisa dilawan dengan ijtihad. (Nasution, 
1985: 24)

Apa-apa yang dikemukakan di atas adalah hal-hal yang bersifat umum 
berkenaan dengan Hukum Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya perlu 
kita kutip keterangan-ketarangan yang dikemukakan oleh para tokoh yang 
banyak terlibat dalam penyusunan kompilasi Hukum Islam dan apa yang 
dikemukakan adalah secara langsung berkenaan dengan latar belakang di
buatnya kompilasi hukum Islam. Di sini akan dikutip keterangan-keterangan 
dari KH. Hasan Basry, Busthanul Arifin, Masrani Basran dan M. Yahya
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Harahap. Yang pertama adalah ketua Majelis Ulama Indonesia yang banyak 
sekali terlibat dalam penyusunan kompilasi, sedangkan tiga orang berikutnya 
adalah para Hakim Agung yang sebenarnya menjadi motor penggerak dan 
pelaksanaan proyek penyusunan kompilasi hukum Islam.

Sekalipun pendapat mereka ada perbedaan-perbedaan antara satu 
dengan yang lain tetapi ini bukanlah pertentangan. Karena perbedaan sudut 
pandang maka keterangan tersebut harus dilihat sebagai saling isi mengisi 
antara satu dengan yang lainnya. Selain itu keterangan-keterangan dimaksud 
tidaklah terlepas dari berbagai keterangan umum tentang hukum Islam 
Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas.

Dalam salah satu tulisannya mengenai perlunya kompilasi Hukum 
Islam, K.H. Hasan Basry (Ketua Umum MUI) menyebutkan Kompilasi 
Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada 
Pemerintahan Orde Baru ini. Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam 
di Indonesia akan mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah 
menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia 
yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi 
kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan 
sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fiqh akan dapat diakhiri, 
(Basry, 1986: 60). Dari penegasan ini tampak bahwa latar belakang pertama 
dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya 
kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang 
masalah-masalah hukum Islam.

Hal ini secara tegas dinyatakannya bahwa di Indonesia karena belum 
ada kompilasi maka dalam praktik sering kita lihat adanya Keputusan 
Peradilan Agama yang saling berbeda/tidak seragam, pada hal kasusnya 
sama. Bahkan dapat dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang 
dianggap tidak sepaham. Juga telah kita saksikan bahwa masalah fiqh yang 
semestinya membawa rahmat ini malah menjadi sebab perpecahan. Dengan 
demikian, yang kita rasakan bukan rahmat akan tetapi laknat. Hal ini 
menurut pendapatnya adalah karena umat Islam salah paham dalam 
mendudukkan fiqh di samping belum adanya kompilasi hukum Islam 
tersebut. (Basry, 1986: 60).

Pendapat tersebut bersesuaian dengan pendapat beberapa orang Hakim 
Agung yang mengemukakan beberapa seginya secara lebih rinci lagi. 
Bustanul Arifin misalnya mempersoalkan tentang adanya masalah hukum 
Islam yang diterapkan oleh Pengadilan Agama. Dikatakannya bahwa Hukum 
Islam (fiqh) tersebar dalam sejumlah besar kitab susunan para fuqaha 
beberapa abad yang lalu. Biasanya dikatakan bahwa dalam setiap masalah
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selalu ditemukan lebih dari satu pendapat (qaul). Wajar jika orang bertanya 
"Hukum Islam yang mana?" Bagi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok 
tertentu mungkin telah jelas mengingat masing-masing telah menganut 
paham tertentu. Hal ini menurut pendapat adalah satu kenyataan yang tidak 
bermaksud mengingkari bahwa perbedaan pendapatnya adalah rahmat, akan 
tetapi yang ditekankan di sini adalah bahwa untuk diberlakukan di 
Pengadilan, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni 
harus ada kepastian hukum. (Arifin, 1988: 27).

Mengenai Kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya 
adalah sangat beragam, akan tetapi pada tahun 1958 telah dikeluarkan Surat 
Edaran Biro Peradilan Agama No. B/l/735 tanggal 18 Februari 1958 yang 
merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 
tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa 
dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk 
mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka 
para Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar 
mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah in i:
(1) Al Bajuri;
(2) Fathul Muin dengan Syarahnya;
(3) Syarqawi alat Tahrir;
(4) Qulyubi/Muhalli;
(5) Fathul Wahab dengan Syarahnya;
(6) Tuhfah;
(7) Targhibul Musytaq;
(8) Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya;
(9) Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhlan;
(10) Syamsuri lil Fara'idl;
(11) Bughyatul Mustarsyidin;
(12) Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah;
(13) Mughnil Muhtaj;

Dari daftar kitab-kitab ini kita sudah dapat melihat pola pemikiran hukum 
yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab- 
kitab tersebut adalah kitab-kitab kuno dalam mazhab Syafii, kecuali 
mungkin untuk no. 12 termasuk bersifat komparatif atau perbandingan 
madzhab. Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali 
no. 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.



Materi tersebut kelihatannya memang masih belum memadai, sehingga 
sering kali dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan 
penyelesaian perkara kasus demi kasus. Dan ternyata dengan langkah inipun 
kepastian hukum masih merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi. Dalam 
Hukum Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama yang di
himpun oleh Abdul Gani Abdullah, misalnya kita dapat melihat betapa 
banyaknya peraturan dan pentunjuk yang telah dikeluarkan mengenai 
masalah ini. (Abdullah, 1991: ix-xiv).

Hal yang tidak kalah ruwetnya menurut Busthanul Arifin ialah, bahwa 
dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka 
peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika 
pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab/pendapat yang 
memang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab/pendapat yang 
menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan di antara ke 13 kitab 
pegangan itu adalah telah jarang menjadi rujukan dan sering pula terjadi para 
hakim sering berselisih sesama mereka tentang pemilihan kitab rujukan. 
Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap 
keputusan Pengadilan selalu dinyatakan sebagai "pendapat pengadilan" 
meskipun mungkin hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku 
yang mungkin pula memang mempengaruhi putusan yang dijatuhkannya 
(Arifin, 1985:27).

Selanjutnya dikemukakannya hal lain bahwa fiqh yang kita pakai 
sekarang jauh sebelum lahirnya paham kebangsaan. Ketika itu praktik 
ketatanegaraan Islam masih memakai konsep umat. Berbeda dengan paham 
kebangsaan, konsep umat menyatukan berbagai kelompok masyarakat 
dengan tali agama. Paham kebangsaan baru lahir sesudah perang dunia 
pertama, dan kemudian negara-negara Islam pun menganutnya, termasuk 
negara-negara di dunia Arab. Dengan demikian, kita tak lagi bisa memakai 
sejumlah produk dan peristilahan yang dihasilkan sebelum lahirnya paham 
kebangsaan tersebut.

Situasi Hukum Islam seperti yang digambarkan di atas inilah menurut 
Busthanul Arifin yang mendorong Mahkamah Agung untuk mengadakan 
kompilasi Hukum Islam (Arifin, 1985:28). Beberapa aspek dari pendapat 
yang dikemukakan di atas diperjelas dalam tulisan Masrani Basran dan 
Yahya Harahap yang juga merupakan Hakim Agung yang banyak terlibat 
dalam penyusunan kompilasi Hukum Islam di samping Busthanul Arifin.

Dalam salah satu ceramahnya pada Muktamar Muhammadiyah di Solo 
tanggal 9 Desember 1985 yang kemudian dipublikasi dalam mass media 
Masrani Basran mengemukakan beberapa hal yang melatarbelakangi
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diadakannya kompilasi hukum Islam ini. Pertama dikemukakannya tentang 
adanya ketidakjelasan persepsi tentang syariah dan fiqh. Dikemukakannya 
bahwa sejak ratusan tahun di kalangan umat Islam di seluruh dunia termasuk 
Indonesia, terjadi kekurangjelasan atau kalau tidak dapat dikatakan 
"kekacauan persepsi" tentang arti dan ruang lingkup pengertian syariah 
Islam. Kadang-kadang disamakan Syariah Islam dengan fiqh, bankan 
adakalanya dalam penetapan dan persepsi dianggap sama pula dengan al 
Din; maka terjadilah kekacauan pengertian di kalangan umat Islam dan 
kekacauan pengertian ini berkembang pula di pihak-pihak orang-orang yang 
di luar Islam. Karena syariah Islam itu meliputi seluruh bidang kehidupan 
manusia maka persepsi yang keliru atau tidak jelas atau tidak mantap itu 
akan mengakibatkan pula kekacauan dan saling menyalahkan dalam bidang- 
bidang kehidupan umat, baik bidang kehidupan pribadi, kehidupan keluarga 
maupun bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadaan tersebut 
di atas, yaitu keadaan persepsi yang tidak seragam tentang syariah akan dan 
telah menyebabkan hal-hal:
(1) ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan 

Hukum Islam itu;
(2) ketidakjelasan bagaimana melaksanakan syariah Islam itu;
(3) akibat yang lebih jauh lagi, adalah kita tidak mampu mempergunakan 

jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan 
perundang-undangan lainnya (Basran, 1986: 7).

Sebagaimana Busthanul Arifin, Masrani Basran dalam tulisannya 
juga mengemukakan situasi hukum Islam di Negara kita. Dikatakan bahwa 
situasi hukum Islam di Indonesia tidak berbeda dengan negara-negera lain, 
yaitu tetap tinggal dalam "kitab-kitab kuning", kitab-kitab yang merupakan 
karangan dan bahasan Sarjana-sarjana Hukum Islam, sebagai karangan dan 
hasil pemikiran (ijtihad) seseorang, maka tiap-tiap kitab kuning itu diwarnai 
dengan pendapat dan pendirian masing-masing pengarangnya. Untuk dasar 
pemberian fatwa-fatwa tergantung pada kemauan dan kehendak orang-orang 
yang meminta fatwa tersebut. Lain halnya para Hakim Agama yang harus 
menentukan hukum dalam suatu perkara/sengketa yang harus mampu 
mengatasinya, mencarikan pemecahannya, dan bila ia tidak mampu berbuat 
demikian, akan dapat merusak rasa keadilan dari pihak-pihak yang meminta 
penyelesaian. Timbul apa yang kita kenal dengan masalah-masalah 
khilafiyah, yang dalam bidang atau segi teori tidak menjadi soal, karena hal 
yang demikian itu justru menjadi perlambang kebebasan berpikir (ijtihad) 
dalam hukum Islam. Akan tetapi di bidang kehidupan bermasyarakat dalam
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suatu negara, tidak mungkin ditolerir perbedaan-perbedaan pendapat tentang 
hukum, sebaliknya harus diberikan batasan-batasan tertentu melalui putusan- 
putusan Hakim inconcreto, dalam perkara secara konkret. Dengan putusan- 
putusan Hakim, perbedaan-perbedaan pendapat tersebut akan diarahkan pada 
kesatuan pendapat, kesatuan penafsiran tentang suatu aturan hukum sesuai 
dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (Basran, 1986: 8-9).

Dalam keadaan seperti yang digambarkan di atas menurut Masrani 
Basran menemukan dua kesulitan, yaitu :

(1) mengenai bahasa dari buku-buku Islam (kitab-kitab kuning) yang ada;
(2) persepsi yang belum seragam tentang Din, Syari'ah dan fiqh, terutama

sejak abad-abad kemunduran Umat Islam di segala bidang,

Mengenai masalah pertama, dikemukakan bahwa buku-buku hukum Islam 
(kitab-kitab kuning) tersebut ditulis dalam bahasa Arab itupun bahasa Arab 
yang dipakai di abad-abad 8, 9 dan 10 M. Yang bisa membacanya hanyalah 
orang-orang yang benar-benar/khusus belajar untuk itu, yang diperkirakan di 
Indonesia ini jumlahnya tidak banyak dan akan semakin mengecil, lebih- 
lebih kalau yang dijadikan ukuran "pemahaman" dari isi kitab kuning 
tersebut Rakyat banyak yang sebenarnya amat berkepentingan untuk 
mengetahui hak dan kewajibannya, tidak memiliki "acces" untuk itu, 
sehingga hanya akan "percaya" pada ulama-ulama yang diminta/memberi 
nasihat atau fatwa. Hal ini pulalah yang akan turut menggoyahkan wibawa 
Hakim-Hakim Peradilan Agama di mata rakyat, karena keputusan- 
keputusannya yang walaupun benar tetap diragukan karena berbeda dengan 
pendapat para ulama pemberi fatwa. Kalau terjadi kekacauan pengertian 
antara "Qada" (putusan Hakim) dan "Ifta" (fatwa), maka jelas akan sulit 
untuk menegakkan hukum dan tidak mungkin membawa kesadaran hukum 
masyarakat ke arah hukum nasional (Basran, 1986:9).

Mengenai persoalan yang kedua erat kaitannya dengan apa yang 
dikemukakan sebelumnya. Dikemukakannya bahwa merupakan kenyataan 
dunia Islam, termasuk di Indonesia, bahwa persepsi mengenai syariah 
masih beraneka ragam. Hal ini disebabkan kemunduran berpikir dari umat 
Islam sendiri sejak abab ke 14 M ditambah lagi akbiat politik kolonial para 
penjajah yang menguasai bangsa-bangsa yang beragama Islam. Terjadilah 
kekacauan pengertian antara "Din, Syariah dan Fiqih", Seringkah "syariah", 
bahkan "Fiqih" dianggap sebagai "Din" sehingga timbullah benturan paham 
di antara umat Islam sendiri, bahkan tidak jarang timbul akibat saling 
mengkafirkan. Hal inilah yang harus diluruskan, persepsi tentang syariah 
hanis diseragamkan, harus dikembalikan pada awal asalnya sebelum
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terjadinya kemunduran berpikir, sebelum kaum penjajah menguasai hidup 
dan kehidupan orang Islam. Kita sulit membangun bangsa yang kuat, kalau 
kita biarkan persepsi yang keliru tetap ada bahkan tumbuh berkembang 
(Basran, 1986: 9-10).

Untuk mengatasi dua kesulitan inilah menurut Masrani Basran 
dilaksanakan proyek yurisprudensi Islam yang beruanglingkup mengadakan 
kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Yahya Harahap menambahkan sisi 
lain yang masih berkenaan dengan apa yang diungkapkan di atas. Ia 
menekankan pada adanya penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa 
atau penafsiran maupun sarah ulama dalam menemukan dan menerapkan 
hukum. Dikatakan bahwa para hakim di Peradilan Agama, pada umumnya 
sudah menjadikan kitab-kitab fikih sebagai landaran hukum. Kitab-kitab 
fikih sudah berubah fungsinya. Kalau semula kitab-kitab fikih merupakan 
literatur pengkajian ilmu hukum Islam, para Hakim Peradilan Agama telah 
menjadikannya "Kitab hukum" (perundangan-undangan), (Harahap, 1988: 
88).

Dalam makalahnya yang disajikan pada diskusi Ilmiah Forum 
pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 26 Juni 
1986 yang kemudian baru dipublikasi pada tahun 1988 M. Yahya Harahap 
mengungkapkan tentang arah tujuan kompilasi hukum Islam. Dalam 
makalah ini ia mengemukakan bahwa cara pendekatan seperti dikemukakan 
di atas jelas keliru, dan di atas kekeliruan inilah dilakukan penegakan 
hukum. Dikatakannya bahwa Hukum Islam yang diterapkan dan ditegakkan, 
seolah-olah bukan lagi berdasarkan hukum, akan tetapi sudah menjurus ke 
arah penerapan menurut buku/kitab. Pertimbangan dan putusan yang 
dijatuhkan, berdasarkan pada kitab. Praktik penegakan hukum yang seperti 
bertentangan dengan asas yang mengajarkan: putusan Pengadilan harus 
berdasarkan hukum. Orang tidak boleh diadili berdasarkan buku atau 
pendapat ahli atau ulama manapun. (Harahap, 1988: 88).

Untuk memperjelas keterangan tersebut dikemukakan pula satu 
ilustrasi. Coba bayangkan katanya betapa tragisnya putusan peradilan yang 
didasarkan pada penerapan kita-kitab. Misalnya, di Pengadilan Agama, 
pertimbangan dan putusan Hakim, menemukan dan mengambil hukum yang 
diterapkan dari kitab ulama Baghdad. Lantas pada tingkat banding, 
Pengadilan Tinggi Agama mengambil hukum yang diterapkan dari 
buku/kitab ulama Kairo. Tepat dan adilkah cara penerapan hukum yang 
seperti itu? Jawabnya bisa bermacam-macam. Jika kebetulan terhadap anda 
dipergunakan fatwa atau sarahan kitab ulama Baghdad, dengan penerapan 
itu anda dimenangkan dalam sengketa, barangkali anda akan merasa adil.
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Akan tetapi, tentu pihak lawan akan merasa diperkosa atas putusan yang 
didasarkan pada kitab ulama Baghdad tadi, karena sekiranya kitab ulama 
Kairo yang diterapkan hakim, pihak lawan yang akan menang. Maka pihak 
lawan itupun akan menjerit-jerit sambil menuntut, agar kitab ulama Kairo 
yang tepat dan adil, atau barang kali pihak lawan menuntut, kitab ulama 
Hijaz lah yang tepat dan adil diterapkan dalam perkara yang sedang 
diperiksa. (Harahap, 1988: 88)

Selanjutnya, ia memberikan penilaian bahwa praktik penerapan hukum 
yang semata-mata mendasarkan penemuan dan pengambilan hukum dari 
sumber kitab-kitab, benar-benar tidak dapat dipertahankan. Praktik yang 
seperti ini menurut pendapatnya menjurus ke arah penegakan hukum 
menurut selera dan persepsi hakim. Kebebasan hakim yang demikian 
menyimpang dari kerangka kebebasan yang bertanggung jawab menurut 
hukum, dan lari melenceng ke arah kebebasan yang tak terkendali. Padahal 
hakikat kebebasan hakim mengadili suatu perkara, tiada lain daripada 
kebebasan yang tunduk pada hukum. Dan di dalam kebebasan melaksanakan 
fungsi ketaatan kepada hukum tadi, hakim tidak tunduk kepada pengaruh 
apa sajapun. Jadi makna kebebasan hakim melaksanakan fungsi peradilan, 
bukan merupakan kebebasan menerapkan hukum sesuka hati dari sumber 
yang bersifat pengkajian ilmiah yang tertulis dari berbagai buku/kitab. 
(Harahap, 1988: 89).

Mengapa hal ini bisa terjadi? Ia mengajukan jawaban yaitu mungkin 
belum ada hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai 
landasan rujukan mutlak, atau hukum Islam yang ada di Indonesia pada 
umumnya, masih merupakan abstraksi hukum. Dikemukakannya bahwa 
umat Islam Indonesia belum memiliki wujud hukum Islam secara kongkret 
dan positif. Yang kita miliki baru berupa "abstraksi" hukum yang subtan- 
sinya terdapat dalam Qur'an dalam bentuk "wahyu matluw" dan sunnah 
dalam bentuk wahyu "gairu matluw". Substansi hukum yang abstrak tadi, 
memang ada yang telah disusun dalam kitab-kitab fikih para mujtahid, 
sesuai dengan "ra'yu" dan suasana waktu serta lingkungan tempat dimana 
kita itu ditulis. Meskipun begitu banyak tulisan kitab para mujtahid atau 
imam mazhab yang tersebar di Indonesia, sama sekali kuantitas itu tidak 
mengurangi arti hipotesis abstraksi kita kemukakan. Sampai saat ini 
masyarakat Islam Indonesia, masih meraba-raba yang mana wujud dan 
bentuk hukum Islam, terutama di bidang muamalah yang berkenaan dengan 
perkawinan, kekeluargaan, hibah, wakaf dan warisan. (Harahap, 1988: 89).

Demikian beberapa "pandangan" yang dikemukakan berkenaan dengan 
latar belakang diadakannya kompilasi hukum Islam yang permasalahannya
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bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama, 
Mungkin masih banyak lagi permasalahan yang dapat disebutkan sebagai 
tambahan dalam lingkup yang lebih luas. Namun alasan yang disebutkan di 
atas untuk sementara dapat ditunjuk sebagai latar belakang mengapa kita 
membentuk kompilasi hukum Islam ini.
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PROSES PENYUSUNAN KOMPILASI 
HUKUM ISLAM

Bilamana kita menganggap usaha penyusunan kompilasi Hukum Islam 
adalah merupakan bagian dari upaya kita dalam rangka mencari pola fiqh 
yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual maka proses 
ini telah berlangsung lama sekali sejalan dengan perkembangan hukum 
Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide 
pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia seperti yang antara 
lain dipelopori oleh Prof. Hazairin, Prof. Hasbi Ash Shiddiqy dan 
sebagainya. Akan tetapi, kalau kita lihat secara lebih sempit lagi ia 
merupakan suatu rangkaian proses yang berlangsung sejak tahun 1985.

Gagasan untuk mengadakan kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
untuk pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, 
MA pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan para mahasiswa 
IAIN Sunan Ampel Surabaya, semenjak itu ide ini menggelinding dan 
mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Apakah ini merupakan ide 
dari Menteri Agama sendiri wallahualam. Mengapa demikian? Karena kalau 
kita membaca buku "Prof. K.H. Ibrahim Husein dan Pembaharuan Hukum 
Islam di Indonesia" kita mendapat kesan seakan-akan ide ini berpangkal dari 
pemikiran K.H. Ibrahim Husein yang kemudian disampaikan kepada Prof. 
H. Bustanul Arifin, SH, Hakim Agung Ketua Muda Mahkamah Agung yang 
membawahi Peradilan Agama yang menerima dan memahami dengan baik. 
(Panitia 1990: 223-224). Memang tidak jelas di sini apakah ide yang 
dikemukakan oleh Ibrahim Husein tersebut sesudah atau sebelum pelontaran 
ide Menteri Agama dimaksud.

Menurut Abdul Chalim Mohammad gagasan untuk melakukan 
kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun lebih 
Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan Badan-badan 
Peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis 
justisial para hakim agama baik ditingkat nasional maupun regional, 
(Muhammad, 1990: 35). Selanjutnya, ia mengutip pidato sambutan Bustanul 
Arifin pada upacara pembukaan pelaksanaan wawancara dengan para alim 
ulama se Jawa Timur tanggal 16 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa 
dalam rapat-rapat gabungan antara Mahkamah Agung dan Departemen 
Agama telah diperoleh kesimpulan bahwa kesempurnaan pembinaan badan- 
badan peradilan Agama beserta aparatnya hanya dapat dicapai antara lain 
dengan:
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a. Memberikan dasar formal: kepastian hukum di bidang hukum acara dan 
dalam susunan kekuasaan Peradilan Agama dan kepastian hukum (legal 
security) di bidang hukum materiil.

b. Demi tercapainya legal security bagi para hakim, bagi para justiabelen 
(orang awam pencari keadilan) maupun bagi masyarakat Islam sendiri 
perlu aturan-aturan hukum Islam yang tersebar itu dihimpun atau 
dikompilasi dalam buku-buku hukum tentang munakahat (perkawinan), 
faraidl (kewarisan) dan wakaf. (Mohammad, 1990: 35-36).

Dalam tulisannya yang lain Bustanul Arifin mengemukakan lebih jelas 
mengenai hal tersebut. Dikatakan bahwa ide kompilasi hukum Islam timbul 
setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung (MA) membina 
bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada 
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan 
personal, keuangan dan organisasi Pengadilan-pengadilan yang ada di
serahkan kepada Departemen masing-masing. Sedangkan pengaturan teknis 
yustisial ditangani oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-undang 
tersebut telah ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaannya 
dilingkungan Peradilan Agama baru bisa dilakukan pada tahun 1982 setelah 
ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah 
Agung dan Menteri Agama. SKB itu merupakan jalan pintas tanpa 
menunggu lahirnya Undang-undang pelaksanaan Undang-undang No. 14 
Tahun 1970 di atas untuk peradilan Agama. (Arifin, 1985: 26).

Berdasarkan keterangan tersebut tampak kepada kita bahwa ide untuk 
mengadakan kompilasi Hukum Islam ini memang baru muncul sekitar tahun 
1985 dan kemunculannya ini adalah merupakan hasil kompromi antara pihak 
Mahkamah Agung dengan Departemen Agama. Langkah untuk mewujudkan 
kegiatan ini mendapat dukungan banyak pihak. Menurut Prof. Ismail Suny, 
pada bulan Maret 1985 Presidan Soeharto mengambil prakarsa sehingga 
terbitlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah Agung dan 
Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam. (Suny, 
199la: 43 dan 1991 b: 6-7) yang berarti sudah sejak sedari dini kegiatan ini 
mendapat dukungan penuh dari Kepala Negara.

Pada tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta, dalam satu rapat kerja 
gabungan yang dihadiri oleh Ketua-ketua Pengadilan Tinggi dari Peradilan 
Umum, Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua-ketua Mahkamah 
Militer se Indonesia. Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama 
menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang proyek pembangunan 
Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau disebut juga proyek Kompilasi 
Hukum Islam. (Basran, 1986: 12).
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Menarik untuk dicatat apa yang dikemukakan oleh Menteri Agama 
dalam sambutannya pada penandatanganan SKB tersebut sebagaimana yang 
dikutip oleh Busthanul Arifin di mana beliau mengatakan bahwa sekarang 
ada peluang dan sekaligus tantangan bagi para ulama dan ahli-ahli hukum 
Islam, apakah hukum Islam itu akan berlaku di negara kita atau tidak. 
(Arifin, 1985b: 47). Sejalan dengan pernyataan inilah seorang pengamat 
keislaman DR. Mitsoo Nakamura menilai proyek kompilasi ini sangat 
strategis dan mempunyai arti penting bagi umat Islam. Akan tetapi, menurut 
Nakamura soalnya tinggal bagaimana tokoh-tokoh Islam dan umat Islam 
melihat serta memanfaatkan arti pentingnya proyek kompilasi Hukum Islam 
itu. (Panji Masyarakat No. 502 Tahun XXVII, Mei 1986).

Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri 
Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 
tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui 
Yurisprudensi dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk 
jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh 
Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya 
sebesar Rp230.000.000,00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi 
langsung dari Presiden Soeharto sendiri (Panji Masyarakat No. 502 Th. 
XXVII tanggal 1 Mei 1986). Di sini juga tampak betapa besarnya komitmen 
Presiden dalam mensukseskan proyek tersebut.

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa 
Pimpinan Umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua 
Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan 
dibantu oleh dua orang Wakil Pimpinan Umum masing-masing HR. Djoko 
Soegianto, SH Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang 
Hukum Perdata Tidak Tertulis Mahkamah Agung dan H. Zaini Dahlan, MA 
Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen 
Agama.

Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH 
Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil Pimpinan Pelaksanaan H. 
Muchtar Zarkasih, SH; Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 
Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, SH, 
Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil 
Sekretaris Drs. Marfiiddin Kosasih, SH. Bendahara adalah Alex Marbun dari 
Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Di samping itu 
ada pula pelaksana bidang yang m eliputi:
a. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi:

1. Prof. H. Ibrahim Husein LML
(dari Majelis Ulama)
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2. Prof. H. MD. Kholid, SH.
(Hakim Agung Mahkamah Agung)

3. Wasit Aulawi MA 
(Pejabat Departemen Agama)

b. Pelaksana Bidang Wawancara :
1. M. Yahya Harahap, SH

(Hakim Agung Mahkamah Agung)
2. Abdul Gani Abdullah, SH 

(Pejabat Departemen Agama)
c. Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data :

1. H. Amiroeddin Noer, SH 
(Hakim Agung Mahkamah Agung)

2. Drs. Muhaimin Nur, SH 
(Pejabat Departemen Agama)

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Pimpinan Pelaksana Proyek tanggal 24 
April 1985 No. 01/MA/PPHI/85 telah disusun Tim Pelaksana yang bersifat 
lebih administratif lagi dalam menunjang pelaksanaan proyek yang 
bersangkutan.

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 
tersebut di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk 
melaksanakan usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi 
dengan jalan kompilasi Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang 
dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan 
perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk 
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan 
Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara :

a. Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/ 
pengkajian kitab-kitab

b. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan para ulama

c. Lokakarya
Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu 
diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.
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d. Studi perbandingan
Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu 
sama lain dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam 
lainnya.

Kegiatan proyek ini menurut Muchtar Zarkasih dilakukan sebagai 
usaha untuk merumuskan pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama dengan 
menyusun kompilasi hukum Islam yang selama ini menjadi hukum materiil 
di Pengadilan Agama. Tujuannya adalah merumuskan hukum materiel bagi 
Pengadilan Agama, dengan jalur usaha sebagai berikut:

a. Pengkajian kitab-kitab fiqh
b. Wawancara dengan para ulama 
C. Yurisprudensi Pengadilan Agama
d. Studi perbandingan hukum dengan negara lain
e. Lokakarya/Seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama.

Bidang yang digarap dengan usaha ini adalah bidang Hukum Perkawinan, 
Hukum Kewarisan, Wakaf, Hibah, Shodaqah, Baitul Mal dan lain-lain yang 
menjadi kewenangan Peradilan Agama (Zarkasih, 1985: 10).

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, maka pelaksanaan 
penyusunan kompilasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

a.
b.

c.

Tahap I : tahap persiapan
Tahap II : tahap pengumpulan data, m elalui:

(1) jalur ulama
(2) jalur kitab-kitab fiqh
(3) jalur yurisprudensi peradilan Agama
(4) jalur studi perbandingan di negara-negara lain 

khususnya di negara-negara Timur Tengah.
Tahap III : Tahap penyusunan rancangan kompilasi Hukum Islam 

dari data-data tersebut
d. Tahap VI : Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan- 

masukan akhir dari para ulama/cendekiawan Muslim 
seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya. 
(Mohammad, 1990: 36)
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Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur 
tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan 
pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH dalam salah satu 
tulisannya:

a. Jalur Kitab :
dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab flqh, minimal 13 
kitab yang selama ini oleh Departemen Agama diwajibkan sebagai 
buku pedoman/pegangan para Hakim Agama, dikumpulkan, dibuat 
berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada 
Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat 
bagaimana pendapat masing-masing. Kitab itu, dan juga kitab-kitab 
lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan itu, 
disertai argumentasi/dalil-dalil hukumnya.

b. Jalur U lam a:
dengan mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia, sudah 
ditetapkan 10 lokasi di Indonesia: Banda Aceh, Medan, Palembang, 
Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, 
Mataram dan Banjarmasin. Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan 
dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa 
para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili 
ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan dan 
partisipasi aktif dalam jawaban atas questionaires yang kami ajukan. 
Jawaban-jawaban ini kami himpun secara deskriptif.

c. Jalur Yurisprudensi:
Kita himpun putusan-putusan peradilan Agama dari dulu sampai 
sekarang, yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip Pengadilan 
Agama kita, atau dari mana saja dan akan dibukukan untuk 
mengakrabkan para Hakim Agama kita dengan Yurisprudensi, yang 
juga merupakan sumber hukum.

d. Jalur studi perbandingan :
Kita lihat ke luar negeri, bagaimana penerapan hukum Islam di sana 
dan sejauh mana kita dapat menerapkannya dengan memper
bandingkannya dengan situasi dan kondisi serta latar belakang budaya 
kita. Juga meliputi studi sistem peradilan dan studi tentang putusan- 
putusan Peradilan Agama di sana (Basran, 1985: 12).

Untuk lengkapnya keterangan ini, kiranya masih perlu ditambahkan 
beberapa ketarangan berkenaan dengan kegiatan pada masing-masing jalur
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tersebut. Dalam Lampiran SKB proyek pembangunan Hukum Islam melalui 
yurisprudensi disebutkan bahwa pengumpulan dan sistematisir dari dalil- 
dalil dan kitab-kitab kuning. Kilab-kitab kuning dikumpulkan langsung dari 
Iman-imam Madzhab dan syariah-syariahnya yang mempunyai otoritas 
terutama di Indonesia. Kemudian, menyusun kaidah-kaidah hukum dari 
Imam-imam madzhab tersebut disesuaikan bidang-bidang hukum menurut 
Ilmu hukum umum.

Menurut M. Yahya Harahap, pengumpulan data melalui jalur kitab, 
operasionalnya secara singkat adalah sebagai berikut:
-  Penentuan kita fikih yang dijadikan bahan pengkajian (antara lain 

I'anatut Thalibin, Targhibul Mukhtqr, Al Fiqhu 'ala Madzahibil 
Arba'ah, Fiqhus Sunnah, Fathul Qadir, dan lain sebagainya).

-  Pelaksanaannya dipercayakan kepada beberapa Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) yang penandatanganan kerjasamanya dilakukan tanggal 
19 Maret 1986 antara Menteri Agama dengan Rektor IAIN yang 
ditunjuk.

-  Dari kitab-kitab Fikih tadi, akan dirumuskan kesimpulan singkat 
pendapat hukum sesuai rincian masalah yang disusun panitia (Harahap, 
1988: 93)

Dalam penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber kompilasi Hukum 
Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang 
dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu :
a. IAIN Arraniri Banca Aceh :

1. Al Bajuri;
2. Fathul Mu'in;
3. Syarqawi alat Tahrier;
4. Mughnil Muhtaj;
5. Nihayah Al Muhtaj;
6. Asy Syarqawi;

b. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta :
1. 'Ianatut Thalibin;
2. Tuhfah;
3. Targhibul Musytag;
4. Bulghat Al Salik;
5. Syamsuri fil Faraidl;
6. Al Mudawanah;
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c. IAIN Antasari Banjarmasin :
1. Qalyubi/Mahalli;
2. Fathul Wahab dengan syarahnva;
3. Bidayatul Mujtahid;
4. Al Uum;
5. Bughyatul Mustarsyidin;
6. Aqiedah Wa al Syariah;

d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :
1. AlMuhalla;
2. Al Wajiz;
3. Fathul Qadier,
4. Al Fiqhul ala Madzhabil Arbaah;
5. Fiqhus Sunnah;

e. IAIN Sunan Ampel Surabaya :
1. Kasyf Al Qina;
2. Majmu atu Fatawi Ibn Taymiah;
3. Qawaninus Syariah lis sayid Usman bin Yahya;
4. Al Mughni;
5. Al Hidayah Syarah Bidayah Taimiyah Mubtadi;

f. IAIN Alauddin Ujung Pandang :
1. Qawanin Syar'iyah lis Sayid Sudaqah Dakhlan;
2. Nawab al Jalil;
3. Syarah Ibnu Abidin;
4. Al Muwattha;
5. Hasyiah Syamsuddin Muh Irfat Dasuki;

g. IAIN Imam Bonjol Padang :
1. Badai al Sannai;
2. Tabyin al Haqaiq;

3. Al Fatawi Al Hindiyah;
4. Fathul Qadier,
5. Nihayah.

Bilamana kita melihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak 
sekali perluasan dari masa-masa yang lalu. Misal-nya kitab-kitab dimaksud 
ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafii saja, akan tetapi 
dari Madzhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku-
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buku Ibn Taimiyah. Sayangnya disini tidak dimasukkan kitab-kitab dari 
kalangan ulama termuka kita katakan misalnya Hasby Ash Shiddiqy, 
Hazairin. A. Hasan dan lain-lain, yang juga cukup banyak menulis dan 
berfatwa tentang berbagai masalah hukum Islam, dan fatwanya juga kadang- 
kadang menunjukkan hal-hal yang bersifat spesifik.

Selanjutnya M. Yahya Harahap, menambahkan keterangan tentang hal 
ini, bahwa pengumpulan data melalui jalur kitab-kitab sama sekali tidak 
hanya bertumpu pada kitab-kitab yang ditugaskan pada IAIN. Tetapi juga 
diambil dari hasil fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti hasil 
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, 
Nahdatul Ulama (NU) dan sebagainya. (Harahap, 1988: 93). Sehingga kalau 
dilihat dari sumber rujukan dan tenaga yang mengerjakannya sudah cukup 
memadai untuk menghasilkan karya hukum yang diperlukan.

Mengenai hasil wawancara dapat ditambah bahwa menurut penjelasan 
yang ada dalam lampiran SKB, tokoh-tokoh ulama itu dipilih sedemikian 
rupa, sehingga ulama yang dipilih adalah benar-benar diperkirakan 
berpengetahuan cukup dan berwibawa. Juga diperhitungkan kepada 
kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya. Wawancara dilaksanakan 
pada 10 kota yang telah ditetapkan dengan 166 orang resproden dari 
kalangan para ulama dan dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian 
yang disiapkan Tim Inti.

Menurut Bustanul Arifin, untuk pelaksanaan wawancara dengan para 
alim ulama ini panitia pusat telah sepakat untuk memakai dua cara: dengan 
mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama-sama, atau 
mewawancarai mereka secara terpisah jika cara pertama tidak mungkin 
dilaksanakan. Dari wawancara ini juga diharapkan akan diperoleh saran- 
saran tentang pemakaian kitab dan madzhab rujukan (Arifin, 1985: 29).

Mengenai operasionalnya pelaksanaan pengumpulan data melalui 
wawancara digambarkan oleh M. Yahya Harahap secara lengkap sebagai 
berikut:
-  Persiapan pertanyaan yang disusun secara sistematis. Pertanyaan 

disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik tanpa 
melupakan gejala perkembangan dan perubahan nilai yang sedang 
tumbuh dalam kesadaran kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang 
disusun sengaja dibuat agak bersifat "indeksikal", karena dari semula 
sudah ditetapkan bahwa pewawancara cukup aktif berpartisipasi dalam 
forum wawancara secara langsung, sehingga pelaksanaan wawancara 
diharapkan dapat memberi penjelasan seperlunya akan maksud setiap 
pertanyaan.
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-  Penyeleksian tokoh ulama setempat. Yang melakukan seleksi panitia 
pusat bekerjasama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat, 
berdasarkan inventarisasi tokoh ulama yang ada di daerah hukum 
Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan dengan acuan :
* Semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai 

komponen;
* Juga diikutsertakan tokoh ulama yang berpengaruh di luar unsur 

organisasi yang ada, dan diutamakan ulama yang mengasuh 
lembaga pesantren;

-  Para ulama diwawancarai pada satu tempat dalam waktu yang sama. 
Mereka diberi kesempatan secara bebas dan terbuka mengutarakan 
pendapat dan dalil yang mereka anggap "muktamad" dan "sarih". Cara 
yang demikian sengaja diterapkan karena sekaligus diperkirakan 
mengandung m iss i:
* Taqrib bainal ulama atau bainal ummah maupun taqrib bainal 

mazhab, dan
* Mendorong terbinanya saling menghargai pendapat yang saling 

berbeda. (Harahap, 1988: 92-93)

Mengenai pentingnya pelaksanaan jalur ini dalam kaitan dengan 
kedudukan kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan KH.Hasan Basri 
(Ketua MUI) mengemukakan bahwa kompilasi adalah sekedar menghimpun 
dan mengumpulkan fiqh yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang 
selama ini telah banyak diamalkan oleh umat Islam sendiri dengan 
meninggalkan pendapat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. 
Dengan demikian, hasil kompilasi tersebut insya Allah akan cukup aspiratif, 
tidak ada unsur paksaan. Sebab prosesnya dilakukan melalui wawancara dan 
meminta pendapat para ulama yang mempunyai kredibilitas di bidang 
hukum Islam, kemudian lewat diskusi-diskusi dan seminar. (Basri, 1986: 
61). Kalaulah mungkin ada ketidakcocokan atau kekurangpasan, maka hal 
ini mungkin hanya karena kesalahan metodologis dan penggarapannya saja.

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur yurisprudensi, 
tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai 
kompilasi. Dalam uraian mengenai Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum 
Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa Penelitian 
Yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan 
Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun 
dalam 16 buku, yaitu :
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(1) Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 
1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.

(2) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, 
dan 1980/1981.

(3) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 
1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.

(4) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 
1981/1982 dan 1983/1984 (Direktorat Pembinaan, 1992: 152).

Mengenai persoalan ini Busthanul Arifin mengemukakan bahwa 
putusan-putusan Peradilan Agama yang selama ini dijatuhkan akan dikaji 
dan dipilih mana yang diperlukan dan diterapkan. (Arifin, 1985: 29). 
Kegiatan ini sebenarnya masih mempunyai relevansi sekalipun Kompilasi 
Hukum Islam telah berhasil diselesaikan. Berbagai kumpulan Yurisprudensi 
yang disebutkan di atas penerbitannya perlu dilanjutkan terus dengan 
penerbitan tahun-tahun berikutnya dan perlu lebih disempurnakan lagi, oleh 
karena itu melalui yurisprudensi ini kita akan dapat memantau apakah 
kompilasi yang kita buat ini sudah benar-benar diterapkan ataukah tidak dan 
melalui kegiatan ini sekaligus kita akan dapat menggali umpan baliknya 
sebagai masukan untuk melakukan penyempurnaan kompilasi yang 
bersangkutan pada masa yang akan datang.

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemu- 
kakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi perbandingan ke 
beberapa negara. Melalui studi banding ini menurut Busthanul Arifin kita 
pelajari bagaimana negara-negara yang memperlakukan hukum Islam, yakni 
bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. (Arifin, 1985: 29). 
Menurut Yahya Harahap, ancar-ancar sebagai lokasi objek studi telah di
tetapkan beberapa negara antara lain Pakistan, Mesir dan Turki. 
Kemungkinan besar, disebabkan terbatasnya dana, pelaksanaannya bisa 
dipercayakan kepada mahasiswa yang ada di sana (Harahap. 1988: 93).

Dalam urian mengenai sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terbitan 
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dikemukakan bahwa studi 
perbandingan dilaksanakan ke Timur Tengah yaitu ke negara-negara :
a. Maroko pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986
b. Turki tanggal 1 dan 2 November 1986
c. Mesir tanggal 3 dan 4 November 1986
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Studi perbandingan dilaksanakan oleh H. Masrani Basran SH, Hakim 
Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar Zarkasyi, SH Direktur 
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Informasi 
bahan masukan yang diperoleh :
a. Sistem Peradilan
b. Masuknya Shariah Law dan dalam arus Tata Hukum Nasional
c. Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/ terapan 

hukum di bidang Ahwalussyakhsiyah yang menyangkut kepentingan 
Muslim. (Direktorat Pembinaan, 1992: 152-154).

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, selain digarap melalui 4 jalur 
tersebut di atas juga mendapat dukungan dan masukan dan beberapa 
organisasi Islam. Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, misalnya pada tanggal 
8-9 April 1986 bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta telah menyelenggarakan "Seminar Kompilasi Hukum Islam" 
yang juga dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua MUI KH. Hasan Basri. 
Dalam Seminar ini di bahas berbagai persoalan hukum seperti perkawinan, 
wanita hamil karena zina, masalah lian, syiqaq, rujuk, taklik, talak, 
pembagian warisan, harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan dan 
penjualan harta wakaf (Panji Masyarakat No. 502 Th. XXVII/1986). Dilihat 
dan materi yang dibahas ternyata banyak sekali yang muncul dalam 
kompilasi Hukum Islam. Selain itu Syuriah NU Jawa Timur juga sempat 
mengadakan 3 kali bahstul masail di tiga pondok pesantren yaitu Tambak 
Beras, Lumajang dan Sidoarjo. (Direktorat Pembinaan, 1992: 155). Dan 
masih banyak lagi yang memberikan perhatian dan sumbangan dalam proses 
penyelesaian kompilasi tersebut.

Setelah pengumpulan data yang diselesaikan sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan, dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyusunan draft 
kompilasi Hukum Islam oleh tim yang telah ditentukan, dan draft inilah yang 
kemudian diajukan dalam satu Lokakarya Nasional yang diadakan khusus 
untuk penyempurnaannya. Peranan Lokakarya ini sangat penting sekali 
sebagaimana tampak dengan disebutkannya dalam Instruksi Presiden No. 1 
Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi ini dengan kata-kata 
"menyebarluaskan" kompilasi Hukum Islam ini sebagaimana telah diterima 
baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 
2 sampai 5 Februari 1988.

Dalam penegasan ini perlu digarisbawahi kata-kata "telah diterima baik 
oleh para alim ulama Indonesia" karena ini adalah merupakan kata kunci dan
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sekaligus merefleksikan kedudukan kompilasi sebagai salah satu hasil 
kesepakatan para alim ulama Indonesia. Jauh sebelumnya Busthanul Arifin 
sudah merencanakan bahwa dalam lokakarya itu diusahakan tercapainya 
ijma (konsensus) diantara ahli-ahli hukum Islam dan ahli hukum umum. 
(Arifin, 1985: 30). Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Yahya 
Harahap dalam tulisannya. (Harahap, 1988: 95).

Menurut Amir Syarifuddin, lokakarya ini memperlihatkan puncak 
perkembangan pemikiran fikih di Indonesia. Pada kesempatan itu hadir 
tokoh ulama fikih dan organisasi-organisasi Islam, ulama fikih dari 
Perguruan Tinggi, dan masyarakat umum dan diperkirakan dari semua 
lapisan ulama fikih ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai 
ijma ulama Indonesia. (Syarifuddin, 1990: 138-139).

Istilah "Ijma Ulama Indonesia" dalam penegasan tersebut di atas 
rasanya memang agak berkelebihan, lebih-lebih setelah dikemudian hari kita 
melihat bagaimana isi dari kompilasi Hukum Islam yang bersangkutan, akan 
tetapi rasanya memang tidak ada istilah yang lebih tepat dalam bahasa 
agama untuk menyebut kompilasi ini selain sebagai ijma nasional dalam 
bidang-bidang tertentu hukum Islam di Indonesia.

Pelaksanaan Lokakarya diikuti oleh 124 orang peserta dari seluruh 
Indonesia, yang terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama Propinsi, para 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, beberapa orang Rektor 
IAIN, beberapa orang Dekan Fakultas Syariah IAIN, sejumlah wakil 
organisasi Islam, sejumlah ulama dan sejumlah Cendekiawan Muslim, baik 
di daerah maupun di pusat, tidak ketinggalan pula wakil organisasi wanita. 
(Sinar Darussalam No. 166/167, 1988: 11).

Lokakarya yang berlangsung selama 5 hari (2-6 Februari 1988) 
bertempat di Hotel Kartika Chandra Jakarta, dibuka oleh Ketua Mahkamah 
Agung H. Ali Said SH. Juga memberi kata sambutan Menteri Agama RI H. 
Munawir Sadzali MA. Setelah pembukaan pimpinan proyek Prof. Busthanul 
Arifin SH memberikan beberapa penjelasan berkenaan dengan materi 
lokakarya, dan selanjutnya para peserta lokakarya dibagi ke dalam 3 komisi 
masing-masing:
a. Komisi I Bidang Hukum Perkawinan di ketuai oleh H. Yahya Harahap 

DH, sekretaris Drs. H. Marfuddin Kosasih SH. Nara sumber KH. Halim 
Muchammad SH dengan anggota sebanyak 42 orang;

b. Komisi II Bidang Hukum Perwakafan diketahui oleh H.A. Wasit 
Aulawi MA dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar SH, nara 
sumber KH. A. Azhar Basyir MA dengan beranggota sebanyak 42 
orang.
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c. Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran 
SH sekretaris DR. H. A Gani Abdullah SH, nara sumber Prof. Dr. 
Rahmat Jatnika, beranggotakan 29 orang. (Direktorat Pembinaan, 1992: 
158-159).

Perumusan materi dilakukan di Komisi dan masing-masing komisi dan 
untuk itu dibentuk Tim perumusannya, yaitu :
1. Tim Perumus Komisi A tentang Hukum Perkawinan :

a. H.M. Yahya Harahap, SH.
b. Drs. Marfuddin Kosasih, SH.
c. KH. Halim Muhammmad, SH.
d. H. Muchtar Zarkasyi, SH.
e. KH. Ali Yafie f. KH. Najih Ahyad.

2. Tim Perumus Komisi B tentang Hukum Kewarisan :
a. H. A. Wasit Aulawi, MA.
b. H. Zainal Abidin Abubakar, SH.
c. KH. Azhar Basyir, MA.
d. Prof. KH. Md. Kholid, SH.
e. Drs. Ersyad, SH.

3. Tim Perumus Komisi C tentang Hukum W akaf:
a. H. Masrani Basran, SH.
b. DR. H.A. Gani Abdullah, SH.
c. Prof. DR. H. Rahmat Djatnika
d. Prof. KH. Ibrahim Husein, LML
e. KH Aziz Masyhuri

(Direktorat Pembinaan, 1992: 159-161)

Lokakarya yang membahas materi kompilasi Hukum Islam secara 
mendasar tentang masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, 
Kewarisan perwakafan yang merupakan masalah-masalah fikih yang selama 
ini banyak diperdebatkan dewasa ini. Memang materi yang dijadikan bahan 
dalam lokakarya ini banyak berbeda dari materi fikih yang selama ini 
dipahami dan dijalankan, tetapi mereka tetap memegang dalil yang kuat.

Dalam tulisannya Amir Syarifuddin, misalnya memberikan contoh 
mengenai hal tersebul. Karena Hak anak laki-laki dan anak perempuan 
dalam kewarisan merupakan sesuatu yang sudah standar dan berdasarkan 
dalil qath'i tetap sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fikih yang ada,
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pembahasan dalam lokakarya berjalan dengan lancar dan tidak menghadapi 
permasalahan yang berarti. Akan tetapi menurut Amir Syarifiiddin, materi 
lainnya karena dirasa tidak berbenturan dengan dalil yang sharih dan qath’i 
dapat diterima oleh ahli fikih Indonesia ini meskipun mereka berbeda dalam 
fikih. (Syarifuddin, 1990: 139).

Lokakarya ini memang mempunyai peranan penting dalam rangka 
penetapan Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya Lokakarya ini, maka 
seperti apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap bahwa finalnya rumusan 
kompilasi bukan ditentukan secara mutlak ditangan panitia. Akan tetapi untk 
memperoleh rumusan finalnya, dimintakan lagi persetujuan pendapat dari 
para ulama atau katakannya, akan dimintakan lagi "ijma" dari para ulama 
terkemuka melalui seminar yang bersifat nasional. (Harahap, 1990: 95).

Pada tanggal 29 Desembar 1989 pemerintah mengundangkan 
berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (LN 1989 No. 49) tentang 
Peradilan Agama setelah untuk sekian lama undang-undang ini menempuh 
proses yang cukup alot karena banyaknya reaksi yang bermunculan untuk 
menghalangi lahirnya undang-undang ini. Sifat sensitifnya memang tinggi 
akan tetapi urgensinya ternyata jauh lebih mendesak, sehingga Undang- 
undang ini berhasil disetujui oleh semua fraksi di DPR dan disahkan 
menjadi undang-undang. Berlakunya Undang-undang ini mempunyai 
pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyelesaian penyusunan 
kompilasi hukum Islam. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah mengatur 
tentang hukum formal yang akan dipakai dilingkungan peradilan agama. 
Hukum formal secara teori adalah untuk "mengabdi" kepada hukum 
material. Akan tetapi sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian 
terdahulu sampai saat itu hukum material mana yang dipergunakan bagi 
Peradilan Agama masih belum jelas dan untuk keperluan itulah kompilasi 
hukum Islam ini disusun. Dengan demikian, maka dengan berlakunya 
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 menjadi dorongan yang lebih kuat untuk 
memacu lahirnya hukum materiilnya yaitu kompilasi hukum Islam.

Dorongan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi 
Hukum Islam itu muncul dari berbagai pihak. Hanya saja pada waktu itu 
masih terdapat perbedaan pandangan tentang produk hukum yang akan 
mewadahi kompilasi tersebut. Idealnya ia harus dituangkan dalam satu 
Undang-undang. Akan tetapi dikhawatirkan kalau kita harus merancang 
kembali satu Undang-undang prosesnya akan berlarut-larut dan memakan 
waktu yang lama. Ada pula keinginan untuk menuangkannya dalam bentuk 
Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.
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Rahmat Djatnika, misalnya mengemukakan bahwa dalam urusan ini 
kita tidak melalui DPR tetapi memakai sistem potong kompas karena kalau 
melalui DPR akan sulit, apalagi masalah waris. Oleh karenanya Mahkamah 
Agung menggunakan jalan pintas bersama-sama dengan Departemen Agama 
mengadakan kompilasi, dan biayanya atas restu Presiden. Ini cara potong 
kompas, yang zaman dulu tidak mungkin dilakukan, (Djatnika, 1990: 235).

Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta mengharapkan kepada 
pemerintah untuk segera mengesahkan kompilasi Hukum Islam sehubungan 
dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Dan beberapa hari sebelum Presiden menunaikan ibadah 
haji, tepatnya tanggal 10 Juni 1991, beliau menandatangani Instruksi 
Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1990. (Sunny, 1991a : 43 dan 
1991b :7). Sejak saat itu secara formal berlakulah kompilasi Hukum Islam di 
seluruh Indonesia sebagai hukum materiil yang dipergunakan di lingkungan 
Peradilan Agama.

Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama 
telah mengeluarkan Keputusan No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan 
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 
1991. Selanjutnya kompilasi ini disebarluaskan kepada semua Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat 
Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 
1991 No. 3694/EV/HK.003/A2/91. Dengan adanya berbagai landasan 
hukum dimaksud kompilasi hukum Islam ini telah mempunyai tempat yang 
kokoh dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut A. Djazuli, upaya mengkompilasi hukum Islam ini adalah 
merupakan salah satu usaha yang sangat positif dalam pembinaan hukum 
Islam sebagai salah satu sumber pembentukan Hukum Nasional. Disebutkan 
pula bahwa kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan sebuah kegiatan 
yang ditangani bersama oleh "ulama" (Departemen Agama) dan "umara" 
(Mahkamah Agung). Kemudian dikatakan bahwa dengan kompilasi Hukum 
Islam ini, para Hakim Agama mempunyai pegangan tentang Hukum yang 
harus diterapkan di dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, 
pengetahuannya tentang hak dan kewajiban menurut Hukum Islam akan 
lebih mantap. (Djazuli, 1991: 235-236).
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LAN D ASAN DAN KEDUDUKAN 
KOMPILASI HUKUM ISLAM

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 
tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Suny, oleh karena sudah jelas bahwa 
dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk 
Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku adalah hukum 
Islam, maka Kompilasi Hukum Islam itu yang memuat hukum materiilnya 
dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Pendapat 
tersebut antara lain didasarkannya pada disertasi dari A. Hamid S. Attamimi. 
Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar 
hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 
kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara. 
Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan 
hukumnya adalah sama. (Suny, 1991: 44). Karena itu pembicaraan mengenai 
kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden di 
maksud.

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah 
merupakan Instruksi kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Instruksi 
dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi 
Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. Diktum Keputusan ini hanya 
menyatakan :

PERTAMA : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri 
dari:
a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
b. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
c. Buku III tentang hukum Perwakafan.
sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama 
Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 
Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah 
dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan 
dengan penuh tanggung jawab.
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Sedangkan konsideran Instruksi tersebut menyatakan :
a. bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada 

tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik 
rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum 
Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang 
Hukum Perwakafan;

b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi 
pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan 
sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang 
tersebut;

c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a 
perlu disebarluaskan.

Sesuai dengan maksud penetapannya Instruksi Presiden tersebut 
hanyalah mengatur tentang soal "penyebarluasan" kompilasi Hukum Islam 
yang telah diterima oleh para ulama dalam satu lokakarya nasional, oleh 
karenanya adalah wajar bilamana dalam instruksi tersebut tidak kita jumpai 
adanya penegasan berkenaan dengan kedudukan dan fungsi dari Kompilasi 
yang bersangkutan. Dalam instruksi ini tidak ada penegasan bahwa 
kompilasi itu merupakan lampiran dari Instruksi Presiden dimaksud 
sebagaimana lazimnya kita jumpai dalam Instruksi yang serupa sehingga ia 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari inpres yang bersangkutan. 
Dengan demikian juga tidak ada penunjukan teks resmi dari kompilasi 
Hukum Islam yang harus disebarluaskan.

Hanya saja dalam konsideran secara tersirat hal ini ada disebutkan 
bahwa Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian 
masalah-masalah dibidang tersebut (maksudnya tentu bidang-bidang yang 
diatur oleh kompilasi yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan dan 
hukum perwakafan), oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang 
memerlukannya. Berdasarkan penegasan tersebut maka kedudukan 
kompilasi ini hanyalah sebagai "pedoman". Di sini tidak ditemukan 
penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pedoman. Akan tetapi, 
dari susunan kata/kalimat "dapat digunakan sebagi pedoman" akan dapat 
menumbuhkan kesan bahwa dalam masalah ini kompilasi tidak mengikat 
artinya para pihak dan instansi dapat memakainya dan dapat pula tidak 
memakainya. Hal ini, tentu saja tidak sesuai dengan apa yang kita 
kemukakan dalam latar belakang dari penetapan kompilasi ini. Karena itu, 
pengertian sebagai pedoman harus bermakna sebagai tuntutan atau petunjuk 
yang harus dipakai balik oleh Pengadilan Agama maupun warga masyarakat
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dalam menyelesaikan sengketa mereka dalam bidang hukum perkawinan, 
kewarisan dan perwakafan.

Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi 
ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 
1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik 
Indonesia No. 1 Tahun 1991. Konsideran Keputusan ini menyebutkan :
a. Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 

tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan Kepada Menteri Agama untuk 
menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh 
Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya;

b. bahwa penyebarluasan kompilasi Hukum Islam tersebut perlu 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung 
jawab;

c. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Dalam Diktum Keputusan Menteri tersebut disebutkan sebagai berikut:
Pertama :

Kedua

Ketiga

Keempat :

Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah 
lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum 
Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan 
Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 
tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi 
Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam 
menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama, 
dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum 
Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin 
menerapkan kompilasi Hukum Islam tersebut di samping 
peraturan perundang-undangan lainnya.
Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan 
Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 
mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing- 
masing.
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
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Satu hal yang perlu perhatian dari Keputusan Menteri Agama ini ialah 
pada diktum bagian kedua yang berkaitan dengan kedudukan kompilasi yang 
intinya agar supaya seluruh lingkungan Instansi (dalam kasus ini terutama 
sekali dimaksud tentunya adalah Instansi Peradilan Agama) agar "sedapat 
mungkin menerapkan kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan 
perundang-undangan lainnya". Kata-kata "sedapat mungkin" dalam 
Keputusan Menteri Agama ini kiranya mempunyai kaitan cukup erat dengan 
kata-kata "dapat digunakan" dalam Instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 
sebagaimana dikemukakan di atas harus diartikan bukan dalam artian 
kompilasi hanya dipakai kalau keadaan memungkinkan akan tetapi sebagai 
suatu anjuran untuk lebih menggunakan kompilasi ini dalam penyelesaian 
sengketa-sengketa perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang terjadi di 
kalangan umat Islam.

Selain itu, dalam Keputusan Menteri Agama ini juga disebut bahwa 
penggunaannya adalah "di samping" peraturan perundang-undangan. Hal ini, 
menunjukkan adanya kesederajatan Kompilasi ini dengan ketentuan- 
ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perwakafan yang 
sekarang berlaku dan dengan ketentuan perundangan kewarisan yang 
nantinya akan ditetapkan berlaku bagi umat Islam. Perundang-undangan 
Perkawinan sebagaimana termaktub dalam undang-undang No. 1 Tahun 
1974 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan mengenai 
perwakafan (khusus mengenai tanah) sebagaimana diatur dalam peraturan 
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya akan tetap 
digunakan sebagai ketentuan hukum positif berkenaan dengan masalah 
tersebut. Ketentuan yang demikian harus dipandang sebagai ketentuan yang 
bersifat umum dan lebih banyak bersifat administratif prosedural sedangkan 
kompilasi hukum Islam adalah merupakan ketentuan khusus yang lebih 
berfungsi sebagai ketentuan hukum substansial.

Pengaturan lebih lanjut adalah termuat dalam Surat Edaran Direktur 
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 
3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi 
Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang 
penyebarluasan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 
1991. Namun sayangnya di sini juga tidak disebutkan/dilampirkan teks resmi 
dari kompilasi yang merupakan satu kesatuan dari Instruksi Presiden No. 1 
Tahun 1991 dimaksud.

Untuk selanjutnya memang masih diperlukan petunjuk teknis 
berkenaan dengan bagaimana seharusnya Kompilasi Hukum Islam ini 
seharusnya dilaksanakan oleh jajaran aparatur Peradilan Agama sehingga
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mereka tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Melalui petunjuk 
pelaksanaan ini diharapkan akan dapat diberikan kejelasan mengenai 
bagaimana kedudukan dan fungsi Kompilasi Hukum Islam dalam praktik 
penyelesaian perkara.

Bilamana kita berasumsi sesuai dengan Instruksi Presiden dan 
Keputusan Menteri Agama kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai 
"pedoman" dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan 
Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara, maka kedudukannya 
adalah tergantung sepenuhnya dari para Hakim dimaksud untuk 
menuangkannya dalam keputusan-keputusan mereka masing-masing 
sehingga kompilasi ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan 
yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama. Dengan cara demikian, 
maka Peradilan Agama tidak hanya sekarang berkewajiban menerapkan 
ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Kompilasi, akan tetapi 
justru mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk memperkembangkan 
dan sekaligus melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai masalah ini kiranya 
juga patut diperhatikan bagaimana pemikiran dan keinginan para pakar 
hukum kita tentang bagaimana seharusnya Kompilasi Hukum Islam ini 
didudukkan dalam sistem Hukum Islam. M. Yahya Harahap, misalnya dalam 
tulisannya menyebutkan tujuan dari kompilasi hukum Islam yang sedang 
disusun pada waktu itu adalah :
a. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara 

konkret;
b. guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan 

peradilan Agama;
c. dan sifat kompilasi, berwawasan nasional (bersifat supra sub kultural, 

aliran atau madzhab) yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat 
Islam Indonesia, apabila timbul sengketa di depan sidang Peradilan 
Agama (kalau di luar proses peradilan, tentu bebas menentukan pilihan 
dari sumber kita fikih yang ada)

d. serta sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang 
lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam (Harahap, 
1988: 91).

Menurut Masrani Basran, politik hukum Nasional sebagaimana 
ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah kodifikasi 
Hukum, dan di mana mungkin unifikasi hukum. Oleh karena kebutuhan 
yang amat mendesak, maka Mahkamah Agung berpendapat perlunya
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ditetapkan sasaran antara yaitu kompilasi hukum Islam. Dikatakannya juga 
bahwa dengan adanya kompilasi hukum tersebut para Hakim Agama akan 
mempunyai pegangan tentang hukum yang harus diterapkan dan masyarakat 
akan lebih mantap dalam pengetahuannya tentang hak dan kewajiban 
menurut hukum-hukum Islam. Selain itu dikemukakannya pula tujuan lain 
dari kompilasi hukum Islam adalah agar masyarakat Islam yang awam dalam 
hukum dan berbahasa Arab (bahasa kitab-kitab kuning) dapat pula 
mengetahui hak dan kewajiban menurut hukum Islam. Terutama hukum- 
hukum Islam yang dalam negara kita telah merupakan hukum positif, yaitu 
hukum-hukum Islam yang telah menjadi kewenangan Peradilan Agama. 
(Basran, 1986: 10).

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan ada tiga 
fungsi dari kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu :
a. Sebagai suatu langkah awal/sasaran antara untuk mewujudkan 

kodifikasi dan juga unifikasi hukum Nasional yang berlaku untuk 
warga masyarakat. Hal ini penting mengingat mayoritas penduduk 
Indonesia adalah beragama Islam, dimana ketentuan-ketentuan hukum 
yang sudah dirumuskan dalam kompilasi ini akan diangkat sebagai 
bahan materi hukum nasional yang akan diberlakukan nanti.

b. Sebagai pegangan dari para Hakim Pengadilan Agama dalam 
memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan- 
nya.

c. Sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang 
berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil 
dari berbagai kitab kuning yang semula tidak dapat mereka baca secara 
langsung.

Mengenai fungsinya yang pertama, secara singkat KH. Hasan Basry 
menyebutnya sebagai kompilasi untuk menuju kodifikasi. Dikatakannya pula 
bahwa kompilasi hukum Islam yang kini tengah dicanangkan kalau nanti 
berhasil dikodifikasikan dan dijadikan Undang-undang/peraturan oleh 
pemerintah kita jelas merupakan sumbangan umat Islam yang sangat besar 
bagi pembangunan hukum nasional yang selama ini kita dambakan (Basry, 
1986: 61). Berbeda dengan pendapat tersebut Busthanul Arifin mengatakan 
bahwa kita lakukan adalah kompilasi yaitu mengumpulkan pendapat- 
pendapat dalam masalah fiqh yang selama ini dianut oleh umat Islam 
Indonesia. Jadi bukan kodifikasi, sebab istilah ini mengandung arti 
menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada (Arifin, 1985: 28).
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Pada bagian lain Busihanul Arifin mengemukakan bahwa kompilasi 
yang disusun ini tidak akan meniru gaya kodifikasi hukum Islam yang 
dilaksanakan Pemerintah Sudan di bawah Numaeri, yang kenyataannya 
merupakan "peran tunggal pemerintah" tanpa memperhatikan berbagai 
madzhab dan ulama yang menjadi panutan masyarakat. Karena itu Numaeri 
mendapat tantangan, juga dari kalangan umat Islam sendiri (Arifin, 1985: 
29). Hal yang demikian juga dikemukakan oleh Hasan Basry dimana beliau 
menyatakan bahwa kodifikasi juga terjadi pada negara-negara Islam Timur 
Tengah seperti Saudi Arabia, Syria, Iran, Mesir, Sudan dan lain-lain. 
Biasanya mereka mengkodifikasikan fiqh dan madzhab yang secara resmi 
diikuti oleh pemerintah negara-negara tersebut (Basry, 1986: 61)

Adanya keinginan untuk tidak menformalkan satu pendirian hukum 
sebagaimana dikemukakan di atas mendapat perhatian pula dari M. Yahya 
Harahap. Dalam hubungan ini ia menunjuk dan menyetujui pendapat Panitia 
seminar kompilasi hukum Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa 
kompilasi ini adalah dalam rangka pengembangan hukum Islam dengan 
tidak mengabaikan elastisitas hukum Islam serta tidak memaksakan kepada 
suatu dasar pendirian tertentu.

Menurut pendapatnya apa yang ditawarkan Majelis Tarjih tersebut 
adalah tepat. Pada satu sisi, Muhammadiyah menginginkan kompilasi 
hukum Islam Indonesia yang sesuai ukurannya dengan ukuran busana umat 
Islam Indonesia. Barang kali Muhammadiyah sadar, hukum adalah busana 
masyarakat yang ukuran dan jahitannya harus sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat pemakainya. Tampaknya Muhammadiyah berpendapat, hukum 
Islam memiliki sifat kenyal (elastis), agar ukurannya dapat dise-laraskan 
bagi umat pemakainya, Di lain pihak, Muhammadiyah tidak setuju 
perumusan kompilasi diarahkan pada pemaksaan atau pengimposan 
madzhab fikih tertentu (Harahap, 1988: 94).

Dalam penilaiannya, keinginan Muhammadiyah adalah kemurnian 
perumusan yang bersumberkan Quran dan Sunnah yang pengkajian 
penafsirannya dapat berorientasi kepada kitab-kitab fikih standar tanpa 
mengabaikan tujuan "pembaharuan pembangunan" hukum Islam "secara 
elastis". Begitu juga menurut pendapatnya apa yang menjadi pendirian 
Pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Departemen Agama, tidak 
ada maksud memaksakan suatu sistem hukum fikih tertentu. Tidak ada 
maksud memaksakan suatu sistem hukum fikih tertentu. Tidak pula 
menerima segala sesuatu secara doktriner rumusan fikih yang telah ada, 
karena kemungkinan apa yang didoktrinkan itu lelah bercampur dengan 
unsur budaya asing yang kurang tepat bagi kita. Namun bukan pula
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pengertian elastisitas pembaharuan hukum Islam itu berupa "kompromistis" 
secara total ke arah "mempribumikan" hukum Islam dengan sistem nilai- 
nilai adat dan budaya yang secara diametral bertentangan dengan ajaran 
Islam. Sengaja dibuka beberapa jalur secara terbuka, agar hasil rumusan 
akhir berkenaan dihati kita semua. Keluwesan pandang, keterbukaan hati, 
mendominasi upaya perumusan kompilasi (Harahap, 1988: 94-95).

Apa yang dikemukakan di atas, mempunyai kaitan yang cukup erat 
dengan kedudukan dari kompilasi dan sifat mengikatnya kompilasi bagi para 
pihak baik pihak yang bersengketa maupun para hakim. Baik para hakim 
maupun pihak-pihak yang berperkara dengan berlakunya kompilasi hukum 
Islam ini terikat dan berkewajiban sepenuhnya melaksanakan isinya. Hanya 
saja perlu dipersoalkan apakah para pihak dengan berlakunya kompilasi ini 
masih diperkenankan untuk mengambil pendapat hukum lain dari sumber 
lain yang isinya berbeda dari apa yang sudah digariskan dalam kompilasi. 
Sekalipun pada dasarnya pemerintah tidak akan memaksakan satu pendapat 
hukum tertentu, namun berdasarkan konsensus yang disepakati bersama 
maka para pihak maupun hakim terikat sepenuhnya pada apa yang 
disebutkan dalam kompilasi tanpa menutup kemungkinan bagi para hakim 
Peradilan Agama untuk melakukan penemuan hukum.
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ISI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian terdahulu bahwa 
Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 3 buku masing-masing Buku I tentang 
Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan. 
Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang 
hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (munakahat), bidang 
hukum kewarisan (Faraid) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka 
sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam berapa bab dan kemudian 
untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya 
dirinci dalam pasal-pasal.

Secara keseluruhan kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal 
dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang 
terbesar adalah pada buku Hukum Perkawinan, kemudian Hukum kewarisan 
dan yang paling sedikit adalah Hukum Perwakafan. Perbedaan ini timbul 
bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, akan tetapi hanya karena 
intensif dan terurai atau tidaknya pengaturannya masing-masing yang 
tergantung pada tingkat penggarapannya. Hukum perkawinan karena kita 
sudah menggarapnya sampai pada hal-hal yang detail dan hal yang 
sedemikian dapat dilakukan mencontoh pengaturan yang ada dalam 
perundang-undangan tentang perkawinan. Sebaliknya karena Hukum 
kewarisan tidak pernah digarap demikian maka ia hanya muncul secara garis 
besarnya dan dalam jumlah yang cukup terbatas.

Selain itu pengaturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini 
khusunya untuk bidang Hukum Perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada 
hukum substantif saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari 
kompilasi akan tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan tentang 
masalah prosedural atau yang berkenaan dengan tatacara pelaksanaan yang 
seharusnya termasuk dalam porsi perundang-undangan perkawinan. 
Mengenai apa yang disebutkan terakhir secara faktual telah kita temukan di 
dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya 
sebagaimana kemudian dilengkapi dengan berbagai Undang-undang terakhir 
dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 
juga memuat beberapa pasal berkenaan dengan Hukum Acara mengenai 
perceraian. Akibat dimasukkannya semua aspek hukum tersebut maka 
terjadi "pembengkakan" dalam bidang hukum perkawinan sedang dalam 
hukum lainnya terasa sangat sedikit.
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Ditinjau dari segi sistematika sebuah peraturan perundang-undangan 
Kompilasi Hukum Islam tidak menggambarkan sebuah sistematika yang 
"baik". Kompilasi Hukum Islam ini misalnya tidak mencantumkan adanya 
ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum yang diaturnya. 
Ketentuan umum memang ada pada masing-masing buku yang isinya hanya 
lebih banyak berupa keterangan mengenai beberapa istilah walaupun itu 
tidak lengkap.

Sebenarnya dalam Kompilasi ada ketentuan yang dapat disebut sebagai 
ketentuan umum. Sebagai misal Pasal 229 yang justru dalam kompilasi 
dimasukkan sebagai ketentuan penutup. Pada hal kalau dilihat dari sisinya 
apa yang diatur di sana layaknya dijadikan sebagai ketentuan umum. Pasal 
229 tersebut berbunyi:

"Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan 
kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai 
dengan rasa keadilan".

Masih belum jelas mengapa ketentuan yang demikian dimasukkan ke dalam 
kompilasi dan dijadikan sebagai ketentuan penutup. Pasal ini pada 
hakikatnya adalah sama dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 14 
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman yang 
nota bene juga memang berlaku dan mengikat bagi semua Hakim termasuk 
para Hakim Pengadilan Agama.

Kiranya masih belum jelas apa sebenarnya urgensinya dilakukan 
pengulangan penyebutan ini dalam kompilasi, sedangkan dalam Undang- 
undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan yang secara khusus juga 
mengatur tentang tugas dan kewajiban para Hakim Pengadilan Agama 
ketentuan semacam ini tidak disebut ulang di dalamnya. Penyebutan ini 
sebenarnya mengandung banyak konsekuensi yang perlu mendapat perhatian 
khusus dan berkaitan erat sekali dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam 
itu sendiri, mengingat masih belum jelas apa sebenarnya yang dimaksudkan 
dengan "nilai-nilai hukum yang hidup" yang "wajib" diperhatikan oleh 
Hakim dalam mengambil keputusan sehingga keputusannya sesuai dengan 
rasa keadilan itu?

Adapun mengenai isi dari kompilasi Hukum Islam dapat dikemukakan 
secara singkat sebagai berikut:
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6.1 HUKUM PERKAWINAN

Sistematika kompilasi mengenai Hukum Perkawinan ini adalah sebagai 
berikut:
I Ketentuan Umum (Pasal 1)
II Dasar-dasar Perkawinan (Pasal 2-10)
HI Peminangan (Pasal 11-13)
IV Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29)
V  Mahar (Pasal 30-38)
VI Larangan Kawin (Pasal 39-44)
VII Peijanjian Perkawinan (Pasal 45-52)
VIII Kawin Hamil (Pasal 53-54)
IX Beristri lebih dari satu orang (Pasal 55-59)
X Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69)
XI Batalnya perkawinan (Pasal 70-76)
XII Hak dan kewajiban suami istri (Pasal 77-84)
XIII Harta kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85-97)
XIV Pemeliharaan anak (Pasal 98-106)
XV Perwalian (107-112)
XVI Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148)
XVII Akibatnya putusnya perkawinan (Pasal 149-162)
XVIII Rujuk (Pasal 163-169)
XIX Masa Berkabung (Pasal 170)

Bilamana kita perhatikan kerangka sistematika tersebut ternyata ada 
beberapa materi yang dapat digabung satu dengan yang lainnya dan ada pula 
pengaturan yang seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam satu bab 
tersendiri.

Ditinjau dari materi muatan kompilasi Hukum Islam ini, khususnya 
mengenai hukum perkawinan dapat dilihat banyaknya terjadi duplikasi 
dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan/atau 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengingat kompilasi hukum Islam 
ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural. Namun, kita 
juga tidak menutup mata banyak juga hal-hal baru yang kita temukan dalam 
kompilasi ini.
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Dalam Pasal 1 dicantumkan berbagai pengertian, yaitu berupa 
keterangan dari berbagai istilah yang digunakan dalam buku I Kompilasi, 
akan tetapi sayangnya tidak semua atau masih banyak istilah teknis yang 
digunakan akan tetapi tidak kita jumpai dalam materi kompilasi. 
Sehubungan dengan istilah ini memang dirasakan masih ada penggunaan 
istilah-istilah yang kurang jelas atau tumpang tindih. Mengingat fungsinya 
sebagai pedoman dalam hukum Islam di Indonesia, seharusnya kompilasi ini 
juga harus berfungsi sebagai sarana pembakuan istilah hukum Islam di 
Indonesia.

Istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui 
Kompilasi ini sudah dibakukan dalam Hukum Islam Indonesia. Akan tetapi 
penggunaan istilah wali nikah (pasal 19 dan seterusnya), saksi nikah (Pasal 
24 dan seterusnya), akad nikah (Pasal 27) masih dipergunakan, sedangkan 
untuk hal-hal lain seperti larangan kawin (Pasal 39 dan seterusnya), 
perjanjian perkawinan (Pasal 45 dan seterusnya), pencegahan perkawinan 
(Pasal 60 dan seterusnya), batalnya perkawinan (pasal 70 dan seterusnya) 
dan putusnya perkawinan (Pasal 113 dan seterusnya) dipergunakan istilah 
perkawinan. Walaupun kita semua tentunya sudah paham betul bahwa dalam 
hubungan ini tidak ada perbedaan antara "nikah" dan "kawin", akan tetapi 
dengan penggunaan istilah yang berbeda dalam satu produk hukum yang 
bertujuan ingin membakukan peristilahan rasanya kurang tepat.

Mengenai pengertian perkawinan - yang dalam hal ini digunakan dalam 
konteks dasar-dasar perkawinan - dirumuskan sedikit berbeda dengan apa 
yang disepakati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 
Kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaaqan gholiidhan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian 
Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam pasal 
1 Undang-undang No. 1 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menyebut perkawinan sebagai sebuah "akad" tanpa menjelaskan 
maknanya, apalagi dalam artian "aqad yang kuat" atau "miitsaaqan 
gholiidhan" sebenarnya memerlukan penjelasan apakah sama, lebih luas atau 
lebih sempit dari "ikatan lahir batin". Penyebutan antara "seorang pria 
dengan seorang wanita" pada masa kini mengandung makna yang cukup 
penting sehubungan dengan banyaknya orang yang melakukan operasi ganti
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kelamin sehingga mereka melangsungkan perkawinan dengan statusnya 
yang baru. Begitu juga penyebutan sebagai "suami istri." Sedangkan dalam 
kaitan dengan tujuan penyebutan "kekal" dalam pasal 1 Undang-undang No. 
1 Tahun 1974 mempunyai arti tersendiri bila dihadapkan dengan perkawinan 
untuk sementara waktu (seperti misalnya nikah mut'ah) sehingga dapat 
menimbulkan pertanyaan misalnya apakah dengan tidak dicantumkannya 
kata tersebut Kompilasi Hukum Islam dapat menerima adanya nikah mut'ah.

Apakah yang disebut dalam Pasal 4 bahwa perkawinan adalah sah, 
apabila dilakukan menurut hukum Islam, adalah suatu penegasan yang 
cukup tepat dan aspiratif. Hanya penegasan dalam sambungan kalimat 
"sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan", rasanya tidak terlalu perlu. Hal ini, mengingat akan 
keberadaan dari kompilasi Hukum Islam ini apakah juga akan menjadi syarat 
acuan dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan menurut hukum 
Islam, yaitu Hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan kompilasi ini.

Dalam pasal 5 Kompilasi disebutkan agar terjaminnya ketertiban 
perkawinan bagi masyarakat Islam "harus" dicatat. Pencatatan dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 
Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat 1 mengulangi 
pengertian pencatatan dimaksud dalam artian setiap perkawinan "harus" 
dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan 
Nikah. Bilamana kita membaca lebih lanjut isi kompilasi kata "harus" di sini 
adalah dalam makna "wajib" menurut pengertian hukum Islam. Oleh karena 
perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 
"tidak mempunyai kekuatan Hukum". Sedangkan pasal 7 ayat (1) 
menyebutkan perkawinan "hanya" dapat dibuktikan dengan Akta Nikah 
yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan 
perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan 
melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, dalam pasal 7 ayat 2 dan seterusnya dimungkinkan 
bagi mereka membuklikan perkawinannya dengan Akta Nikah dapat 
mengajukan "itsbat nikah" nya ke Pengadilan Agama. Kiranya perlu dibuat 
istilah bahasa Indonesia untuk itsbat nikah ini dan bagaimana pengertiannya. 
Akan tetapi, dengan penegasan ini tampak kepada kita bahwa pencatatan di 
sini tidak ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan, hanya saja 
perkawinan tersebut "tidak mempunyai kekuatan hukum" yang tentunya 
harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan dalam 
kaitannya dengan Hukum Islam.
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Salah satu persoalan yang sama sekali tidak diatur dalam Undang- 
undang No. 1 Tahun 1974 akan tetapi cukup banyak dibicarakan dalam 
kitab-kilab fiqh dan juga dalam Hukum Adat, yaitu tentang peminangan 
yang diatur dalam satu Bab khusus dalam kompilasi. Namun pasal 13 
Kompilasi menyebutkan bahwa pinangan "belum menimbulkan akibat 
hukum" dan para pihak bebas memutuskan "hubungan peminangan". 
Pengertian hubungan peminangan memang tidak dijelaskan di sini akan 
tetapi adalah mencakup apa yang dalam praktik disebut "pertunangan". 
Kalau demikian persoalannya juga mengandung akibat hukum baik dalam 
hukum Islam maupun dalam Hukum Adat. Ketentuan ini rasanya juga 
kurang serasi dengan pasal 12 ayat (3) yang melarang meminang seorang 
wanita yang sedang dipinang pria lain. Larangan demikian yang juga dikenal 
dalam kitab-kitab fiqih tentunya tidak bisa dilanggar begitu saja.

Dalam Bab IV diatur tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun 
tidak tegas pembedaannya satu dengan lain. Pasal 14 menyebutkan apa yang 
biasa dalam kitab fiqh disebut dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk 
melaksanakan perkawinan harus ada :
a. Calon suami;
b. Calon istri;
c. Wali Nikah;
d. Dua orang saksi, dan
e. Ijab dan kabul.

Dengan demikian, kita sudah melakukan pembakuan pengertian yang lazim 
dikenal dalam madzhab Syafii, dan demikian pendapat yang dikenal dalam 
hukum Islam seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri (tanpa 
wali) tidak dibenarkan dalam hukum Islam Indonesia.

Ketentuan mengenai colon mempelai hampir sama dengan apa yang 
diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu :
a. batas usia kawin, yaitu 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk 

calon istri, hanya saja dalam kompilasi tidak disebutkan kemungkinan 
dispensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 (2) Undang-undang 
No. 1 Tahun 1974.

b. masalah perizinan bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. 
Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU No.l Tahun 1974.

c. persetujuan calon mempelai, adalah sejalan dengan ketentuan pasal 6 
ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, namun dalam kompilasi diatur secara 
lebih lengkap dan lebih teknis. Dengan demikian, apa yang banyak
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diperbincangkan dalam kitab fiqh mengenai kewenangan wali mujbir 
untuk mengawinkan seorang perempuan tanpa persetujuan yang 
bersangkutan tidak dikenal lagi dalam hukum Islam Indonesia.

Mengenai masalah wali dan saksi diatur secara khusus sesuai dengan 
ketentuan hukum Islam. Mengenai akad nikah yang pengertiannya 
disebutkan dalam pasal 1 huruf c ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh 
wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan 
oleh dua orang saksi, diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29. 
Sayangnya di sini lidak diperkenalkan terminologi yuridis Hukum Islam 
bahasa Indonesia untuk "ijab" dan "kabul" tersebut. Dan berdasarkan pasal- 
pasal tersebut belum diberikan pengaturan kemungkinan dilakukannya ijab 
kabul pada tempat yang berbeda sebagaimana kasus yang cukup 
menghebohkan nikah via telepon. Namun, di sini yang lebih ditekankan 
bahwa mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan 
secara khusus.

Hal lain yang juga tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah 
tentang mahar yang dalam kompilasi diatur dalam satu Bab khusus (pasal 
30-38). Dengan dipergunakan istilah baku maka istilah "mas kawin" yang 
banyak dikenal dalam praktik tidak lagi mengandung makna yuridis. Pasal 
30 menyebutkan calon mempelai pria "wajib" membayar mahar kepada 
calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh 
kedua belah pihak. Tetapi dalam Pasal 34 disebutkan kewajiban 
menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Dalam 
ketentuan ini juga diatur tentang pembayaran mahar bagi suami yang 
mentalak istrinya "qabla al dukhul" (yang perlu dicarikan istilah yuridis 
bahasa Indonesianya).

Ketentuan berikutnya adalah tentang larangan kawin. Dalam Pasal 39 
Kompilasi dicantumkan adanya ketentuan tentang larangan kawin baik yang 
disebabkan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian 
sesusuan, namun bahasa yang dipergunakan cukup sulit untuk dipahami 
dimana menurut sementara pihak perumusannya terpengaruh oleh bahasa 
kitab fiqh. Sebenarnya perumusan yang disebut dalam pasal 8 UU No. 1 
Tahun 1974 jauh lebih praktis dan jelas, sehingga pasal ini memerlukan 
penjelasan lebih jauh.

Prinsip larangan tersebut dan yang juga diatur dalam ketentuan 
berikutnya adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang memang tidak 
banyak perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Satu hal yang kita anggap 
"baru" di sini adalah ketentuan pasal 40 yang menentukan dilarang
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melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang 
tidak beragama Islam. Ketentuan ini dapat kita anggap sebagai ketentuan 
yang mengingat dalam berbagai kitab fiqih umumnya disebutkan seorang 
laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita musyrik sedangkan dengan 
wanita kitabiyah yaitu mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani masih 
dibolehkan, walaupun memang ada pendapat dikalangan ulama termasuk 
Majelis Ulama Indonesia yang tidak membolehkannya. Sehingga dengan 
demikian dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal kemungkinan adanya 
perkawinan antaragama antara seorang muslim dengan penganut agama lain. 
Mengenai larangan wanila muslimah kawin dengan laki-laki nonmuslim 
secara tegas disebutkan dalam pasal 44 yang menegaskan seorang wanila 
Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 
beragama Islam.

Persoalan lain yang diatur cukup banyuk dalam kompilasi hukum Islam 
ini adalah tentang perjanjian perkawinan (pasal 45-52) yang berarti jauh 
lebih banyak bilamana dibandingkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 yang hanya mengaturnya dalam satu pasal yaitu pasal 29. Dalam pasal 
45 Kompilasi disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan 
perjanjian perkawinan dalam bentuk :
1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ketentuan ini bertolak belakang dengan apa yang ditentukan dalam 
Penjelasan Pasal 29 bahwa yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal 
ini tidak termasuk taklik talak. Mengenai taklik talak dalam kompilasi hanya 
diatur dalam satu pasal yaitu pasal 46.

Pengaturan terbanyak dari perjanjian perkawinan adalah berkenaan 
dengan kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dibuat 
tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Di sini hanya disebutkan 
bahwa perjanjian dimaksud disebutkan hanya di "sahkan" oleh Pegawai 
Pencatat Perkawinan. Akan tetapi, dalam Pasal 50 disebutkan bahwa 
perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan 
bersama suami istri dan wajib "mendaftarkan" nya di Kantor Pegawai 
Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Pendaftaran ini 
kelihatannya mempunyai arti penting berkenaan dengan kekuatan mengikat 
perjanjian tersebut walaupun di sini tidak jelas pendaftaran dalam pengertian 
apa yang dimaksudkan oleh karena sejak perjanjian dibuat tidak ada 
kewajiban mendaftarkan akan tetapi pencabutannya wajib didaftarkan.
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Kawin Hamil adalah judul Bab VIII yang hanya terjadi atas 2 pasal. 
Akan tetapi, yang khusus mengatur tentang "kawin hamil" hanya pasal 53 
sedangkan Pasal 54 sama sekali tidak ada hubungannya dengan kawin hamil 
karena mengatur tentang kawin bagi seorang yang sedang ihram. Dalam 
pasal 53 disebutkan seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan 
dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut 
dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Adanya 
ketentuan ini juga dapat dipandang sebagai "Ketentuan baru" dalam hukum 
perkawinan di negara kita dalam menetapkan kepastian persoalan yang 
selama ini banyak diperdebatkan. Akan tetapi, masih belum jelas 
pengaturannya bagaimana kalau mengawini itu bukan laki-laki yang 
menyebabkan kehamilan sebagaimana banyak terjadi dalam praktik di 
negara kita.

Pengaturan tentang beristri lebih dari satu orang juga mendapat 
pengaturan khusus dalam kompilasi hukum Islam akan tetapi isinya lebih 
banyak menyangkut aspek hukum procedural sebagaimana yang sudah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Begitu pula pengaturan 
tentang pencegahan perkawinan (Pasal 60-69) dan batalnya perkawinan 
(pasal 70-76) mengandung banyak kemiripan dengan pengaturan mengenai 
pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan yang masing-masing 
diatur dalam Pasal 13-21 dan pasal 22-28 Undang-undang No. 1 Tahun 
1974.

Persoalan mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur secara khusus 
dalam satu Bab (XII) dari Pasal 77-84 yang isinya lebih luas dari apa yang 
diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Bab VI) Pasal 30-34. Begitu pula 
berkenaan Harta kekayaan dalam Perkawinan (Bab XIII) yang judulnya 
sedikit berbeda dengan Bab VII UU No. 1 Tahun 1974 tentang harta benda 
dalam perkawinan. Menurut Pasal 85 adanya harta bersama dalam per
kawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing 
suami atau istri. Tetapi dalam pasal 86 ditegaskan pada dasarnya tidak ada 
percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

Dalam Bab XIII tidak ada disebut mengenai terjadinya harta bersama, 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, 
dalam pasal 1 huruf f  disebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau 
syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami 
istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut 
harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Ujung
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kalimat mempunyai makna penting karena tidak hanya menyangkut hukum 
perkawinan akan tetapi juga hukum benda tentang pendaftaran yang masih 
memerlukan perhatian lebih jauh. Pasal-pasal berikutnya dari kompilasi 
memberikan pengaturan cukup rinci mengenai masalah harta bersama ini.

Hal-hal lain yang diatur dalam kompilasi adalah tentang pemeliharaan 
anak yang diatur dalam Bab XIV pasal 98-106. Bab yang demikian tidak ada 
dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 karena persoalannya diatur dalam 
hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Sebaliknya dalam UU No. 1 
Tahun 1974 ada Bab khusus tentang Kedudukan Anak (Bab IX, Pasal 42-44) 
yang justru tidak ada dalam kompilasi Hukum Islam, akan tetapi isinya 
sudah termasuk dalam Bab tentang pemeliharaan anak ini. Ada beberapa 
perbedaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan kompilasi berkenaan dengan 
persoalan in i :
a. Mengenai batas umur dewasa yang mewajibkan orang tua untuk 

melakukan pemeliharaan. Pasal 98 ayat 1 Kompilasi menentukan batas 
usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini, berbeda dengan pasal 47 
UU No. 1 Tahun 1974 menentukan anak yang belum dewasa mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak 
dicabut dari kekuasaannya.

b. Mengenai pengertian anak yang sah selain dari apa yang ditentukan 
dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang hampir sama isinya dengan 
pasal 99 sub a Kompilasi, bahwa anak sah itu adalah anak yang 
dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kompilasi 
menambahkan dengan hal yang kedua yaitu hasil pembuahan suami 
istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

c. Sesuai dengan judulnya kompilasi hanya mengenai pemeliharaan anak 
maka yang diatur hanya kewajiban orang tua untuk memelihara anak, 
tidak mengatur tentang kewajiban anak untuk memelihara orang tua 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974.

Selanjutnya diatur tentang pengingkaran keabsahan anak oleh suami, 
masalah penyusuan, dan kewajiban serta tanggung jawab orang tua terhadap 
harta anaknya.

Masalah lain yang juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah 
tentang perwalian yang isinya mengandung banyak persamaan kecuali 
mengenai batas usia sebagaimana yang berlaku dalam pemeliharaan anak.
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Persoalan mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya mendapat 
pengaturan yang cukup banyak dalam kompilasi. Bilamana dalam UU No. 1 
Tahun 1974 persoalan ini cukup diatur dalam satu Bab (Bab VIII) tentang 
putusnya perkawinan serta akibat-akibatnya, (pasal 38-41), maka dalam 
kompilasi hal ini diatur dalam dua bab yaitu Bab XVI tentang putusnya 
perkawinan (pasal 113-148) dan Bab XVII tentang Akibat putusnya 
perkawinan (pasal 149-162), kemudian masih ada lagi satu Bab (Bab XVIII) 
tentang Rujuk (Pasal 163-169) dimana untuk hal yang disebutkan terakhir 
tidak mendapat pengaturan sama sekali dalam UU No. 1 Tahun 1974. Selain 
itu masih ada lagi ketentuan lain mengenai hal yang sama perlu disebutkan 
yaitu ketentuan yang termuat dalam pasal 65-91 Undang-undang No. 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 113 Kompilasi isinya sama dengan pasal 38 UU No. 1 Tahun 
1974 yang menentukan perkawinan dapat putus karena
a. Kematian;
b. perceraian; dan
c. atas putusan pengadilan.

Kemudian pasal 114 menentukan putusnya perkawinan yang disebabkan 
karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan 
perceraian.

Pasal 115 kompilasi isinya sama dengan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 
Tahun 1974 dan pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 dimana disebutkan 
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak. Sedang mengenai alasan perceraian dalam pasal 116 kompilasi 
selain dari alasan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 39 UU No. 1 
Tahun 1974 atau pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 ditambahkan pula ada dua 
alasan lain yaitu pertama suami melanggar taklik talak dan yang kedua 
peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 
dalam rumah tangga.

Secara rinci dalam kompilasi diatur tentang macam-macam talak, 
kemudian tentang li'an dan tatacara perceraian. Pasal 123 kompilasi isinya 
sama dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 perceraian itu terjadi terhitung 
pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ketentuan 
ini dapat kita perbandingan dengan pasal 81 UU No. 7 Tahun 1989 yang 
menentukan suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat 
hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum 
tetap. Selanjutnya, beberapa pasal yang berkenaan dengan cerai gugat
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mempunyai banyak persamaan dengan apa yang diatur dalam pasal 73-86 
UU No. 7 Tahun 1989.

Mengenai akibat putusnya perkawinan diatur tentang berbagai 
kewajiban dari suami dan waktu tunggu. Mengenai waktu tunggu yang 
diatur dalam pasal 153 Kompilasi isinya hampir sama dengan pasal 39 PP. 
No. 9 Tahun 1975. Di sini juga diatur tentang mut'ah yaitu pemberian bekas 
suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. 
Akibat khuluk dan akibat Li'an.

Pengaturan tentang rujuk adalah merupakan satu hal tersendiri yang 
sekaligus juga merupakan tambahan ketentuan bagi hukum acara Pengadilan 
Agama mengenai masalah tersebut. Dan kompilasi ini ditutup dengan satu 
Bab khusus tentang masa berkabung (jangan disamakan dengan waktu 
tunggu atau iddah). Dalam pasal 170 yang merupakan ketentuan penutup 
untuk buku pertama disebutkan :
(1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa 

berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan 
sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

(2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung 
menurut keputusan.

Ketentuan ini merupakan satu ketentuan baru yang sebenarnya tidak perlu 
diatur dalam satu Bab khusus mengingat urgensinya yang tidak terlalu 
mendesak. Naraun, sebagaimana beberapa ketentuan lain dalam kompilasi 
ketentuan ini adalah ketentuan hukum yang tidak mempunyai sanksi dan 
karenanya walaupun dirumuskan dengan kata-kata "wajib melaksanakan" 
hanya bersifat anjuran saja.

6.2 HUKUM KEWARISAN

Sistematika kompilasi mengenai hukum kewarisan adalah lebih sempit 
bilamana dibandingkan dengan hukum perkawinan sebagaimana yang telah 
diuraikan di muka. Kerangka sistematikanya adalah sebagai berikut:
B ab i Ketentuan Umum (pasal 171)
Bab II Ahli waris (pasal 172-175)
Bab III Besarnya bahagian (pasal 176-191)
Bab IV Aul dan Rad (pasal 192-193)
Bab V Wasiat (pasal 194-209)
Bab VI Hibah
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Sebagaimana halnya dengan Hukum perkawinan maka apa yang diatur 
dalam ketentuan umum adalah pengertian-pengertian dan ternyata juga di 
sini tidak menguraikan secara keseluruhan pengertian yang disebutkan 
dalam Buku ke-II ini. Ketentuan ini berlaku sejalan dengan hukum yang 
berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta 
warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum 
Islam. Hal ini, adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsip sekali akan 
tetapi dalam kompilasi ini disebut secara sepintas dalam rumusan mengenai 
pewaris dan ahli waris.

Persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus ada penegasan 
bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, namun hal ini juga 
tidak kita temukan dalam kompilasi buku kedua ini. Sebagaimana halnya 
pewaris adalah beragama Islam maka ahli warispun harus beragama Islam, 
Untuk itu pasal 172 menegaskan tentang indikator untuk menyatakan bahwa 
seseorang itu adalah Islam.

Mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris juga tidak disebutkan 
dalam kompilasi ini. Seharusnya perlu ada penegasan bahwa setiap orang 
yang memenuhi ketentuan dapat menjadi ahli waris dan pewaris yang 
meninggal dunia apakah ia laki-laki atau wanita. Hak yang demikian sudah 
ada semenjak ia masih dalam kandungan ibunya dengan ketentuan kalau ia 
lahir hidup akan mendapatkan hak sedangkan kalau ia lahir mati bagiannya 
diserahkan pada ahli waris lainnya.

Dalam pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi 
ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap 
pewaris. Tetapi, Sebagaimana dikemukakan di atas ketentuan ini tidak 
mencantumkan bahwa murtadnya seseorang menjadi penghalang utama 
untuk menjadi ahli waris. Hal yang demikian seharusnya ditambahkan dalam 
pasal 173 ini.

Mengenai siapa ahli waris pasal 174 menyebutkannya secara singkat 
yaitu ahli waris karena hubungan darah dan ahli waris menurut hubungan 
perkawinan. Kemudian disebutkan keutamaan dari masing-masing ahli waris 
bilamana semua ahli waris ada. Sayangnya di sini tidak disebutkan 
bagaimana pewarisan dari seorang pewaris yang meninggal dunia tanpa 
meninggalkan ahli waris sama sekali. Hal ini, memang ada diatur dalam 
pasal 191 tetapi mengenai pembagian warisnya. Begitu juga mengenai 
keutamaan yang sifatnya lebih kasuistik dimana satu ahli waris dapat 
mendinding (hijab) ahli waris lainnya seharusnya juga dimuat secara lebih 
rinci di sini.
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Penegasan tentang anak luar kawin dan anak angkat seharusnya juga 
termasuk dalam bagian ini. Mengenai anak yang lahir di luar perkawinan 
disebutkan dalam pasal 186 bahwa ia mempunyai hubungan saling mewaris 
dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Sedangkan mengenai anak angkat 
perlu ada penegasan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak 
angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak 
mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.

Di sini juga tidak ada ketentuan mengenai saat dilakukannya 
pembagian warisan, mengingat banyaknya kecenderungan di tempat kita 
mereka yang tidak melakanakan pembagian waris bahkan ada yang dikenal 
harta pusaka sebagai harta warisan yang tidak dibagi tetapi hanya dinikmati 
bersama seluruh ahli waris. Dalam pasal 175 tentang kewajiban ahli waris 
memang ada diatur sebagai salah satu kewajiban membagi harta warisan di 
antara para ahli waris tetapi kapan pelaksanaan pembagian itu dilakukan 
tidak disebutkan di sini. Sedangkan hal 188 mengatur tuntutan untuk 
membagi waris bilamana ada pihak yang tidak mau membaginya, tetapi 
tidak ditentukan kapan harus dibaginya.

Dalam persoalan mengenai besarnya bagian warisan dapat dicatat ada 
beberapa hal penting yang menarik perhatian di s in i:
a. Mengenai porsi perbandingan bagian wanita dan bagian laki-laki masih 

dipertahankan secara ketat bahwa bagian anak laki-laki adalah dua 
berbanding satu dengan anak perempuan (pasal 176), walaupun 
sebenarnya cukup banyak orang termasuk dari kalangan umat Islam 
sendiri yang menginginkan penentuan bagian yang sama antara laki- 
laki dan perempuan. Tetapi karena dalil Al Quran tentang hal ini cukup 
tegas kompilasi Hukum Islam menuangkannya sebagaimana tersebut di 
atas.

b. Mengenai prinsip musyawarah dalam pembagian waris juga 
dimungkinkan. Pasal 183 menentukan bahwa para ahli waris dapat 
bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, 
setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ketentuan ini akan 
membuka peluang, setelah para pihak yang terlibat menentukan bagian- 
bagian masing-masing yang seharusnya mereka terima selanjutnya 
mereka tentukan secara musyawarah misalnya semua harta dibagi sama 
di antara ahli waris.

c. Penentuan bagian dari masing-masing ahli waris adalah sesuai dengan 
ketentuan faraid yang umumnya ditentukan kasus per kasus seperti 
dapat dilihat dalam pasal 177-182.
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d. Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. 
Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan 
pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha yang harus dipertahankan dan 
dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga 
tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja.

Pasal 187 mengatur tentang tatacara pembagian warisan, yang 
selanjutnya harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 192 dan 193 yang ada di 
bawah Bab tentang "Aul dan rad" (istilah ini perlu dicarikan padanannya 
dalam bahasa Indonesia), pasal 190 mengatur tentang pembagian warisan 
bagi mereka yang mempunyai istri lebih dari seorang.

Masih ada ketentuan lain yang seharusnya dimasukkan dalam Bab 
mengenai ahli waris yaitu tentang waris pengganti sebagaimana yang diatur 
dalam pasal 185. Dengan adanya ketentuan seperti ini dalam kompilasi maka 
kita sudah mengambil sikap bahwa dalam hukum Islam Indonesia 
dimungkinkan terjadinya penggantian tempat dalam warisan, walaupun 
dalam paham yang lain hal yang demikian tidak dikenal dalam hukum Islam.

Bab V mengatur tentang wasiat (pasal 194-209) baik menyangkut 
mereka yang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal- 
hal yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat. Sedangkan Bab VI (pasal 210- 
214) adalah tentang hibah yang hanya diatur secara singkat.

6.3 HUKUM PERWAKAFAN

Bagian terakhir atau Buku Ke-III Kompilasi Hukum Islam adalah 
tentang Hukum Perwakafan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum (pasal 215)
Bab II Fungsi, unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf (pasal 216-222)
Bab III Tatacara perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf (pasal 223- 

224)
Bab IV Perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf (pasal 225- 

227)
Bab V Ketentuan Peralihan (pasal 228)

Apa yang diatur dalam Bab ini isinya jauh lebih sedikit bilamana 
dibandingkan dengan dua buku terdahulu sehingga tidak banyak hal yang 
perlu dikomentari dalam bagian ini. Selain itu materi hukum yang termuat 
dalam bagian ini juga sedikit berbeda dengan materi hukum yang diatur
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dalam dua buku terdahulu yang disebut sebagai materi hukum yang bersifat 
peka, maka persoalan mengenai perwakafan adalah termasuk dalam 
lapangan hukum yang bersifat sedikit agak netral.

Satu komentar yang bersifat umum dalam bagian ini ialah sebagian 
besar dari Pasal-pasalnya mempunyai banyak kemiripan dengan apa yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik. Hanya saja PP No. 28 Tahun 1977 terbatas pada perwakafan 
Tanah milik sedangkan kompilasi adalah perwakafan pada umumnya. Du
plikasi memang tidak mungkin dihindari sama sekali tetapi kenyataan yang 
ada dapat menimbulkan kesan bahwa kompilasi Buku ke-III hanya 
merupakan copy belaka dari PP No. 28 Tahun 1989 dengan menghilangkan 
perwakafan Tanah Milik menjadi perwakafan saja.

Sesuai dengan tujuannya semula bahwa kompilasi ini akan memuat 
materi hukum Islam yang diangkat dari berbagai pendapat hukum dikenal 
dalam hukum Islam maka Kompilasi Hukum Islam ini harus memuat hukum 
substantif dari Hukum Islam yang dalam hal ini materi hukum perwakafan 
sebagaimana yang diatur dalam kita-kitab fikih. Sedangkan PP No. 28 tahun 
1977 seharusnya lebih menitikberatkan pada aspek proseduralnya yang 
menyangkut masalah tata cara dan prosedur administratif lainnya. Akan 
tetapi, karena PP No. 28 Tahun 1977 tidak hanya mengatur masalah 
prosedural semata tetapi juga banyak yang bersifat hukum substantifnya, 
maka seharusnya Kompilasi membatasi diri dari hal-hal yang bersifat teknis 
dan lebih banyak memperdalam apa yang bersifat substantif tersebut. Hal ini 
nanti dapat dilihat bilamana kita membahas materi buku ke-III Kompilasi 
Hukum Islam tentang perwakafan.

Ketentuan umum, yaitu pasal 215 memuat uraian dari berbagai 
pengertian. Empat pengertian yaitu wakaf, wakif, ikrar dan nadzir adalah 
mengambil over dari Pasal 1 PP No, 28 Tahun 1977. Selanjutnya 
ditambahkan tentang pengertian benda wakaf dan pejabat pembuat Akta 
Ikrar Wakaf. Pasal 215 ayat (7) isinya adalah sama dengan pasal 9 ayat (2) 
PP No. 28 Tahun 1977.

Mengenai fungsi wakaf yang diatur dalam pasal 216 adalah sama 
dengan apa yang diatur dalam pasal 2 PP No. 28 Tahun 1977 bahwa fungsi 
wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan 
wakaf. Mengenai syarat-syarat wakaf yang disebut dalam pasal 217 ayat (1) 
dan (2) mempunyai kemiripan dengan pasal 3 PP, sedangkan ayat (3) adalah 
mirip dengan Pasal 4 PP. Selanjutnya Pasal 218 mirip dengan pasal 5 
sedangkan pasal 219 mirip dengan pasal 6 kecuali di sini ditambahkan 
dengan bunyi teks dari sumpah yang harus diucapkan oleh nadzir yang tidak
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dimasukkan dalam pasal 6 tersebut. Pasal 220 mirip dengan Pasal 7 dan 
Pasal 222 mirip dengan Pasal 8 sedangkan pasal 221 adalah merupakan 
ketentuan yang hanya ada dalam kompilasi.

Mengenai tata cara perwakafan yang diatur dalam Pasal 223 mirip 
dengan Pasal 9 akan tetapi karena ada semacam keinginan untuk 
memaksakan pasal tersebut perwakafan pada umumnya dengan Pasal 9 yang 
memang khusus berlaku untuk tanah maka timbul semacam kerancuan. Pasal 
223 tidak menyebut sertifikat sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 9, tetapi 
dengan menyebutkan pada ayat (4) huruf b "jika benda yang diwakafkan 
berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari 
Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan 
pemilikan benda tidak bergerak tersebut", pada hal sebenarnya kalau 
seandainya disebutkan sebagaimana Pasal 9 sertifikat Hak milik atau bukti 
lain tidaklah serumit seperti tersebut di atas dan tidak akan menimbulkan 
kesan untuk tanah yang sudah bersertifikat masih diperlukan bukti seperti 
tersebut di atas. Dapat ditambahkan bahwa ketentuan yang mirip dengan apa 
yang tersebut di atas dalam pasal 9 adalah sebagai keterangan bahwa tanah 
yang bersangkutan tidak dalam sengketa.

Hal yang sama muncul dalam masalah pendaftarkan benda wakaf 
(Pasal 224) dibandingkan dengan Pasal 10 PP tentang pendaftaran wakaf 
tanah milik. Dalam PP yang secara yuridis memang berkaitan dengan 
pendaftaran tanah yang ditentukan dana Undang-undang Pokok Agraria dan 
PP No. 10 Tahun 1961 mandaftarkan perwakafan kepada Bupati/Waliko- 
tamadya yang pada waktu itu memang membawahi Sub-Direktorat Agraria 
dimana untuk masa sekarang harus dibaca Kantor Pertahanan Kabupaten/ 
Kotamadya. Ketentuan ini memang cocok untuk tanah.

Pasal 224 Kompilasi yang mengatur Pendaftaran Benda Wakaf yang 
tentunya mencakup tanah/benda tetap dan bukan tanah atau benda bergerak, 
menentukan bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan 
mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftar perwakafan benda 
yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Yang 
menjadi tidak jelas di sini dalam pengertian apa pendaftaran dimaksud dan 
apakah tugas camat untuk melakukan pendaftaran benda wakaf dimaksud 
dan apa konsekuensi yuridisnya. Untuk tanah sesuai dengan ketentuan 
tersebut di atas pendaftarannya harus kepada BPN maka masih perlu untuk 
dipersoalkan apakah masih harus didaftarkan lagi sesuai dengan ketentuan 
pasal 223 Kompilasi. Kalau ini hanya ditujukan kepada benda bergerak juga
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masih tidak jelas makna dari pendaftaran yang disebutkan untuk menjaga 
keutuhan dan kelestariannya.

Mengenai perubahan penggunaan benda wakaf sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 225 pada dasarnya mirip dengan pasal 11 PP, hanya saja 
bedanya kalau dalam Pasal 11 untuk perubahan diperlukan persetujuan 
tertulis dari Menteri Agama, tetapi dalam pasal 225 perubahan diberikan 
dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Agama atas saran dari Majelis 
Ulama Kecamatan dan Camat setempat Kalau apa yang diaturkan dalam 
Pasal 225 diberlakukan juga untuk perwakafan tanah akan terdapat 
penyimpangan yang cukup drastis dari PP No. 28 Tahun 1977.

Selanjutnya mengenai persoalan penyelesaian perselisihan benda wakaf 
yang diatur dalam Pasal 226 mempunyai kemiripan dengan Pasal 12 PP akan 
tetapi dalam redaksi yang dapat mengundang tafsiran yang jauh berbeda. 
Pasal 12 PP No. 28 Tahun 1977 merumuskan penyelesaian perselisihan 
sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui 
Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. Sedangkan pasal 226 berbunyi penyelesaian 
perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir 
diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pengadilan Agama hanya 
memeriksa persoalan benda wakaf yang dalam pengertian PP No. 28 Tahun 
1977 mungkin tidak menjadi kompetisi Pengadilan Agama tetapi Pengadilan 
Negeri, karena Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara tentang wakaf.

Mengenai benda yang menjadi objek perwakafan, dalam pasal 50 UU  
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan dalam hal teijadi 
sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain (yang sudah tentu 
berkenaan dengan benda yang diwakafkan) dalam hal perkara-perkara 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus yang mengenai 
objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputuskan lebih dahulu oleh 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 227 tentang pengawasan mempunyai kemiripan dengan pasal 13 
PP No. 20 Tahun 1977. Pengawasan menurut Pasal 13 hanya ditentukan 
secara umum bahwa pengawasan perwakafan tanah milik dan tatacaranya 
diberbagai tingkat wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agama. 
Sedangkan pasal 227 menentukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama oleh Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan 
Agama yang mewilayahinya. Jadi di sini hanya dalam bentuk terbatas dan
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memberikan wewenang/tugas tambahan kepada Pengadilan Agama untuk 
melakukan pengawasan terhadap nadzir bersama-sama dengan KUA dan 
MUI kecamatan.

Sekedar tambahan mengenai persoalan ini, dalam peraturan Menteri 
Agama No. 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 diatur 
tentang pengawasan dan bimbingan dalam Pasal 14 yang menentukan bahwa 
pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit 
Organisasi Departemen Agama secara hirarkhis sebagai diatur dalam 
keputusan Menteri Agama tentang susunan Organisasi dan tata kerja 
Departemen Agama.
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BUKU I
HUKUM PERKAWINAN

B A B I
KETENTUAN UMUM  

Pasal 1
Yang dimaksud dengan :
a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan 

perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau 

pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk 
bertindak sebagai wali nikah;

c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul 
yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua 
orang saksi;

d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon 
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak 
bertentangan dengan hukum Islam;

e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria 
setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji 
talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin 
terjadi dimasa yang akan datang;

f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang 
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam 
ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa 
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, 
memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri 
sendiri;

h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk 
melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan 
dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua 
yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Disalin dari “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam 
Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
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i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan 
memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;

j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak 
berupa bendaatau uang dan lainnya.

BABU
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2
Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam 
sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 
Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
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Pasal 7

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat 
oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, 
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
(b) Hilangnya Akta Nikah;
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawian;
(d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- 

undang No. 1 Tahun 1974 dan;
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Thaun 1974;
(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau 

isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan 
dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan 
surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan 
perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang 
dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan 
Agama.

(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat 
diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10
Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk 

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
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BAB III
PEMINANGAN 

Pasal 11
Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak 

mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat 
dipercaya.

Pasal 12

(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih 
perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah 
raj’iah, haram dan dilarang untuk dipinang.

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria 
lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada 
penolakan dari pihak wanita.

(4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang 
putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang 
meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 
memutuskan hubungan peminangan.

(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata 
cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, 
sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Rukun

Pasal 14
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
a. Calon Suami;
b. Calon Isteri; ?
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c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua 
Calon Mempelai

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang N o.l tahun 1974 yakni calon 
suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang- 
kurangnya berumur 16 tahun.

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus 
mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) 
dan (5) UU N o.l Tahun 1974.

Pasal 16

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan 

tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa 
diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17
(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah mena

nyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi 
nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon 
mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu 
persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat 
dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perni
kahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.
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Bagian Ketiga
Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari:

a. Wali nasab;
b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 
kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat 
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, 

kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara 

laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung 

ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 

seayah dan keturunan laki-laki mereka.
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 

sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi 
wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon 
mempelai wanita.

(3) Ababila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang 
paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat 
yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni 
sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah,
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mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan 
yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi 
syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna 
wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser 
kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat 
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama 
tentang wali tersebut.

Bagian Keempat 
Saksi Nikah

Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki- 

laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu 
atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta 
menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah 
dilangsungkan.
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Bagian Kelima
Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun 
dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang 
bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29
(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara 

pribadi.
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada 

pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang 
tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah 
untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai 
pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BABY
MAHAR

Pasal 30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai 

wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang 
dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu 
menjadi hak pribadinya.
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Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh 

ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum 
ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34
(1) Kewajiban menyerahkan mahar-mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan.
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, 

tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam 
keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35
(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar 

setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar 

belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36
Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti 

dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain 
yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang 
mahar yang hilang.

Pasal 37
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang 

ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38
(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi 

calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan 
mahal dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami 
harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama 
Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.
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BAB VI
LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita disebabkan:
(1) Karena pertalian nasab :

a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan
nya atau keturunannya;

b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :
a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas 

isterinya;
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, 

kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu 
qobla al dukhul;

d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
(3) Karena pertalian sesusuan :

a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus 
ke atas;

b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis 
lurus ke bawah;

c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan 
sesusuan ke bawah;

d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke 
atas;

e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita karena keadaan tertentu :
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan

pria lain;
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b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang 
mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya 
telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 
wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang 
keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah 
talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali 
perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi 
telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus 
ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 
pria yang tidak beragama Islam.
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BAB VII
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam

bentuk:
1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
(2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi 

kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh- 
sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan 
Agama.

(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada 
setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan 
tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon 
mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai 
Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta 
probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal 
itu tidak bertentangan dengan Islam.

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi 
perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk 
mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau 
harta syarikat.

Pasal 48

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama 
atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan 
kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
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(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan 
tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama 
atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya 
kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik 
yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang 
diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga 
diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat 
perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi 
harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan 
pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di 
hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan 
bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai 
Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami 
isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak 
tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat 
kabar setempat.

(4) Apaila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang 
bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan 
tidak mengikat kepada pihak ketiga.

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh 
merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak 
ketiga.

Pasal 51
Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri 

untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan 
gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
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Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan 
keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan 
biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

BAB VIII 
KAWIN HAMIL

Pasal 53
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54
(1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melang

sungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya 

masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX
BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 
empat isteri.

(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 
adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 
dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.
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(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin 
dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 
pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan 
Pemerintah No.9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat 
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang
akan beristeri lebih dari seorang apabila :
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disem

buhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58
(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk 

memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang N o.l Tahun 1974 yaitu :
a. adanya pesetujuan isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

ister-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat 
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada 
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan 
isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau 
apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang- 
kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat 
penilaian Hakim.

Pasal 56
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Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan 
izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan 
yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat 
menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri 
yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap 
penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X
PENCEGAHAN PERKAWINAN 

Pasal 60
(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan 

yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon 

isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat- 
syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan 
peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, 
kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62
(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali 
pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang 
bersangkutan.

(2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai 
kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah 
perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang 
masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang 
calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.
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Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban 
mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65
(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam 

daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan 
memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan 
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai 
Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum 
dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali 
permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau 
denganputusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau 
membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya 
pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau 
pasal 12 Undang-undang N o.l Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan 
perkawinan.

Pasal 69

(1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan 
tersebut ada larangan menurut Undang-undang N o.l Tahun 1974 maka 
ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin 
melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan 
diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai 
dengan alasan-alasan penolakannya.
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(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai 
Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk 
memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan 
penolakan tersebut diatas.

(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat 
dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan 
tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsung
kan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang 
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin 
kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI
BATALNYA PERKAWINAN 

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad 

nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu 
dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;

b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili' annya;
c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak 

olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria 
lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah 
habis masa iddahnya;

d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan 
darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi 
perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang N o.l Tahun 1974, yaitu :
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau 

keatas.
2. berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara 
seorang dengan saudara neneknya.

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu 
atau ayah tiri.
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4. berhubungan sesusuan, yaitu omg tua sesusuan, anak sesusuan dan 
bibi atau paman sesusuan.

e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan 
isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 

isteri pria lain yang mafqud.
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang N o .l. tahun 1974;
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 

tidak berhak;
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang 
melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 
penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 
itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat 
menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, 
maka haknya gugur.

Pasal 73
Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :
a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari 

suami atauisteri;

b. Suami atau isteri;
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c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 
Undang-undang.

d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam 
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan 
Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau 
perkawinan dilangsungkan.

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
a. perkawinan yang batal karena salah satu sumai atau isteri murtad;
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad 

baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang 
tetap.

Pasal 76
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum 

antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 77
(1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar 
dan susunan masyarakat.
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(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 
dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

(4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
(5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78
(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami 

isteri bersama.

Bagian Kedua 
Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 
dalam masyarakat.

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga 
Kewajiban Suami

Pasal 80
(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan 

tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 
diputuskan oleh suami isteri bersama.

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
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(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

isteri dan anak;
c. biaya pendididkan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf 
a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari 
isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri 
nusyuz.

Bagian Keempat 
Tempat Kediaman

Pasal 81
(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak- 

anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama 

dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya 

dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. 
Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta 
kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat ramah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat 
tinggalnya, baik berapa alat perlengkapan ramah tangga maupun sarana 
penunjang lainnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dari Seorang 

Pasal 82
(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban 

memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing
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isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang 
ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian 
perkawinan.

(2) Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya 
dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam 
Kewajiban Isteri

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin 
kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari- 
hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84
(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan 

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) 
kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya 
tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal- 
hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah 
isteri nusyuz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus 
didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.
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Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta 
isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, 
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh 
olehnya.

Pasal 87
(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh 

masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah 
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan 
lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, 
sodaqah atau lainnya.

Pasal 88
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, 

maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun 

harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta 
suami yang ada padanya.

Pasal 91
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat 

berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
(2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda 

bergerak dan surat-surat berharga.
(3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun 

kewajiban.
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(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu 
pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan 
menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan 
pada hartanya masing-masing.

2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk 
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta 

isteri

Pasal 94
1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri 

lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang 

mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), 
dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga 
atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan 
Pemerintah N o.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita 
jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, 
apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan 
membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan 
sebagainya.

2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk 
keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.
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Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak 
pasangan yang hidup lebih lama.

2. Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri 
atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian 
matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan 
Pengadilan Agama.

Pasal 97
Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta 

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK 

Pasal 98
(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 
hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 
mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya 
tidak mampu.

Pasal 99
Anak yang sah adalah :
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh 

isteri tersebut.

Pasal 100
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya dan keluarga ibunya.
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Pasal 101
Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak

menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102
(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 
180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya 
perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya 
melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia 
mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat 
diterima.

Pasal 103
(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran 

atau alat bukti lainnya.
(2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, 

maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal 
usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti 
berdasarkan bukti-bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi 
Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama 
tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104
(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. 

Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan 
dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada 
ayahnya atau walinya.

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan 
penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan 
ibunya.

Pasal 105
Dalam hal terjadinya perceraian :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya;
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b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 
untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaanya;

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya 
yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak 
diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena 
keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu 
menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 
kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV 
PERWALIAN

Pasal 107
(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun 

dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas 

perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang 
kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang 
lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan 
baik, atau badan hukum.

Pasal 108
Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum 

untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya 
sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan 

hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya
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bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan 
atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi 
kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di 
bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban 
memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya 
untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang 
yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut 
menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang 
tidak dapat dihindarkan.

(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat 
kesalahan atau kelalaiannya.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat
(4) Undang-undang N o.l tahun 1974, pertanggungjawaban wali 
tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap 
satu tahun satu kali.

Pasal 111

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di 
bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 
tahun atau telah menikah.

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang 
mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah 
perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112
Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah 

perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut 
kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.
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BAB XVI
PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 113
Perkawinan dapat putus karena :
a. Kematian,
b. Perceraian, dan
c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil menda
maikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya;

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain;

e. sakah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
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f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;
k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang 
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk 
selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh 
akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
b. talak dengan tebusan atau khuluk;
c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. 
Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, 
kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah degan 
orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa 
iddahnya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan 
terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci 
tersebut.
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Pasal 122

Talak bid'I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada 
waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah 
dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di 
depan sidang pengadilan.

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk 
selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau
mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya,
sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127
Tata cara li'an diatur sebagai berikut:
a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau 

pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata 
“laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran 
tersebut dusta”

b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 
empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak 
benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas 
dirinya : tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;

c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan 
yang tak terpisahkan;

d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka 
dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan 
Agama.
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Bagian Kedua 
Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya 
mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan 
Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta 
meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan 

tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum 
banding dan kasasi.

Pasal 131
1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan 

dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh 
hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan 
tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan 
talak.

2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak 
dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang 
bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, 
Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami 
untuk mengikrarkan talak.

3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami 
mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri 
oleh isteri atau kuasanya.

4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah 
terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak 
baginya mempunyai kekuatah hukum yang tetap maka hak suami untuk 
mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat 
penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan 
bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.
Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai 
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan
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pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada 
suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132
1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan 

Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat 
kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua 
Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat 
melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133
1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, 

dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat 
meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.

2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan 
sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, 

dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai 
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak 
keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135
Gugatan perceraraian karena alsan suami mendapat hukuman penjara 5 

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 
116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti 
penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang 
memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan 
itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136
1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat 

atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin
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ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri 
tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat 
atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 

barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau 
barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang 
menjadi hak isteri.

Pasal 137
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum 

adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak 
mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan 
cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan 
Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar 
atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass 
media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan 
tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua

3. Tenggang waktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
bulan.

4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 
tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa 
hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak 
beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik 
Indonesia setempat
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Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat- 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat 
gugatan perceraian.

2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan 
tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh 
penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 
116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan 
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya 
gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142
1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang 

sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan 

pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk 
hadir sendiri.

Pasal 143
1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan 

pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan 
perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum 
perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya 
perdamaian.

Pasal 145
Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian 

dilakukan dalam sidang tertutup.
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(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung 

sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 146

Pasal 147
(1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan 

Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami 
isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing- 
masing yang bersangkutan.

(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai 
salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah 
yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.

(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada 
masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat 
(1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti 
perceraian bagi suami dan bekas istri.

(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang 
tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka 
telah bercerai.
Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, 
nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.

(5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah 
tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan 
putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi 
tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang 
dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai 
Pencatat Nikah Jakarta.

(6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi 
tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu 
mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148
1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan 

khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama
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yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan- 
alasannya.

2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri 
dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan 
tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, 
maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi 
suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. 
Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan 
kasasi.

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 131 ayat (5).

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau 
iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara 
biasa.

BAB XVII
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu 
Akibat Talak

Pasal 149
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 

iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyur dan 
dalam keadaan tidak hamil;

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila 
qobla al dukhul;

d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum 
mencapai umur 21 tahun
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Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih 
dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak 
menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152
Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya 

kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua 
Waktu Tunggu

Pasal 153
1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu 

atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan 
karena kematian suami.

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al 

dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi 

yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang- 
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid 
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai
melahirkan;

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai
melahirkan.

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian 
sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.

4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu 
dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai

101



kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus 
karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian 
suami.

5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu 
menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali 
waktu haid.

6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka 
iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun 
tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154
Apabila isteri bertalak raj'I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di 
tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan 
sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, 
fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga 
Akibat Perceraian

Pasal 156
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan 

ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya 
digantikan o leh :
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 
hadhanah dari ayah atau ibunya;
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c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 
keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 
hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang 
bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah 
kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), 
dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak- 
anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam 
pasal 96, 97.

Bagian Keempat 
Mut'ah

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada 
pasal 158.

Pasal 160
Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.
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Bagian Kelima 
Akibat Khuluk

Pasal 161
Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat 

dirujuk.

Bagian Keenam 
Akibat Li'an

Pasal 162

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan 
anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas 
dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII 
RUJUK

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 163
(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh 
tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;

b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan 
alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'I berhak mengajukan keberatan 
atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah 
disaksikan dua orang saksi.
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Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat 
dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166
Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk 

dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan 
lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya 
semula.

Bagian Kedua 
Tata Cara Rujuk

Pasal 167
(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya 

ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 
yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa 
penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang 
diperlukan.

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat 
Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 
memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu 
memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah 
rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah 
perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang 
bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran 
Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu 
Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum 
dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat 
Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh
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masing-masing yang bersangkutan besreta saksi-saksi, sehelai dikirim 
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat- 
surat keterengan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran 
Rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 
sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu 
Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, 
dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya 
rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat 
berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri 
masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut 
contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku 
Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat 
berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan 
akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan 
oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan 
Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, 
tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran 
Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX
MASA BERKABUNG

Pasal 170

(1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa 
berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan 
sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

(2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung 
menurut kepatutan.
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BUKU II
HUKUM K F, W ARISAN

BABI
KETENTUAN UMUM 

Pasal 171
Yang dimaksud dengan:
a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan 

hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- 
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- 
masing.

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama 
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik 
yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama 
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang 
dan pemberian untuk kerabat.

f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain 
atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan 
dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya 
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung 
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan 
putusan Pengadilan.

i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.
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BABU
AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu 
Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi 
yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya 
atau lingkungannya.

Pasal 173
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat para pewaris;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 
hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :
-  Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara 

laki-laki, paman dan kakek.
-  Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, 

saudara perempuan dari nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan 
hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, 

termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
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c. menyelesaikan wasiat pewaris;
d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris 
hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III
BESARNYA BAHAGIAN 

Pasal 176
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila 

dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, 
dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka 
bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, 
bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.*

Pasal 178
(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau 

lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia 
mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau 
duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, 
dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat 
bagaian.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : 
ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami 
dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
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Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan 
anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat 
seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka 
saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 
seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka 
bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia 
mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua 
mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama 
dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka 
mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki 
kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu 
dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam 
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184
Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan 

hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan 
Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka 
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 
tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris 
yang sederajat dengan yang diganti.
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Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling 
mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187
(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh 

pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk 
beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan 
tugas :
a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda 

bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh 
para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya 
dengan uang;

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai 
dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan 
yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat 
mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan 
pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui 
permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui 
Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya 
kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana 
semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris 
yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan 
karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang 
memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau 
lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli 
waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.
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Pasal 190
Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing 

isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan 
suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para 
ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli 
warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan 
Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk 
kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV
AUL DAN RAD 

Pasal 192
Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya 

Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka 
penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, 
dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka 
pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris 
Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka 
penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta 
warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing- 
masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V 
WASIAT

Pasal 194
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat 

dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya 
kepada orang lain atau lembaga.
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(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal 

ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195
(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis 

dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta 

warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara 

lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang 
saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan 
dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan 
menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197
(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan 

putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum 
karena:
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat kepada pewasiat;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam 
hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat 
untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk 
kepentingan calon penerima wasiat;

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan 
surat wasiat dan pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima
wasiat itu :
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a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia 
sebelum meninggalnya pewasiat;

b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk 
menerimanya;

c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan 
menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum 
meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu 
benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat 
belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan 
tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh 
dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi 
atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan 
cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan 
akte Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut 
berdasartkan akte Notaris.

Pasal 200
Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab 

yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum 
pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima 
harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli 
waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai 
sepertiga harta warisnya.
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Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan 
harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan 
mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203
(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di 

tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat- 
surat yang ada hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka 
surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204
(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan 

disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, 
disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara 
pembukaan surat wasiat itu.

(2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka 
penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor 
Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan 
Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal 
ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh 
Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat 
guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205
Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk 

dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertewmpuran atau yang 
berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan 
membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan 
dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan 
membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika
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pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang 
menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207
Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan 

perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutran 
kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali 
ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte 
tersebut.

Pasal 209
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 

dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat 
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 
1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 
angkatnya.

BAB VI 
HIBAH

Pasal 210
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat 

tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 
harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang 
saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211
Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai

warisan.
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Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada 
anaknya.

Pasal 213
Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit 

yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli 
warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat 
surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat 
sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.
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BUKU III
HUKUM PERWAKAFAN

BABI
KETENTUAN UMUM 

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 
badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau 
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang 
mewakafkan benda miliknya.

(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda 
miliknya.

(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak 
bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan 
bernilai menurut ajaran Islam.

(5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 
pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW 
adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan- 
peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakaf dan 
menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk 
kelestarian perwakafan.

(7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat 
dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
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BABII
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu 
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan 
tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf 

Pasal 217
(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah 

dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk 
melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan 
benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas 
namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus 
merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, 
sitaan dan sengketa.

Pasal 218

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas 
dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian 
menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh 
sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam 
ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat 
persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219
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(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari 
perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. sudah dewasa;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. tidak berada di bawah pengampuan;
f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang 

diwakafkannya.
(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:
a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang 

diwakafkannya.
(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari 
Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di 
hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan 
sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai 
berikut:
’’Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi 
Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun 
tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu 
kepada siapapun juga”
’’Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung 
atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. 
’’Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas 
dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam 
pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti 
dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang 
dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan 
Camat setempat.

121



Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220
(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas 

kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai 
dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri 
Agama.

(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal 
yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan 
tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221
(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

karena:

a. meninggal dunia;
b. atas permohonan sendiri;
c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

(2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan 
sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh 
Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama 
Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli 
warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan 
jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama 
Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
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BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN 

DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu 
Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

(1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di 
hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar 
wakaf.

(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, 

dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 
(dua) orang saksi.

(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang 
mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut 
dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
a. tanda bukti pemilikan harta benda;
b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka 

harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat 
oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak 
bergerak dimaksud;

c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari 
benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua 
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam 
Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan 
kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan 
guna menjaga keutuhan dan kelestarian.
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BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN 

PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu 
Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225
(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat 

dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud 
dalam ikrar wakaf.

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat 
dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan 
berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat 
dengan alasan:
a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan 

oleh wakif;
b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf 

Pasal 226
Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda 

wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga 
Pengawasan

Pasal 227
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir 

dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang 
mewilayahinya.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum 
dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan 
ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup 

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan 
kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan 
rasa keadilan.



PENJELASAN
ATAS

BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum 
nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan 
kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, j o Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama 
mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan 
lainnya sebagai peradilan negara.

3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan 
Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang- 
bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. 
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 
1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam 
bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab 
yang kesemuanya madzhab Syafi’i.

4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin 
berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk 
diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang 
lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya 
membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa 
para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu 
dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat 
dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama 
sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang 
diajukan kepadanya.
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6
Cukup jelas

Pasal 7
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan 
agama.

Pasal 8 s/d 18
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali 
anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71
Cukup jelas

Pasal 72
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada 
waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga 
teijadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan 
terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas
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Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas

Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba’in 
sughraa.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas
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Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang 
tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang 
diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 
Pebruari 1998 telah menerima baik tiga rancangan 
buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang 
Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum 
Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;

b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf 
a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang 
memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman 
dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang 
tersebut;

c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam 
tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN
Kepada : Menteri Agama
Untuk

PERTAMA : Menyebarkan uaskan Kompilasi Hukum Islam yang
terdiri dari:
a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
b. Buku II tentang Hukum Kewarisan

c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

131



Sebagai telah diterima dalam Loka Karya di Jakarta pada 
tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk 
digunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat 
yang memerlukannya.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan
penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Jakarta 
Pada tanggal 10 Juni 1991 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

Kepala Biro Hukum 
dan Perundang-undangan

ttd

BAM BANG KESOWO, SH, LL M.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1974 

TENTANG 
PERKAWINAN

DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita
untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya 
Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi 
semua warga negara.

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) 
dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 
IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.
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BABI
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- 

masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.

Pasal 3
(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri 
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang 
bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka 
ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 
tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
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Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut:
1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- 

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- 

isteri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalanr 
perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang: 
kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BABU
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 

Pasal 6
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 

21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup 
dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 
diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan 
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan
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perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin 
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),
(3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 
(enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang 
tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku 
juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan 
tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun 
keatas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 
dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak 
tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 
susuan dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 
dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku, dilarang kawin.
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Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 
kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 
Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain 
dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh 
dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 
tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang- 
undangan tersendiri.

BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN 

Pasal 13
Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14
(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis 

keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, 
pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang 
berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah 
berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai
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berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut 
nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang 
lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti 
tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15
Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari 
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah 
perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16
(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya 

perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 
8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

(2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah 
hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberita
hukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan 
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh 
pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau
dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh
yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.
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Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau 
membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelang
garan dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan 
Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21
(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap 

perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia 
akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin 
melangsungkan perkawinan, oleh pegawai pencatat perkawinan akan 
diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai 
dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan 
permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai 
pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk 
memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan 
penolakan tersebut diatas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan 
memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut 
ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang 
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin 
kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22
Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- 
syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23
Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
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b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan 

setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung 
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu 
putus.

Pasal 24
Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari 
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat 
mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi 
ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam 
daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal 
kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26
(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan 

yang tidak berwenang, walinikah yang tidak sah atau yang 
dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan 
pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas 
dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan 
dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama 
sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang 
dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan 
perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang 
melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 
salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
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(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 
itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan 
haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya 
gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali 

terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan 
atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b 
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik 
sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan 
hukum tetap.

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang 
disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya 
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- 
batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat 

dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 
merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
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BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30
Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31
(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 
dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34
(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugutan kepada Pengadilan.
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BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN 

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 
dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai 
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta 
bendanya.

Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing.

BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA 

Pasal 38
Perkawinan dapat putus karena :
a. kematian,
b. perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak.
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(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 
suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan tersendiri.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
(2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur 

dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana 
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 
keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
isteri.

BAB IX
KEDUDUKAN ANAK 

Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah.

Pasal 43
(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.
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Pasal 44

suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh 
i ,  bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina 

^  ak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
,adilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas 

mintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X
^  HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana 
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka 

yang baik.
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, 

orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu 
memerlukan bantuannya.

Pasal 47
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang 
tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 
didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan 
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila 
kepentingan anak itu menghendakinya.
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Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kek
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang terten 
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus k 
dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwena> 
dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: \
1. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 
tersebut.

BAB XI 
PERWALIAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah 
kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta 
bendanya.

Pasal 51
(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan 

orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan 
di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang 
lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan 
baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta 
bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan keperca
yaan anak itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah 
kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua 
perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
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(5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada 
dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena 
kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut 
dalam Pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai 
wali.

Pasal 54
Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang 
dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut 
dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk 
mengganti kerugian tersebut.

BAB XII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama 
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55
(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran 

yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka 

Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang 
anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti 
yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka 
instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan
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yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang 
bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkawinan diluar Indonesia 

Pasal 56
(1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang 

warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan 
warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum 
yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi 
warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang- 
undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah 
Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor 
Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga 
Perkawinan Campuran

Pasal 57
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini 
ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum 
yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 
berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan 
perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari 
suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut 
cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan 
Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59
(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau 

putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai 
hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
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(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan 
menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60
(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti 

bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang 
berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah 
dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan 
perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang 
berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, 
diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat 
keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan 
memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh 
dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian 
surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka 
keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak 
mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan 
dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperli

hatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat 
keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam 
Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia 
mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan 
tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan dan dihukum jabatan.
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Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 
ayat (1) Undang-undang ini.

Pasal 62

Bagian Keempat 
Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :
1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan 
Umum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 
yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut 
peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65
(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan 

hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini 
maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua 

isteri dan anaknya;
2. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta 

bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua 
atau berikutnya itu terjadi;

3. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang 
terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang 
menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah 
ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang- 
undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia 
Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), 
Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 
1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang 
perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak 
berlaku.

Pasal 67
(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang 

pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan 
pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Januari 1974. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd.

SOEHARTO 
JENDERAL TNI.
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Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Januari 1974 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

SUDHARMONO, SH. 
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1974 

TENTANG 
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM :
1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya 

Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung 
prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang 
selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan 
dalam masyarakat kita.

2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai 
golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:
1. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku 

hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
2. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku 

Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
4. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia 

keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang- 
undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;

5. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara 
Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum 
Adat mereka;
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6. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan 
Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang- 
undang Hukum Perdata.

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan 
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945, sedangkan di lain fihak harus dapat pula menampung 
segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang 
undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan 
ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari 
yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas 
mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan 
zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang- 
undang ini adalah sebagai berikut:
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan 
melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan 
kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil 
dan material.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan 
adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya.itu; dan disamping itu tiap-tiap 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya 
dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat 
keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama 
dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat 
beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang 
suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu 
dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat 
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan 
diputuskan oleh Pengadilan.

154



d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu 
harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 
perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan 
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 
keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya 
perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. 
Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lobih rendah 
bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran 
yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang, inj 
menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi 
wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam 
belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 
yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini 
menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus 
ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang 
Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun 
dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala 
sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan 
bersama oleh suami-isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukurri, maka perkawinan berikut segala 
sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum 
Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang 
telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal 
Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku 
ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang 
pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian 
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. 
Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, 
yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan 
menjadi hak dan kewajiban orang tua.
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Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan 
diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai 
dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan 
kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan 
lain dalam Undang- undang ini.

Pasal 3
1. Undang-undang ini menganut asas monogami.
2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah 

syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi hams 
mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan 
dari salon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
1. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri 

dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai 
pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan hams disetujui 
oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, 
tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, 
tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut 
ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang 
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang- 
undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- 
undang ini.

2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
6. Cukup jelas.

Pasal 2
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Pasal 7
1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu 

ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan- 

ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap 
perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan 
Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

3. Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri 
dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang 
mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat 
dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini 
dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, 
sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama 
lain.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 
Tahun 1954.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
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Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak 
batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing 
tidak menentukan lain.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
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Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk 
taklik-talak.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut 
Hukumnya masing-masing.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum 
agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
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Pasal 39
1. Cukup jelas.
2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian

adalah:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pema

dat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) 

tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa 
alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan 
berlangsung.

d. Salah satu pihak inelakukan kekeiaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami/isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah-tangga.

3. Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.
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Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk 
kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.
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Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019

Pasal 57
Cukup jelas.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 TAHUN 1975 

TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 

1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur 
ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang 
tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAK
SANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 
1974 TENTANG PERKAWINAN.



BABI
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan;
b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama 

Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;
c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Umum;
d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

BABU
PENCATATAN PERKAWINAN 

Pasal 2

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor 
catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang- 
undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku 
bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan 
yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah 
ini.

Pasal 3
(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 

kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan 
dilangsungkan.

164



(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 
10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan 
sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati 
Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau 
oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5
Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat 
kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah 
kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6
(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melang

sungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah 
dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut 
Undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) 
Pegawai Pencatat meneliti pula :
a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. 

Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat 
dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal- 
usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang 
setingkat dengan itu;

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekeijaan dan 
tempat tinggal orang tua calon mempelai;

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon 
mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun;

d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam 
hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya 
isteri;
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e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) 
Undang-undang;

f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal 
perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk 
kedua kalinya atau lebih;

g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/ 
PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya 
anggota Angkatan Bersenjata;

h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh 
Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau 
keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang 
penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7
(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat 

ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan 

sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya 
persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, 
keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada 
orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada 
sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan 
pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan 
dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang 
ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang 
sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:
a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari 

calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah 
seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau 
suami mereka terdahulu;

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
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BAB III
TATACARA PERKAWINAN

Pasal 10

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman 
kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud 
dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu.

(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing 
hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan 
dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11
(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan- 

ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai 
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai 
Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, 
selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat 
yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah 
atau yang mewakilinya.

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah 
tercatat secara resmi.

BAB IV
AKTA PERKAWINAN 

Pasal 12
Akta perkawinan memuat:
a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan 

tempat kediaman suami-isteri;
Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga 
nama isteri atau suami terdahulu;
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b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua 
mereka;

c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang- 
undang;

d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi 

anggota Angkatan Bersenjata;
h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para 

saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekeijaan dan tempat kediaman 

kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13
(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan 

oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan 
dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.

(2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta 
perkawinan.

BAB V
TATACARA PERCERAIAN 

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama 
Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada 
Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia 
bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta 
meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam 
Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
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memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan 
tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk 
menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang 
terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang 
bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga.

Pasal 17
Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian 
yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan 
tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan 
kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu teijadi untuk diadakan 
pencatatan perceraian.

Pasal 18
Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan 
sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat teijadi karena alasan atau alasan-alasan :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
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f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga.

Pasal 20

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya 
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
tergugat.

(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui 
atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian 
diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

(3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan 
perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. 
Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat 
melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21
(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, 

diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) 

tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan 

sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22
(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, 

diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup 

jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan 
pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- 
orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23
Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat
hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai
dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan
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perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan 
Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan 
bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24
(1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat 

atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin 
ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk 
tidak tinggal dalam satu rumah.

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat 
atau tergugat, Pengadilan dapat:
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan 

pendidikan anak;
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 

barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau 
barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang 
menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum
adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26
(1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan 

perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan 
dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

(2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi 
Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk 
oleh Ketua Pengadilan Agama.

(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila 
yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan 
melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.

(4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan 
secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau 
kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
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(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27
(1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 

ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada 
papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu 
atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh 
Pengadilan.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass 
media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan 
tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) 
dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) 
dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa 
hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak 
beralasan.

Pasal 28
Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia 
setempat.

Pasal 29

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat- 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan 
perceraian.

(2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan 
perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan 
diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau 
kuasa mereka.

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 
ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang- 
kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan 
perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.
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Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri 
atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31
(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan 

kedua pihak.
(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan 

pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian 
baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian 
dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian 
dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34
(1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya 

terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor 
pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama 
Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk 
berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan 
sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai 
kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai 
Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang 
diperuntukkan untuk itu.
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(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan 
daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, 
maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa 
bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat 
perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat 
pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi 
perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan 
kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi 
tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu 
mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36
(1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah 

perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk 
dikukuhkan.

(2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata- 
kata “dikukuhkan” dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri 
dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.

(3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah 
diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali 
putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI
PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38
(1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak 

yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat 
tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
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(2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan 
sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

(3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan 
perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara 
tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah 
ini.

BAB VII
WAKTU TUNGGU 

Pasal 39

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 

ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi 

yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan 
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak 
berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan 
hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena 
perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum 
pernah terjadi hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu 
dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena 
kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII
BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia 
wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.
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Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa m engenai:
a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 

lagi, ialah :
-  bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
-  bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan;
-  bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan 
maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 
persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 
hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
-  surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani 

oleh bendahara tempat bekerja; atau
-  surat keterangan pajak penghasilan; atau
-  surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 
isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari 
suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42
(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, 

Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat- 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan 
beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43
Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk 
beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang 
berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
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Pasal 44
Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang 
suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 45

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, m aka:
a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 

10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan 
hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima 
ratus rupiah);

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini 
dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima 
ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan 
pelanggaran.

BAB X 
PENUTUP

Pasal 46
Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, 
maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan 
tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan 
Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh 
telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri 
Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama 
maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49
(1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
(2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan 

secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 April 1975 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

SOEHARTO 
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 April 1975 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 12
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m
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 TAHUN 1975 

TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 

1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

U M U M :

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif 
masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang 
menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan 
perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, 
tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan 
perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari 
seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah- 
masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan 
mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya 
Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan 
secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 
Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan 
langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk petunjuk pelaksanaan 
dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari 
Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam 
Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu
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ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan 
Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1) dan (2)

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka 
pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni 
Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan 
Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya.

Ayat (3)
Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara 
pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus 
yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur 
dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan 
Pemerintah ini.

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera 
melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) 
hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan 
segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, 
maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan 
permohonan dispensasi.

180



Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus 
dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau 
oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan 
yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara 
lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat 
dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon 
mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan 
perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan 
kuasa khusus.

Pasal 5
Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka 
dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantum
kan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka 
yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama 
kecilnya saja ataupun namanya saja.
Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat 
dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.
Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan 
ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya 
hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang 
beragama Islam.

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf f

Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang 
meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. 
Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan 
keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan 
mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain 
yang sah, atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah 
oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 4
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Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “diberitahukan kepada mempelai atau 
kepada orang tua atau kepada wakilnya”, adalah bahwa 
pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus 
ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu 
yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan 
perkawinan.

Pasal 8
Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan 
kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan 
bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu 
diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan 
kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9
Pengumuman dilakukan:
-  di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi 

wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan
-  di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman 

masing-masing calon mempelai.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di 
dalam pasal ini mempakan ketentuan minimal sehingga masih 
dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor 
akta, tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun
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pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; 
tandatangan para mempelai Pegawai Pencatat; para saksi, dan bagi 
yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari 
maskawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang 
memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Huruf f; Persetujuan yang dimaksud di sini dinyatakan secara 
tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan. 
Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut 
mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi 
anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai 
talak.

Pasal 15.
Cukup jelas.

Pasal 16
Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya 
alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk 
mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian 
menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang 
tersebut.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.
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Pasal 20
Ayat (1)

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri 
yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh 
seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
agama Islam.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya 
dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan 
prinsipiil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak 
berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan 
pertimbangan demi kebaikan suami-isteri itu beserta anak- 
anaknya.

Ayat (2)
Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri 
tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya 
memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas
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kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga 
jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama 
oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami 
menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang 
demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami- 
isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian' bagi 
pihak ketiga.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang 
demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi 
dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak 
didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud 
Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
A y a t(l)

Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang 
pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha 
mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena
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makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin 
baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi 
keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi 
anak-anaknya.

Ayat (2)
Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan 
sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi 
mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna 
menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus 
diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari 
secara baik isi gugatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu 
suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi 
kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan 
membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya 
yang diperlukan.

Pasal 31
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam 
pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak 
terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam 
perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu 
belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah 
pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan 
lain yang dianggap perlu.

Pasal 32
Cukup jelas.
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Pasal 33
Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan 
tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang 
tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi 
pemeriksaan saksi-saksi.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang 
dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami 
atau isteri untuk melakukan perceraian.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan 
Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah 
mempunyai kekuatan hakim yang tetap.
Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan 
Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum 
dilakukan pengukuhan.
Pengukuhan tersebut bersifat administratip; Pengadilan Negeri 
tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan 
Agama dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37
Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa 
akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap 
keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan 
terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar 
Pengadilan.
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Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara 
wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan 
kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia 
dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian 
itu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan 
sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu 
surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak 
mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan 
sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan 
yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44.
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Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 
Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan- 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan 
Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu ketentuan yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan 
perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan 
Peraturan Pemerintah ini yakni apabila :
a. peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang 

sama dengan Peraturan Pemerintah;
b. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap 

pengaturannya;
c. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan 

Peraturan Pemerintah.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3050
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HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA 
(Analisis Terhadap Buku II Kompilasi Hukum Islam)

A b s t r a c t :  the compilation o f Islamic law (KHI) consists o f  
three books: book one concerns o f marriage; book two concerns o f  
inheritance, and book three concerns o f  religious endowment. 
Unlike book one and book three which have other legislation 
regulating them i.e. Law No. 1/1974 o f marriage, Government 
Regulation No. 9/1975 o f marriage and Law No. 41/2004 o f  
religious endowment, book two o f the KHI have no other 
supporting legislation whilst articles available in the book two are 
very limited. Hence, there are many jurisprudential questions left 
by the KHI with regards o f Islamic inheritance in Indonesia.

K a t a  K u n c i : Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, Kepastian 
Hukum

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat 
Islam di dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan 
kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum 
kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu terbatas pada perkara yang bukan 
merupakan hal pokok atau esensial dalam ketentuan waris Islam.

Khusus hukum kewarisan Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan 
dikalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua 
golongan, yaitu: pertama, yang lazim disebut dengan madzhab sunny 
(madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang cenderung bersifat 
patrilineal dan kedua, ajaran Hazairin yang cenderung bilateral.

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui 
dengan hadirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI 
adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fiqh, serta 
bahan-bahan lainnya yang merupakan hokum materil PA dalam 
meyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf. Kehadiran KHI 
ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran 
putusan PA terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya,
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disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada 
dalam kitab- kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang sama antara 
yang satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda 
antara satu PA dengan PA lainnya dalam masalah yang sama.

Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di 
Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan 
tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab 
untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain 
hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan 
masyarakat. Dengan lahirnya KHI, semua hakim di lingkungan PA 
diarahkam kepada persepsi penegakan hukum yang sama.

KHI terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II 
tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pasal-pasal hukum 
perkawinan dalam Buku I yang terdiri dari 170 pasal, telah memuat materi 
hukum yang rinci. Di samping itu selain Buku I KHI juga telah ada UU lain 
yang mengatur tentang perkawinan, sepert i UU no. 1 th. 1974 dan PP no.9 
tahun 1975. Berbeda dengan hukum kewarisan dalam Buku II yang begitu 
singkat jika dibandingkan dengan hukum perkawinan. Hukum kewarisan 
hanya terdiri dari 23 pasal (pasal 171-193). Hukum perwakafan dalam 
Buku III juga singkat, yaitu 15 pasal, namun hukum perwakafan namun 
telah ada perundang - undangan lain yang mengaturnya, yaitu PP no. 28 
tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

Dari uraian di atas tampaknya Buku II KHI ini memerlukan penjelasan 
lebih lanjut, karena banyak hal -hal yang tampaknya belum jelas dan belum 
dijelaskan. Hal ini seperti terlihat dalam perincian kelompok ahli waris, 
belum jelas siapa-siapa orangnya, bagaimana bagian masing-masing dan 
bagaimana tentang konsep pengganti ahi waris. Hal ini dikaitkan dengan 
tujuan dari penyusunan KHI itu sendiri, yaitu untuk terciptanya kesatuan 
pemahaman menuju kesatuan dan terciptanya kepastian hukum.

Dalam KHI buku II ini, walaupun singkat namun memuat beberapa 
masalah. Selain tentang kewarisan dalam Buku II KHI ini juga diatur tentang 
wasiat dan hibah. Adapun dalam tulisan ini hanya dibatasi pada pembahasan 
yang mengatur tentang kewarisan dan hal-hal yang berhubungan dengan 
kewarisan tersebut, terutama tentang kelompok ahli waris dan bagiannya 
masing-masing. Di sini juga akan dibahas tentang konsep pengganti ahli 
waris, hal ini karena terkait erat dengan masalah kewarisan.
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Pengertian Hukum Kewarisan

Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 
ayat (a) yang berbunyi : "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur 
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 
bagiannya masing-masing."

Dari definisi di atas, maka hukum kewarisan menurut KHI mencakup 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris
2. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris
3. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
4. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan 

dari pewaris kepada ahli waris
5. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing.

Dari definisi ini juga tampak unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, 
ahli waris dan harta warisan atau tirkah.

Pewaris
Tentang pewaris tercantum dalam pasal 171 ayat (b): "Pewaris adalah 

orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal 
berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meniggalkan ahli waris 
dan harta peninggalan."

Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan 
disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki 
ataupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang 
syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik 
secara hakiki, hukum atau takdiri.

Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan 
beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat- 
syarat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam fiqh mawaris.

Ahli Waris
Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat ( c ): 

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
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hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Dari pasal 171 ayat (c) ini, pertama, menurut penulis perlu adanya 
penyempurnaan redaksi, karena jika diperhatikan redaksi tersebut seakan- 
akan yang meninggal itu adalah ahli waris, padahal yang dimaksud tentunya 
bukan demikian. Kedua, dari pengertian ahli waris di atas tidak disebutkan 
apakah ahli waris tersebut disyaratkan hidup atau tidak seperti telah 
diutarakan oleh para ulama fiqh mawaris bahwa salah satu syarat terjadinya 
pewarisan adalah hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, baik secara 
hakiki maupun hukum. Untuk yang kedua ini perlu penjelasan, karena hal 
ini akan terkait dengan pasal 185 tentang ahli waris pengganti, apakah 
mereka mewaris karena imperatif atau sebagai alternatif untuk mencapai 
keadilan seperti ditempuh oleh wasiat wajibah atau secara otomatis dan 
seharusnya mereka mendapatkannya seperti pendapat Hazairin.

Menurut penulis untuk penyempurnaan redaksi tersebut adalah : "Ahli 
waris adalah orang yang masih hidup atau dinyatakan masih hidup oleh 
putusan pengadilan pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan 
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan 
tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Selanjutnya ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut di atas 
pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fiqh Islam, dengan 
pengecualian laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak, karena 
di Indonesia tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan ada penambahan 
ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki maupun perempuan dari anak 
perempuan bersamaan anak laki-laki, di mana anak perempuan tersebut telah 
meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Dari pasal-pasal 174, 181, 182 dan 185, dapat dilihat bahwa ahli waris 
tersebut terdiri atas :
1. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, 

paman, kakek dan suami.
2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, 

nenek dan isteri
3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah 

seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki- laki atau 
perempuan. Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat 
disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan; beragama Islam. Tentang 
beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam pasal 172
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KHI: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari 
kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan 
bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut 
ayahnya atau lingkungannya."

4. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun 
tentang hidupnya ahli waris di saat meninggalnya pewaris, seperti 
disyaratkan oleh para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini, dan 
menurut penulis hal ini perlu ditegaskan.

A d a n y a  H a r t a  P e n i n g g a l a n  ( T i r k a h ) .

Hal ini berarti jika pewaris tidak meninggalkan tirkah, maka tidak akan 
terjadi pewarisan. Adapun pengertian tirkah di kalangan para ulama ada 
beberapa pendapat. Ada yang menyamakan dengan pengertian maurus (harta 
waris) ada juga yang memisahknnya, yaitu bahwa tirkah mempunyai arti 
yang lebih luas dari maurus. KHI yang merupakan intisari dari berbagai 
pendapat para ulama, memberi kesimpulan terhadap definisi tirkah, yaitu 
seperti dalam pasal 171 ayat (d) : "Harta peninggalan adalah harta yang 
ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi 
miliknya maupun hak-haknya."

Sedangkan tentang harta waris dijelaskan pada pasal 171 ayat (e) 
'"Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama 
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan 
pemberian untuk kerabat."

Dari pengertian di atas, dikatakan, bahwa secara umum harta 
peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah berupa :
1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang, 

termasuk piutang yang akan ditagih.
2. Harta kekayaan yang berupa hutang-hutang dan harus dibayar pada saat 

seseorang meninggal dunia
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing- 

masing.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh suami atau isteri, 

misal harta pusaka dari suku mereka yang dibawa sebagai modal 
pertama dalam perkawinan yang harus kembali pada asalnya, yaitu 
suku tersebut.
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Jadi yang menjadi harta warisan ialah harta yang merupakan 
peninggalan pewaris yang dapat dibagi secara induvidual kepada ahli waris, 
yaitu harta peninggalan keseluruhan setelah dikurangi dengan harta bawaan 
suami atau isteri, harta bawaan dari klan dikurangi lagi dengan biaya untuk 
keperluan pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran 
hutang si mati dan wasiat.

Dari pengertian ini tampaknya KHI membedakan antara pengertian 
tirkah dan maurus .

Halangan Menjadi Ahli Waris
Salah satu syarat terjadinya pewarisan adalah tidak adanya halangan 

pewarisan. Terhalangnya seseorang menjadi ahli waris dalam KHI 
disebutkan pada pasal 173, yang berbunyi sebagai berikut:
"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang 
telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena :
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat pada pewaris.
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 
hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".

Ketentuan terhalangnya seorang ahli waris sebagaimana disebutkan di 
atas, merupakan perluasan dari ketentuan mawani' al irs menurut para ulama 
dalam fiqh mawaris. Ketentuan di atas tampaknya diadopsi dari BW pasal 
838 tentang ketentuan orang-orang yang tidak pantas (onwardig)  untuk 
menerima warisan bagi kelompok ahli waris karena kematian (wettelijk 
erfrecht).

Jika dibandingkan terhalangnya seseorang menjadi ahli waris menurut 
KHI dengan mawani' al irs dalam fiqh mawaris tampak bahwa yang 
terkandung dalam pasal 173 ini hanya pembunuhan. Adapun perbudakan dan 
berlainan agama tidak ada. Untuk perbudakan mungkin dapat diterima, 
karena di Indonesia tidak ada perbudakan. Adapun tentang berbeda agama 
walaupun tidak dicantumkan dalam pasal 173 yang mengatur tentang 
halangan seseorang menjadi ahli waris, namun sebenarnya KHI juga 
mengakui bahwa perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan juga. Hal 
ini seperti diatur dalam pasal 171 ayat (b) dan ayat (c) tentang pewaris dan 
ahli waris yang harus beragama Islam. Dari kedua ayat ini dapat diketahui
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bahwa beragama Islam menjadi salah satu syarat bagi pewaris dan ahli waris 
agar terjadi pewarisan. Karena beragama Islam menjadi salah satu syarat 
terjadi pewarisan, maka berbeda agama menjadi salah satu penghalang 
pewarisan. Jadi akan lebih baik apabila 173 yang mengatur tentang 
terhalangnya seseorang menjadi ahli waris ditambah dengan berbeda agama.

Kelompok Ahli Waris
Dalam KHI pengelompokan ahli waris diatur pada pasal 174, 

selengkapnya pasal tersebut berbunyi:
1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, 
anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan 
perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan 
dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan

hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pengelompokan ahli waris seperti di atas, merupakan pengelompokan 
berdasarkan sebab-sebab terjadinya pewarisan, yaitu karena hubungan darah 
(nasabiyah), dan karena perkawinan (sababiyah). Jika dibandingkan dengan 
pengelompokan ahli waris menurut fiqh mawaris, tampaknya KHI tidak 
mencantumkan ahli waris karena hubungan wala atau perbudakan, ini karena 
di Indonesia tidak mengenal perbudakan. Selanjutnya menurut para ulama, 
dalam fiqh mawaris pengelompokan ahli waris itu juga terbagi atas tiga 
kelompok lain, yaitu: dzawi al furudh, ashabah dan dzawi al arham.

Jadi menurut para ulama dalam fiqh mawaris terdapat pengelompokan 
yang jelas tentang ahli waris dan bagiannya serta cara membagikan bagian 
tersebut kepada masing-masing ahli waris.

Hal ini jika dibandingkan dengan KHI, seperti yang tercantum dalam 
pasal 174, tampak bahwa pengelompokan ahli waris dalam fiqh mawaris 
lebih jelas dari pengelompokan ahli waris dalam KHI pasal 174. KHI hanya 
menyebutkan ahli waris berdasarkan nasabiyah dan sababiyah saja. Adapun 
istilah dzawi al furudh dan ashabah tidak disebutkan dalam pengelompokan 
ahli waris tetapi disebutkan dalam pasal tentang aul dan radd ll Sedang 
tentang dzawi al arham, KHI tidak pernah menyebut istilah ini, baik dalam 
pasal-pasal maupun dalam penjelasannya.
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Dari uraian di atas bisa dilihat bahwa walaupun KHI tidak menyebutkan 
dzawi al furudh dan ashabah dalam pasal yang mengatur tentang 
pengelompokan ahli waris namun secara eksplisit KHI mengakuinya, seperti 
tercantum dalam pasal 192 dan 193, namun di sini masih belum jelas siapa- 
siapa saja yang termasuk dalam kedua kelompok tersebut dan bagaimana 
penentuan bagian masing-masing.

Selanjutnya dalam pasal 174 ini, masih ada beberapa hal yang menjadi 
pertanyaan berkenaan dengan pengelompokan ahli waris, seperti kakek dan 
nenek, siapakah yang dimaksud? Karena menurut ulama sunni dalam fiqh 
mawaris kakek dan nenek itu tidak semua sama. Mereka dibedakan antara 
kakek dan nenek yang shahih adalah termasuk dzawi al furudh atau ashabah 
dan kakek dan nenek ghair ash shaih yang termasuk dalam dzawi al arham. 
Ataukah KHI tidak membedakan kakek dan nenek seperti penggolongan 
sunni tersebut, seperti yang dianut oleh madzhab Ja'fariyah.

Dari uraian di atas, nampak bahwa KHI tidak menyebut istilah dzawi al 
arham. KHI juga tidak mengatur secara jelas apa nama kelompok bagi ahli 
waris yang termasuk dzawi al arham tersebut. Mereka yang termasuk dzawi 
al arham ini antara lain adalah kakek ghair ash shaih seperti ayah dari ibu 
pewaris, anak-anak dari saudara perempuan dan saudara perempuan dari 
ayah. Dari sini dapat diketahui bahwa KHI belum secara jelas mengatur 
pengelompokan ahli waris tersebut. Demikian juga urutan prioritas 
penerimaannya.

Ketidakjelasan pengelompokan tersebut akan menimbulkan persepsi 
yang berbeda dalam penyelesaian kasus kewarisan. Pemahaman ini mungkin 
akan berbenturan antara penyelesaian menurut fiqh mawaris sebagaimana 
dikemukakan oleh para ulama, dengan yang diinginkan oleh KHI itu sendiri, 
atau dengan dugaan bahwa KHI tidak mengenal kelompok dzawi al arham. 
Karena dalam madzhab Syi'ah yaitu Ja'fariyah tidak mengenal 
pengelompokan ahli waris atas tiga kelompok seperti ulama sunni di atas, 
demikian pula kewarisan Islam yang pernah ditawarkan Hazairin.

Beberapa contoh kasus yang mungkin menimbulkan permasalahan 
dalam penyelesaiannya antara lain sebagai berikut:
1. Ahli waris terdiri dari nenek, yaitu ibu dari ibu pewaris (ummu ummi al 

mayyit) dan kakek, yaitu ayah dari ibu pewaris (Abu ummi al mayyit). 
Nenek dalam contoh di atas termasuk dzawi al furudh (jaddat 
shahihat), sedang kakek termasuk dzawi al arham (Jadd ghair shahih). 
Menurut para ulama dalam fiqh mawaris, harta warisan seluruhnya 
jatuh ke tangan nenek melalui jalur r add, sedang kakek tidak mendapat 
bagian sama sekali. Dalam hal ini KHI tidak jelas mengaturnya, apakah
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terhadap kakek yang termasuk dzawi al arham tersebut KHI memberi 
bagian atau tidak.

2. Ahli waris terdiri dari nenek, yaitu ibu dari ayah dari ibu pewaris 
(;ummu abi ummi al mayyit) dan cucu laki-laki dari saudara laki-laki 
kakek shahih (Ibnu ibni akhi al j  add ash shahih). Dalam contoh ini 
nenek termasuk dzawi al arham (jaddat ghair ash shahihat), sedangkan 
cucu dari saudara kakek termasuk kelompok ashabah. Jadi harta 
warisan jatuh seluruhnya kepada cucu dari saudara kakek tersebut, 
sedang nenek tidak mendapat bagian. KHI dalam contoh di atas tidak 
jelas mengaturnya, sebab tidak menyebutkan secara jelas rincian nenek 
dan urutan prioritas penerimaan ahli waris.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam KHI perlu dipertegas tentang 
pengelompokan ahli waris dan perioritas penerimaannya. Hal ini sangat 
penting untuk tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam rangka 
kesatuan persepsi menuju kejelasan dan kesatuan serta kepastian hukum. 
Sebagai acuan pengelompokan tersebut, bisa dipakai pengelompokan ahli 
waris menurut pendapat para ulama dalam fiqh mawaris, terutama dari flqh 
sunni yang telah lama dianut oleh umat Islam di Indonesia termasuk prioritas 
penerimaannya.

Ahli Waris Pengganti

Tentang ahli waris pengganti ini dalam KHI diatur dalam pasal 185 
KHI. Adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:
1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 
tersebut dalam pasal 173.

2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli 
waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 185 
tersebut merupakan hal yang baru dalam hukum kewarisan Islam di 
Indonesia. Menurut Yahya Harahap bahwa ketentuan ini merupakan 
terobosan terhadap penyelewengan hak cucu atas harta warisan ayah, apabila 
ayah meninggal lebih dahulu dari pada kakek.

Dari pengertian ahli waris pengganti yang diberikan oleh Yahya 
Harahap tersebut, menurut penulis KHI tidak memberi batasan yang jelas,
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maka pemahaman tentang ahli waris pengganti seperti dimaksud pasal 185 
ayat (1) itu dapat diartikan secara luas. Sehingga pengertian ahli waris yang 
digantikan itu meliputi garis lurus ke bawah dan juga dari garis 
menyamping. Jadi pasal ini selain bisa menampung cucu dari pewaris baik 
dari anak laki-laki atau perempuan juga bisa menampung anak-anak 
(keturunan) saudara-saudara yang lebih dahulu meninggal dunia dengan 
tentunya tetap memperhatikan aturan hijab menghijab antara derajat yang 
lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

Pengaturan tentang cucu yang terhalang oleh saudara orang tuanya 
yang masih hidup inipun telah diatur di negara-negara Islam lainnya. Seperti 
Mesir yang memberlakukan wasiat wajibah, yang diikuti oleh Sudan, 
Suriah, Maroko, dan Tunisia dengan beberapa variasi. 15 Menurut Yusuf 
Qardhawi, pemerintah Mesir menjadikan wasiat wajibah dalam perundang- 
undangan merupakan perpaduan ijtihad iniqa’I  (selektif) dan insya’I  
(kreatif).

Abu Zahrah menambahkan kenyataan sering anak-anak yang kematian 
ayah tersebut hidup dalam kemiskinan, sedang saudara-saudara ayahnya 
hidup dalam kecukupan. Anak yatim tersebut menderita karena kehilangan 
ayah dan kehilangan hak kewarisan. Memang biasanya seseorang berwasiat 
untuk cucu yatim itu. Tetapi sering pula ia meninggal sebelum 
melakukannya, karena itulah Undang-Undang mengambil alih aturan yang 
tidak dikenal dalam madzhab-madzhab empat, tetapi menjadi pendapat 
beberapa ulama lain.

Kalau negara-negara Islam, seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia 
memasukkan cucu atau cucu-cucu dalam kasus tersebut dengan wasiat 
wajibah dengan beberapa variasi. Sedangkan Pakistan dan Indonesia 
memakai konsep ahli waris pengganti.

Hal yang perlu diperhatikan dari pasal 185 ini adalah bahwa isi pasal 
tersebut tidak bersifat imperatif (selalu digantikan) oleh anaknya. 18 Tetapi 
pasal ini bersifat tentatif atau altematf. Hal mana diserahkan kepada 
pertimbangan hakim Peradilan Agama menurut kasus demi kasus. Hal ini 
bisa dilihat dari kata d a p a t  dalam pasal tersebut. Sifat alternatif atau tidak 
imperatif dalam pasal 185 sudah tepat, sebab tujuan dimasukkannya ahli 
waris pengganti dalam KHI karena melihat pada kenyataan dalam beberapa 
kasus, kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu pewaris.

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa bagian ahli waris pengganti 
tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, 
bahwa pengganti ahli waris sebenarnya bukan ahli waris, tetapi mendapat 
waris karena keadaan atau pertimbangan tertentu. Kalau mereka itu sejak
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dari semula dianggap sebagai ahli waris yang kini menjadi pengganti ahli 
waris, tentu tidak diperlukan pembahasan khusus seperti yang disebutkan 
dalam ayat (2). Adanya ayat (2) ini sudah tepat sekali sehingga ahli waris 
yang sesungguhnya tidak akan terlalu dirugikan.

Penutup
Materi pengaturan hukum kewarisan dalam Buku IIKHI di samping memuat 
hal-hal baru dalam pewarisan Islam juga terdapat kekurang sempumaan dan 
tampak masih banyak yang belum jelas, sehingga masih perlu 
disempurnakan. Namun demikian, ketentuan muatan hukum kewarisan 
sebagai bagian dari fiqh Indonesia yang juga berdimensi q a n u n  (hukum 
positif) bagi negara Indonesia perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk 
diterapkan. Terutama bagi instansi terkait dan masyarakat yang memerlu
kannya. Hal ini sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum yang 
selama ini dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia.
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NOMOR 41 TAHUN 2004 

TENTANG 

WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang 
memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola 
secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum;

b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah 
lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang 
pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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M EMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.

BAB I

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 
menurut syariah.

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara 

lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda 
miliknya.

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif 
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 
dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi 
menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, 
adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk 
membuat akta Ikrar wakaf.

7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia.

8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.
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BABU
DASAR-DASAR WAKAF

Bagian Pertama 
Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3
Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua 
Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda 
wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum.

Bagian Ketiga 
Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:
a. Wakif;
b. Nazhir;
c. Harta Benda Wakaf;
d. Ikrar Wakaf;
e. peruntukan harta benda wakaf;
f. jangka waktu wakaf.
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Bagian Keempat 
Wakif

Pasal 7

Wakif m eliputi:
a. perseorangan;
b. organisasi;
c. badan hukum.

Pasal 8

(1) W akif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :
a. dewasa;
b. berakal sehal;
c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya 
dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 
mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan 
anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) W akif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan 
hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum 
sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima 
Nazhir

Pasal 9

Nazhir m eliputi:
a. perseorangan;
b. organisasi;
c. badan hukum.
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Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya
dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat
menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya
dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan
c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11
Nazhir mempunyai tugas :
a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir 
dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan
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pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% 
(sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam 
Harta Benda Wakaf

Pasal 15
Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan 

dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:
a. benda tidak bergerak; dan
b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
m eliputi:
a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar;

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
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d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, m eliputi:
a. uang;
b. logam mulia;
c. surat berharga;
d. kendaraan;
e. hak atas kekayaan intelektual;
f. hak sewa; dan
g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang bertaku.

Bagian Ketujuh 
Ikrar Wakaf

Pasal 17
(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan 

PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara 
lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh 
PPAIW.

Pasal 18
Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak 
dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena atasan yang dibenarkan 
oleh hukum, W akif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang 
diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19
Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakaf atau kuasanya menyerahkan 
surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.
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Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :
a. dewasa;
b. beragama Islam;
c. berakal sehat;
d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat:
a. nama dan identitas Wakif;
b. nama dan identitas Nazhir;
c. data dan keterangan harta benda wakaf;
d. peruntukan harta benda wakaf;
e. jangka waktu wakaf.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan 
Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22
Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya 
dapat diperuntukan b a g i:
a. sarana dan kegiatan ibadah;
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 23

(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, 
Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang 
dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan 
Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat 
dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu 
pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, 
kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26
(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah 

pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.

(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak 
sebagai kuasa wakaf.

(3) W akaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam 
Undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, 
atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat 
memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan 
wasiat.
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Bagian Kesepuluh
Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang 

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga 
keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29
(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang 
dilakukan secara tertulis.

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga keuangan syariah kepada 
Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30
Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda 
wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN 

HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi 
yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf 
ditandatangani.
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Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32, PPAIW menyerahkan:
a. salinan akta ikrar wakaf;
b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait 

lainnya.

Pasal 33

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35
Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir 
melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan 
Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah 
peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara 
pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta 
benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat 
harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan 
pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB IV
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :
a. dij adikan j aminan;
b. disita;
c. dihibahkan;
d. dijual;
e. diwariskan;
f. ditukar; atau
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f  dikecualikan 

apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk 
kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
tidak bertentangan dengan syariah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas 
persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan 
pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar 
dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya 
sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42
Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
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Pasal 43

(1) Rengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengetolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 
dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga 
penjamin syariah.

Pasal 44
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir 

dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali 
atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila 
harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan 
peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir 

diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang 
bersangkutan:
a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undanga’n yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau 
Nazhir badan hukum;

c. atas permintaan sendiri;
d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar 

ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku;

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh 
Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan
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dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang 
ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan 
Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
BADAN WAKAF INDONESIA 

Bagian Pertama 
Kedudukan dan Tugas

Pasal 47
(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, 

dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam 

melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau 
Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49
(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :

a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf;

b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
berskala nasional dan internasional;

c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan 
dan status harta benda wakaf;

d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
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f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan 
Wakaf Indonesia dapat bekeijasama dengan instansi Pemerintah baik 
Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan 
internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan 
Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan 
Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua 
Organisasi

Pasal 51

(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan 
Pertimbangan.

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 
(satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari 
dan oleh para anggota.

(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan 
Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.
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Bagian Ketiga 
Anggota

Pasal 53
Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua 
puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari 
unsur masyarakat.

Pasal 54
(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap 

calon anggota harus memenuhi persyaratan :
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani;
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di 

bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang 
ekonomi syariah; dan

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan 
perwakafan nasional.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan 
mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf 
Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 55
(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden.
(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat 

dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.
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Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 
3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf 
Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.

(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada 
Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan 
Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh 
Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya 
masa j abatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima 
Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah 
wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam 
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, per
syaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata 
kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.
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Bagian Ketujuh 
Pertanggungjawaban

Pasal 61

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia 
dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit 
independen dan disampaikan kepada Menteri.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 
kepada masyarakat.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah 
untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, 
atau pengadilan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tu juan dan fungsi wakaf.

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan 
Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64
Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat 

melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan 
internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.
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Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan 
publik.

Pasal 65

Pasal 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63,
Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA 

DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama 
Ketentuan Pidana

Pasal 67
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, 

menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak 
lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf 
yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/  
atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda 
wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil 
fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah).
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Bagian Kedua 
Sanksi Administratif

Pasal 68

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak 
didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan 
PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang 

wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan 

PPAIW.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 69
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, wakaf yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sebelum diundangkannya Undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai 
wakaf menurut Undang-undang ini.

(2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan 
diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini 
diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti 
dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- 
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd..

Dr. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Oktober 2004

MENTERI SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 159
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2004 

TENTANG 

WAKAF

L UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi 
yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat 
ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, 
perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak 
hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi 
juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk 
memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan 
pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum 
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus 
harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar 
atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. 
Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau 
ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli 
atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya
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dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, 
fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan 
hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk 
Undang-undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai 
perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan 
dicantumkan kembali dalam Undang-undang ini, namun terdapat pula 
berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna 
melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan 
bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam 
akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak 
memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan 
harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan 
wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat 
umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum 
cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah 
dan bangunan, menurut Undang-undang ini Wakif dapat pula 
mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf 
bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam 
mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intetektual, hak 
sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan 
melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan 
hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang 
keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan 
syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui 
Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif 
untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan 
sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan
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kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat 
ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan 
harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi 
dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan 
prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.

4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak 
ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan 
kemampuan profesional Nazhir.

5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf 
Indonesia yang dapat mempunyai perwakafan di daerah sesuai 
dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen 
yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan 
pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan 
internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan 
dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan 
pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di 
bidang perwakafan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan 
hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga
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negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau 
badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan 
hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi 
Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14 
Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk 
mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16 
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah 
dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan 
kitab.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda 
wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar 
diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran 
adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
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Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.
Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para 
ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan 
hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Pasal 29
Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan 
kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan 
Pertanahan Nasional.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain 
uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.
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Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain 
uang yang tidak terdaftar ( u n r e g i s t e r e d  g o o d s )  adalah Badan Wakaf 
Indonesia.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan 
Pertanahan Nasional.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain 
uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain 
uang yang tidak terdaftar ( u n r e g i s t e r e d  g o o d s )  adalah Badan Wakaf 
Indonesia.
Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah 
surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang 
berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan 
tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan 
Pertanahan Nasional.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain 
uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain 
uang yang tidak terdaftar ( u n r e g i s t e r e d  g o o d s )  adalah Badan Wakaf 
Indonesia.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah 
dengan memasukan data tentang harta benda wakaf dalam register
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umum. Dengan dimasukannya data tentang harta benda wakaf dalam
register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga
masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan 
secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, 
penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, 
pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, 
pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar 
swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun 
sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan 
dengan syariah.
Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan 
hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu 
kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim 
asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
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Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah 
dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan 
pemerintah daerah setempat.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.
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Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa 
dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh 
para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil 
menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa 
kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase 
syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa 
tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah 
syar'iyah.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.
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Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4459
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara 
hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan 
bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan 
menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam 
hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, 
kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang 
mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;

c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, 
kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut 
adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman;

d. bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan 
hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Agama yang selama ini masih beraneka karena 
didasarkan pada:
1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan 

Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152
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dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 
116 dan 610);

2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan 
Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan 
Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 
638 dan 639);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura 
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan 
untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang- 
undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum 
aeara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Mengingat : L Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 24, dan Pasal 25 
Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2951);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama 
Pengertian

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama 

Islam.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di 

lingkungan Peradilan Agama.
3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada 

Pengadilan Tinggi Agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor 

Urusan Agama.
5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru 

Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Bagian Kedua 
Kedudukan

Pasal 2
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 
perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 3
(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan 

o leh :
a. Pengadilan Agama;
b. Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada 
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
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Bagian Ketiga 
Tempat Kedudukan

Pasal 4

(1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota 
kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau 
kabupaten.

(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Bagian Keempat 
Pembinaan

Pasal 5

(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah 
Agung.

(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan 
dilakukan oleh Menteri Agama.

(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan 
memutus perkara.

BABU
SUSUNAN PENGADILAN

Bagian Pertama 
U mu m

Pasal 6
Pengadilan terdiri dari:
1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat 

Banding.
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Pasal 7

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 9

(1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, 
Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

(2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim 
Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pasal 10

(1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang 
Wakil Ketua.

(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan 
seorang Wakil Ketua.

(3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita 

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 

Pasal 11

(1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan 

tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 12
(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai 

negeri dilakukan oleh Menteri Agama.
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(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan 
memutus perkara.

Pasal 13

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang 
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 

Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang 
yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan 
Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;

f. pegawai negeri;
g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan 
Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun 
sebagai Hakim Pengadilan Agama.

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i;
b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua 

atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun 
sebagai Hakim Pengadilan Agama.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama 
diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai 
Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) 
tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat 
Ketua Pengadilan Agama.
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(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama 
diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai 
Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau, sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat 
Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 15
(1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara 

atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah 
Agung.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh 
Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 16
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wajib 

mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai 
berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan 
saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau 
cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu 
kepada siapa pun juga".
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung 
atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". 
"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan 
ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang- 
undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik 
Indonesia".
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan 
saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan 
orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik- 
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil 
Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam 
menegakkan hukum dan keadilan".

(2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh 
Ketua Pengadilan Agama.
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(3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua 
Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi 
Agama.

(4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua 
Mahkamah Agung.

Pasal 17

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim 
tidak boleh merangkap menjadi:
a. pelaksana putusan Pengadilan;
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara 

yang diperiksa olehnya;
c. pengusaha.

(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya karena:
a. permintaan sendiri;
b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
c. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, 

dan Hakim Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun 
bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan 

sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden 
selaku Kepala Negara.

Pasal 19
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat 

dari jabatannya dengan alasan :
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a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas 

pekerjaannya;
d. melanggar sumpah j abatan;
e. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan e 
dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya 
untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta 
tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung 
bersama-sama dengan Menteri Agama.

Pasal 20

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya
diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 21

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan 
hormat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat 
diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala 
Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua 
Mahkamah Agung.

(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

(1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang 
diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut 
diberhentikan sementara dari jabatannya.

(2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara 
pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang- 
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa 
ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
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Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan 
hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara 
serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 24
(1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.
(2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, 

dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya

atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah
Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam h a l:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam 

dengan pidana mati, atau
c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan 

negara.

Paragraf 2
Panitera

Pasal 26
(1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin 

oleh seorang Panitera.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu 

oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa 
orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama 
dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, 
dan beberapa orang Panitera Pengganti.
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Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama, seorang 
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana muda 

hukum yang menguasai hukum Islam;
f. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil 

Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, 
atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, 

dan d;
b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum 

Islam;
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil 

Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan 
Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan 
Agama.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, 

d, dan e;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera 

Muda atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan 
Agama.
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Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi 
Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, 

dan d;
b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum 

Islam;
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera 

Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan 
Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan 
Agama, atau menjabat Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 31
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Agama, 

seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, 

d, dan e;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera 

Pengganti Pengadilan Agama.

Pasal 32
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi 

Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, 

d, dan e;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera 

Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai 
Panitera Muda atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti 
Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 33
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama, 

seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, 

d, dan e;
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b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai
negeri pada Pengadilan Agama.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi 
Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, 

d, dan e;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera 

Pengganti Pengadilan Agama atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai 
negeri pada Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 35
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera 

tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang 
berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai 
Panitera.

(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 
lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah 
Agung.

Pasal 36
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti 

Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama.

Pasal 37

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera 
Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam 
oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya 
ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa 
pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa 
pun juga".
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"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau 
tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan 
serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang- 
Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang 
berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini 
dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan 
berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil- 
adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera 
Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan 
hukum dan keadilan".

Paragraf 3 
Juru Sita

Pasal 38
Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita 
Pengganti.

Pasal 39

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas;
f. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru 

Sita Pengganti.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, 

b, c, d, dan e;
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Pasal 40

(1) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul 
Ketua Pengadilan Agama.

(2) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan 
Agama.

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai
pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

Pasal 41
Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti 

diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama.
Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya 
ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa 
pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa 
pun juga".
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesusatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau 
tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan 
serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang- 
Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang 
berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini 
dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan 
berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil- 
adilnya seperti layaknya bagi seorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti yang 
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 42

(1) Kecuali ditentutakan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Juru 
Sita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang 
berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.

(2) Juni Sita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
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(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita selain jabatan 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih 
lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah 
Agung.

Bagian Ketiga 
Sekretaris

Pasal 43

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin 
oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 44

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

Pasal 45
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, 

seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah, atau sarjana muda 

hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi;
f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi 
Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, 

d, dan f;
b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum 

Islam.
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Pasal 47

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 
Agama.

Pasal 48

Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya 
menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah :
bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat 
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan 
Pemerintah;
bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya 
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, 
Pemerintah, dan martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa 
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, 
seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau 
menurut perintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya, akan bekeija dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat 
untuk kepentingan negara".

BAB III
KEKUASAAN PENGADILAN 

Pasal 49

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang :
a. perkawinan;
b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam;
c. wakaf dan shadaqah.
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(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a 
ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang 
mengenai perkawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan 
mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli 
waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50
Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain

dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka
khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih
dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 51

(1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara 
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

(2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di 
tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar- 
Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pasal 52
(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat 

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, 
apabila diminta.

(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain 
oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 53
(1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan 

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah 
hukumnya.

(2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan
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terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga 
agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (1) dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, 
teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.

(4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), dan 
ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa 
dan memutus perkara.

BAB IV
HUKUM ACARA

Bagian Pertama 
Umum

Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada 
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur 
secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimuali sesudah diajukannya 
suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah 
dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 56
(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang 
jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup 
kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 57
(1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA.
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(2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58
(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang.
(2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras- 

kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 59

(1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila 
undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan 
penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa 
pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan 
sidang tertutup.

(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau 
putusannya batal menurut hukum.

(3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

Pasal 60

Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 61
Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan 

banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang 
menentukan lain.

Pasal 62
(1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan- 

alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari
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peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangai oleh Ketua dan 
Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada 
waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.

(3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan 
Panitera yang bersidang.

Pasal 63
Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat 

dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara.

Pasal 64
Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau 

kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya 
menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu 
meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Sengketa Perkawinan

Paragaraf1 
Umum

Pasal 65
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak.

Paragraf 2 
Cerai Talak

Pasal 66
(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang 
guna menyaksikan ikrar talak.
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(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan 
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan 
tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan 
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman pemohon.

(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, 
maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta 
bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan 
cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas
memuat:
a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan 

termohon, yaitu istri;
a. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68
(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat 
permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.

(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan
Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Pasal 70

(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak 
mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka 
Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
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(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri 
dapat mengajukan banding.

(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, 
Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan 
memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang 
tersebut.

(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam 
suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar 
talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak 
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami 
atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau 
wakilnya.

(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari 
sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau 
tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara 
sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan 
perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71
(1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar 

talak.
(2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan 

putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat 
dimintakan banding atau kasasi.

Pasal 72
Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
serta Pasal 85.

Paragraf 3 
Cerai Gugat

Pasal 73

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
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penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan 
tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan 
perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kediaman tergugat.

(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, 
maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pasal 74

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak 
mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, 
sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan 
yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang 
menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat 
mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 
kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk 
memeriksakan diri kepada dokter.

Pasal 76

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk 
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi 
yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami 
istri.

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat 
persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih 
dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi 
hakam.

Pasal 77
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan 

penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang
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mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut 
untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan peng
gugat, Pengadilan dapat :
a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan 

pendidikan anak;
c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang- 

barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang 
menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum 
adanya putusan Pengadilan.

Pasal 80

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat 
gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.

(2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 81

(1) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya 
terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 82
(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha 

mendamaikan kedua pihak.
(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara 

pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar 
negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili 
oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
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(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka 
penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara 
pribadi.

(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan 
pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 83
Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan

perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh
penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pasal 84
(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk 

berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan 
satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang 
wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk 
mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang.disediakan 
untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah 
Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu 
helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan 
pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan 
dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada 
bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai 
salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat 
didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.

(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai 
kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah 
putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan 
kepada para pihak.
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Pasal 85

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau 
pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan 
kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 86

(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta 
bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan 
perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan 
hukum tetap.

(2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih 
dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap tentang hal itu.

Paragraf 4
Cerai Dengan Alasan Zina 

Pasal 87

(1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu 
pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat 
melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan 
tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu 
bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti 
tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat 
maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya 
dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk mene
guhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88

(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) 
dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan 
dengan cara li'an.
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(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) 
dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum 
acara yang berlaku.

Bagian Ketiga 
Biaya Perkara

Pasal 89
(1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat 

atau pemohon.
(2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan 

merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam 
penetapan atau putusan akhir.

Pasal 90
(1) Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, m eliputi:

a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk 
perkara itu;

b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya 
pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;

c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat 
dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam 
perkara itu;

d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah 
Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan 
Mahkamah Agung.

Pasal 91

(1) Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 
harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.

(2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak 
berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, 
harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan 
Pengadilan.

262



BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

Pasal 92

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.

Pasal 93

Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat- 
surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan 
kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Pasal 94

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan 
nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut 
kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

Pasal 95

Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan 
penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.

Pasal 96

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara 
dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 97
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti 

bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang 
Pengadilan.

Pasal 98

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan.
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Pasal 99

(1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di 
Kepaniteraan.

(2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tiap 
perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Pasal 100
Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan 

Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101
(1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan 

atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan 
pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain 
yang disimpan di Kepaniteraan.

(2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak 
boleh dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua 
Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.

(3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau 
putusan, risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh 
Mahkamah Agung.

Pasal 102
Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan 

diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pasal 103
(1) Juru Sita bertugas :

a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan 

pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara- 
cara berdasarkan ketentuan undang-undang,

c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
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(2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan 
yang bersangkutan.

Pasal 104
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Juru Sita diatur 

oleh Mahkamah Agung.

Pasal 105
(1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum 

Pengadilan.
(2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja 

Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 106
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini;

1. semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai 
Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang ini;

2. semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan 
Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan 
Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak 
bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 107

(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:
a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura 

(Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 
Nomor 116 dan Nomor 610);

b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar 
untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur 
(Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar 
Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan

d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen 
Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, 
mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di 
luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yangdilakukan 
berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 108
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- 
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd..

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Desember 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1989 

TENTANG

PERADILAN AGAMA

UMUM

1. Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan 
kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan 
hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana 
perikehidupan yang aman, tenteram, dan, tertib seperti yang 
diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, 
untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang 
bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna 
menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga 
untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, 
ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang 
masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara 
atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan 
Peradilan Agama.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan 
Peradilan Agama sebelum Undang-undang ini adalah :
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a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura 
(Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 
Nomor 610);

b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar 
untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur 
(Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar 
Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengaki
batkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara 
Peradilan Agama.

Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum 
yang merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari 
segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri 
demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama 
dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 
ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar 
terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan 
Peradilan Agama tersebut di atas dan menyesuaikannya dengan 
Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum serta 
mempakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan.

Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Susunan, 
Kekuasaan, dan Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 
Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang 
tercantum dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, 
Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2951).

2. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam 
Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, 
sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1970.
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Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum 
acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang- 
orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, 
hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang 
diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3019).

Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang 
menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian 
masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta 
peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan 
berdasarkan hukum Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara 
dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan 
dipergunakan dalam pembagian warisan.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan 
dalam Lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, 
maka oleh Undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa 
dan Madura serta sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur 
mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada tahun 1937, 
dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama 
di daerah-daerah yang lain.

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding 
terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan 
merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa 
mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

3. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang hams 
dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar 
terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini 
sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam 
menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun 
kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi 
juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Peradilan itu 
sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi Peradilan dalam 
Undang-undang ini dibedakan menumt jenisnya dan dipisahkan
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penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggung
jawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang 
merangkap sebagai Sekretaris.

Selaku Panitera, ia menangani administrasi perkara dan hal-hal 
administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam 
pelaksanaan tugas ini Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 
beberapa orang Panitera Muda.

Selaku Sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti 
administrasi kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan 
tugasnya ia dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Dengan demikian, staf Kepaniteraan dapat memusatkan perhatian 
terhadap tugas dan fungsinya membantu Hakim dalam bidang 
peradilan, sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan 
oleh staf Sekretariat.

4. Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan 
peradilan. Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan 
pemberhentian serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya 
diatur dalam Undang-undang ini.

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala 
Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua 
Mahkamah Agung.

Agar Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman 
bebas dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa, baik 
Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari 
pengaruh Pemerintah dan pengaruh yang lain.

Agar tugas penegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan 
oleh Pengadilan, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan 
persyaratan yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang Hakim, seperti 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil, dan 
berkelakuan tidak tercela.

Untuk memperoleh hal tersebut di atas maka dalam setiap 
pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan atau 
hukuman administrasi terhadap Hakim Pengadilan Agama perlu adanya 
kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan 
Departemen Agama.

Agar para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril 
maupun materiil, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai
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tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya 
para Hakim; demikian pula mengenai kepangkatan dan gajinya.

Untuk lebih mengukuhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim 
serta Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu (keahlian) para Hakim 
dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang 
diatur dalam Undang-undang ini.

Selain itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para Hakim 
untuk merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan 
pengadilan, wali, pengampu, dan setiap jabatan yang bersangkutan 
dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya.

Namun, belum cukup hanya dengan memerinci larangan-larangan 
seperti tersebut di atas. Agar Peradilan dapat beijalan dengan efektif, 
maka Pengadilan Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap 
Pengadilan Agama di dalam daerah hukumnya. Hal ini akan 
meningkatkan koordinasi antar-Pengadilan Agama dalam daerah 
hukum suatu Pengadilan Tinggi Agama, yang pasti akan bermanfaat 
dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi 
Agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan 
teguran, peringatan, dan petunjuk. Kecuali itu, perbuatan dan kegiatan 
Hakim secara langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang 
sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan akan teijamin.

Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangkaan keras, bahwa 
Hakim melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan 
kelalaian yang terus menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya, 
dapat mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh 
Presiden selaku Kepala Negara setelah diberi kesempatan membela 
diri.

Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, 
mengingat luhur dan mulianya tugas Hakim, sedangkan dalam 
kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap berlaku ancaman- 
ancaman terhadap perbuatan tercela sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50).

5. Undang-undang ini selain mengatur susunan dan kekuasaan juga 
mengatur Hukum Acara Peradilan Agama.

Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan 
penataan susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun 
apabila alat untuk dapat menegakkan dan mempertahankan
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kekuasaannya itu belum jelas, maka lembaga peradilan tersebut tidak 
akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Oleh 
karena itu maka pengaturan Hukum Acara Peradilan Agama itu sangat 
penting dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam Undang- 
undang ini.

Hukum Acara Peradilan Agama selama ini masih terdapat dalam 
berbagai peraturan dan surat edaran, baik dalam Staatsblad, Peraturan 
Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama 
maupun dalam Undang-undang Perkawinan dan segala peraturan 
pelaksanaannya.

Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain ketentuan bahwa 
sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai 
dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan dan ketentuan-ketentuan yang lain, dalam Undang-undang ini 
lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali.

Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan 
kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan 
rakyat tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10 
ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai 
perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, maka 
hukum acara perdata pada Peradilan Umum oleh Undang-undang ini 
dinyatakan berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 
Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus diatur oleh 
Undang-undang ini.

6. Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan 
negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan- 
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara 
tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang 
beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, 
hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh 
Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan 
Agama oleh Pengadilan Negeri.

Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama 
oleh Undang-undang ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan
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Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas 
kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas 
kejurusitaan.

7. Di samping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan 
sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai 
dengan amanat Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, maka 
dalam Undang-undang ini diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan 
dengan sengketa perkawinan tersebut dan sekaligus untuk 
meningkatkan pengaturan hukum acara sengketa perkawinan yang 
sampai saat diundangkannya Undang-undang ini masih diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi 
kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun 
dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus 
diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman tergugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum.

Untuk melindungi pihak istri, maka gugatan perceraian dalam 
Undang-undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediman 
penggugat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 4
Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di 
kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya 
meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup 
kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Usul pembentukan Pengadilan Agama diajukan oleh Menteri Agama 
berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

A y a t (2)

C ukup  je la s

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang- 
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 
Oleh karena itu, Menteri Agama wajib melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Hakim dalam rangka mencapai daya guna 
dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi pegawai negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Milik
Perpustakaan 

Mahkamah Agung - RI



Pasal 15
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Pemberhentian dengan hormat Hakim atas permintaan sendiri, 
mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang 
bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan 
rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, 
suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim 
Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya 
dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang 
Hakim itu sendiri.
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Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" 
ialah yang menyebabkan sipenderita ternyata tidak mampu lagi 
melakukan tugas kewajibannya dengan baik.
Yang dimaksud "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan 
banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
A y a t(l)

Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana 
penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah 
apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan 
tindakannya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan 
merendahkan martabat Hakim.
Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang 
dibebankan kepada yang bersangkutan.

Ayat (2)
Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan 
dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang 
bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali 
apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 
3 (tiga) bulan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai 
pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim. 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, 
Hakim bukan jabatan dalam eksekutif. Oleh sebab itu, 
pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri yang lain.

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara pidana adalah 
Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Militer.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan 
yang berlaku.
Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara 
lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas, dan kendaraan 
dinas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

278



Pasal 27
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d pasal ini, yaitu setia 
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan 
mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (1) huruf e Undang-undang ini.
Yang dimaksud dengan "sarjana muda syari'ah atau saijana muda, 
hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan 
hukum sederajat dengan sarjana muda syari'ah atau sarjana muda 
hukum, dan dianggap cakap untuk jabatan itu.
Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat- 
syarat lain yang berkaitan. Alih jabatan dari Pengadilan Tinggi Agama 
ke Pengadilan Agama atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon 
yang sama.

Pasal 28
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 29
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 30
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 31
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 32
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 33
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea, pertama.
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Pasal 34
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 35
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) 
berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera 
Pengganti.

Pasal 36
Pengangkatan atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera 
Muda, dan Panitera Pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul 
Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d ayat ini, yaitu 
setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, harus 
diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Ayat (2)
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama 
dengan penjelasan ayat (1).

Pasal 40
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) 
berlaku juga bagi Juru Sita Pengganti.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d Pasal ini, yaitu setia 
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan 
mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) huruf e Undang-undang ini.

Pasal 46
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 45.

Pasal 47
Pengangkatan atau pemberhentian Wakil Sekretaris Pengadilan dapat 
juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara 
lain adalah:
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1. izin beristri lebih dari seorang
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum 

berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau 
wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;'
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 
memenuhinya;

13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh 
suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban 
bagi bekas isteri.

14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam 

hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum 

cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua 
orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang 
tuanya;

19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang 
telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada 
di bawah kekuasaannya;

20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan dijalankan menurut peraturan yang lain.



Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50
Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak 
berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek 
yang tidak menjadi sengketa itu.

Pasal 51
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)

Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum 
Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan 
perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Ayat (2)
Yang dimaksud "oleh Undang-undang" adalah ditetapkan atau 
diatur dalam undang-undang tersendiri, sedangkan yang dimaksud 
"berdasarkan undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam 
Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 53
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "seksama dan sewajarnya" ialah antara 
lain bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai 
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu 
yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penetapan dan putusan.dalam ayat ini 
adalah penetapan dan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan 
Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58
A y a t(l)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)

Alasan penting yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk 
memerintahkan pemeriksaan sidang tertutup harus dicatat dalam 
Berita Acara Sidang.
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Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60
Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas 
perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan 
atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas
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Pasal 71
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)

Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian 
diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kediaman penggugat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1)

Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara 
suami dan istri.

Ayat (2)
Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak 
keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk 
mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.
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Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
A y a t(l)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 82
Ayat (1)

Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat 
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat 
peradilan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
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Pasal 84
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 85
Atas kelalaiannya itu, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk 
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

Pasal 86
Ayat (1)

Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan 
dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 87
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 88
Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 90
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Yang berwenang menentukan bahwa suatu perkara menyangkut 
kepentingan umum adalah Ketua Pengadilan.

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas
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Pasal 97
Berdasarkan catatan Panitera, disusun berita acara persidangan.

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
A y a t(l)

Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dibawa keluar" meliputi segala bentuk 
dan cara apa pun juga yang memindahkan isi daftar catatan, 
risalah, agar tidak jatuh ketangan pihak yang tidak berhak.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 105
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG 

PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu 
diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan 
berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam 
masyarakat;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan 
ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama;
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Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Repulik 
Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4611);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), diubah 
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama 

Islam.
2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di 

lingkungan peradilan agama.
3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada 

pengadilan tinggi agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor 

urusan agama.
5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru 

sita pengganti pada pengadilan agama.
6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang 
hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan 
yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang- 
undang.

9. Hakim a d  h o c  adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki 
keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa,
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mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur 
dalam undang-undang.

2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A
(1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus 

yang diatur dengan undang-undang.
(2) Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama 
sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan 
agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan 
peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut 
kewenangan peradilan umum.

(3) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim a d  h o c  untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan 
keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka 
waktu tertentu.

(4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan 
pemberhentian serta tunjangan hakim a d  h o c  diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal
12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, dan Pasal 12F yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A
(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh 

Mahkamah Agung.
(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan 
oleh Komisi Yudisial.

Pasal 12B
(1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, 

adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta 
berpengalaman di bidang hukum.
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(2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 12C
(1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah 
Agung.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang 
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal 
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan 
bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 12D

(1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas 
melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode 
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Komisi Yudisial berwenang :
a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau 

informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim;

b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik 
dan Pedoman Perilaku Hakim;

c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung 

dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas 
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf d;

f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung 
dan/atau pengadilan;

g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim 
yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 
untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau

h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
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Pasal 12E

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12A, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib :
a. menaati norma dan peraturan perundangundangan;
b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

(2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah 
Agung.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus 
perkara.

(4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal 
hakim diatur dalam undangundang.

Pasal 12F
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis 
putusan pengadilan yang tefah memperoleh kekuatan hukum tetap 
sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang 
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;
e. sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang 

menguasai hukum Islam;
f. lulus pendidikan hakim;
g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban;
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h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling 

tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan 

kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan 
agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun 
sebagai hakim pengadilan agama.

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 
13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses 
seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

(2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan 
bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh 
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 13B
(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim a d  h o c ,  seseorang harus 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), 
kecuali huruf e dan huruf f.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c 
tetap berlaku kecuali undangundang menentukan lain.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, 
seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
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a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf j;

b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, 

wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun 
sebagai hakim pengadilan agama;

d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat 

melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus 
berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim 
pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan 
tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama 
harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim 
pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan 
tinggi agama yang pemah menjabat ketua pengadilan agama.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) 
disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (la ) dan ayat (lb ) sehingga Pasal 15 
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
(1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua 

Mahkamah Agung.
(la ) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua 

Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua 
Mahkamah Agung.

(lb ) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (la ) hanya dapat dilakukan apabila 
hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim.

(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh 
Ketua Mahkamah Agung.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai 
berikut :

300



Pasal 18

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan 
hormat dari jabatannya karena :
a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
b. sakit jasmani atau rohani secara terusmenerus;
c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil 

ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) 
tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi 
agama; atau

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia 

dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya 
oleh Presiden.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak 

dengan hormat dari jabatannya dengan alas an :
a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap;

b. melakukan perbuatan tercela;
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya 

terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 

dan/atau
f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.

(3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi 
Yudisial.

(4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
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(5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f  diajukan oleh Komisi Yudisial.

(6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan 
usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk 
membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan 
hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, tidak dengan 
sendirinya diberhentikan sebagai hakim.

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni 
ayat (la ) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan 

tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f  dapat diberhentikan 
sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.

(la) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (2).

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan 

perundang-undangan.
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(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak 
memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak- 
hak lainnya.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
a. tunjangan jabatan; dan
b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
a. rumah j abatan milik negara;
b. jaminan kesehatan; dan
c. sarana transportasi milik negara.

(5) Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan 
tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak 
lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan 
hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundangundangan.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon 
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum 

yang menguasai hukum Islam;
f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 

5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau 
menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan

g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan 
kewajiban.
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14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30
Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf 

c, huruf d, huruf e, dan huruf g;
b. dihapus.
c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda 

pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda 
pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera 
pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan 
agama.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35
Panitera tidak boleh merangkap menjadi:
a. wali;
b. pengampu;
c. advokat; dan/atau
d. pejabat peradilan yang lain.

16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 
38A dan Pasal 38B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A
Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti 
pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alas an :
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, 

panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama;
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e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil 
panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi 
agama; dan/atau

f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti 
pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alas an :
a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus 

menerus selama 3 (tiga) bulan;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; 

dan/atau
f. melanggar kode etik panitera.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus 
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah pendidikan menengah;
f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita 

pengganti; dan
g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon 

harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 

huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
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b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai 
negeri pada pengadilan agama.

18. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan
agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;.
e. berijazah sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang 

menguasai hukum Islam, atau sarjana administrasi;
f. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi 

peradilan; dan
g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban.

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46
Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan
tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf 

b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang 

administrasi peradilan.

21. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53
(1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

hakim.

306



(2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di 
daerah hukumnya.

(3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi agama di daerah 
hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di 
tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan 
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, 
dan peringatan, yang dipandang perlu.

(5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam 
memeriksa dan memutus perkara.

22. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal
60A, Pasal 60B dan Pasal 60C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A
(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung 

jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memuat pertimbangan hokum hakim yang didasarkan pada alasan 
dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 60B
(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan 

hukum.
(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak 

mampu.
(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat 
domisili yang bersangkutan.

Pasal 60C
(1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk 

pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan 
hukum.
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(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan 
terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hokum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundangundangan.

23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
64A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A
(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya 
perkara dalam proses persidangan.

(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak 
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak 
putusan diucapkan.

(3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai 
sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

24. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 91A
dan 91B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A
(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik 

biaya perkara.
(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
(3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 

penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

(5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang 
ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
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(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91B
(1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3).
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38B.

Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- 
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 159
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG 

PERADILAN AGAMA

L UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 
Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan.
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi.
Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan 
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 
tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah 
menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang 
menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan 
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang 
mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung, perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau 
sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan 
mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut 
teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, 
administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah 
Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal 
dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan 
untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip 
kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan 
akuntabilitas hakim.
Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain 
sebagai berikut:
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1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh 
Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku 
hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;

2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada 
pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, 
antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara 
transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau 
lulus pendidikan hakim;

3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim a d  h o c ;

4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pember
hentian hakim;

5. keamanan dan kesej ahteraan hakim;
6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan 

pertanggung jawaban biaya perkara;
8. bantuan hukum; dan
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya 
untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan 
melalui penataan sistem peradilan yang terpadu ( i n t e g r a t e d  j u s t i c e  

s y s t e m ) ,  terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan 
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2 
Pasal 3A 

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan 
pengadilan” adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di
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lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk 
pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase 
syariah, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur 
dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan 
hukum acaranya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Tujuan diangkatnya “hakim a d  h o c ” adalah untuk 
membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan 
keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syari’ah 
dan yang dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” 
adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 12A

Ayat (1)
Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masjh 
diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal 
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini 
dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif 
sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12B
Cukup jelas.

Pasal 12C
Ayat (1)

Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan 
ini meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di 
bawah Mahkamah Agung.
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Pasal 12D
Cukup jelas.

Pasal 12E 
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat 
kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12F
Yang dimaksud dengan ’’mutasi hakim” dalam ketentuan ini 
meliputi promosi dan demosi hakim.

Angka 4 
Pasal 13 

Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Huruf f
Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh 
Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri 
agama atau swasta yang terakreditasi A  dalam 
jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses 
seleksi yang ketat.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 5 
Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B
Cukup jelas.

Angka 6 
Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 7 
Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8 
Pasal 18

Cukup jelas.
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Angka 9 
Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud “dengan peraturan perundang- 
undangan” adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung.

Angka 10 
Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 11 
Pasal 21

Ayat (1)
Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain 
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah 
hukuman jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim 
untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam 
jangka waktu tertentu.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat ( la )
Cukup jelas.

Angka 12 
Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah 
kendaraan bermotor roda empat beserta 
pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan 
seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam 
melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan 
penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin 
persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan 
keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian 
agar hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau 
intervensi dari pihak manapun.
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Angka 13 
Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 14 
Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 15 
Pasal 35 

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” 
adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, 
panitera muda, panitera pengganti, juru sita, j u r u  sita 
pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 16 
Pasal 38A

Cukup jelas.

Pasal 38B
Cukup jelas.

Angka 17 
Pasal 39 

Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” 
adalah sekolah menengah atas (SMA), madrasah 
aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), 
dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk 
lain yang sederajat.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19 
Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 20 
Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 21 
Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 22 
Pasal 60A

Cukup jelas.
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Pasal 60B 
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelurahan” dalam ketentuan ini 
termasuk desa, banjar, nagari, dan gampong.

Pasal 60C 
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma 
termasuk biaya eksekusi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 23 
Pasal 64A  

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua 
pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi 
administratif berupa teguran tertulis dari Ketua 
Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan “peraturan 
perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Angka 24 
Pasal 91A  

Ayat (1.)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Biaya Kepaniteraan yang masuk penerimaan Negara 
bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 91B
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5078
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 7 TAHUN 1989 

TENTANG
PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan negara hukum yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk 
mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan 
masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan 
berkeadilan;

b. bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan 
peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai 
pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan;

c. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan 
kehidupan ketatanegaraan menurut Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;
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Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama;

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkaman Agung sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4359);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3400);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4338);.

Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 
TENTANG PERADILAN AGAMA.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) diubah 
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat 
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni Pasal 3A, 
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A
Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan
yang diatur dengan Undang-Undang."

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
(2) Pengadilan tinggi agama berkedudu kan di ibukota provinsi dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah provinsi."

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial 
pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 11

(1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan 
kehakiman.

(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan 
tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini."

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh 

Ketua Mahkamah Agung.
(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa 
dan memutus perkara."

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, 
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;
e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum 

Islam;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 

Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang 
terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis 
Indonesia.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang 
berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
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(3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama 
harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim 
pengadilan agama."

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang 

hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h;
b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
c. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil 

ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai 
hakim pengadilan agama; dan

d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus 

berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan 
tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama 
yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama 
harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim 
pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan 
tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
(1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul 

Ketua Mahkamah Agung.
(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh 

Ketua Mahkamah Agung."

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 16

(1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim 
pengadilan wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam.

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban 
hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 
menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- 
lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa".

(3) Wakil ketua dan hakim pengadilan agama mengucapkan sumpah di 
hadapan ketua pengadilan agama.

(4) Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama serta ketua pengadilan 
agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi 
agama.

(5) Ketua pengadilan tinggi agama mengucapkan sumpah di hadapan 
Ketua Mahkamah Agung.”

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim 
tidak boleh merangkap menjadi:
a. pelaksana putusan pengadilan;
b. wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara 

yang diperiksa olehnya; atau c. pengusaha.
(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah."

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat 

dari jabatannya karena:
a. permintaan sendiri;



b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi ketua, wakil ketua, 

dan hakim pengadilan agama, dan 65 (enam puluh lima) tahun 
bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia 

dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh 
Presiden."

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari 
jabatannya dengan alasan:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas 

pekerjaannya;
d. melanggar sumpah jabatan; atau
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan 
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan 
Hakim.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis 
Kehormatan Hakim, serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut 
oleh Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya 
diberhentikan sebagai pegawai negeri."

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 21

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak 
dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat 
diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2).

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
paling lama6 (enam) bulan."

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25
Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas
perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah
Agung, kecuali dalam hal:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam 

dengan pidana mati; atau
c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap kemanan negara."

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c . bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang 

menguasai hukum Islam;

330



(3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama 
harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim 
pengadilan agama."

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang 

hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h;
b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun-;
c. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil 

ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai 
hakim pengadilan agama; dan

d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus 

berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan 
tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama 
yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama 
harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim 
pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan 
tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul 
Ketua Mahkamah Agung.

(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh 
Ketua Mahkamah Agung."

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 16

(1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim 
pengadilan wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam.

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban 
hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 
menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- 
lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa".

(3) Wakil ketua dan hakim pengadilan agama mengucapkan sumpah di 
hadapan ketua pengadilan agama.

(4) Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama serta ketua pengadilan 
agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi 
agama.

(5) Ketua pengadilan tinggi agama mengucapkan sumpah di hadapan 
Ketua Mahkamah Agung."

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim 
tidak boleh merangkap menjadi:
a. pelaksana putusan pengadilan;
b. wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara 

yang diperiksa olehnya; atau c. pengusaha.
(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah."

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat 

dari jabatannya karena:
a. permintaan sendiri;
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b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi ketua, wakil ketua, 

dan hakim pengadilan agama, dan 65 (enam puluh lima) tahun 
bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia 

dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh 
Presiden."

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari 
jabatannya dengan alasan:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas 

pekerjaannya;
d. melanggar sumpah jabatan; atau
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan 
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan 
Hakim.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis 
Kehormatan Hakim, serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut 
oleh Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya 
diberhentikan sebagai pegawai negeri."

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 21

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak 
dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat 
diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2).

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
paling lama6 (enam) bulan."

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25
Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas
perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah
Agung, kecuali dalam hal:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam 

dengan pidana mati; atau
c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap kemanan negara."

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c . bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang 

menguasai hukum Islam;
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f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 
(lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat 
wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan

g. sehat jasmani dan rohani."

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi agama, seorang 
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf g;
b. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang 

menguasai hukum Islam;
c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 

(lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 
(tiga) tahun sebagai panitera pengadilan agama."

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan agama, seorang 
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 

4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30
Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf g;
b. berijazah sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum 

Islam; dan
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c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda 
pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda 
pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera 
pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama."

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan agama, seorang 
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti 

pengadilan agama.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpangalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti 

pengadilan tinggi agama, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) 
tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama, atau menjabat 
sebagai wakil panitera pengadilan agama.

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan agama, seorang 
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, 

huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri 

pada pengadilan agama.

24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi agama,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 

e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti 

pengadilan agama atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada 
pengadilan tinggi agama."

25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, panitera 

tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang 
berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai 
Panitera.

(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
oleh Mahkamah Agung.

26. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36
Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan
diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung."

27. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37
(1) Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera, panitera 

muda, dan panitera pengganti mengucapkan sumpah menurut agama 
Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan 
saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan atau cara
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apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu 
kepada siapapun juga."
"Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak 
langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan 
ideologi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan segala undang-undang serta peraturan perundang- 
undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan 
saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan 
orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik- 
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera, 
wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, yang berbudi baik 
dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."

28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39
(1) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi 

syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang 

sederajat;
f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita 

pengganti; dan
g. sehat jasmani dan rohani.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus 
memenuhi syarat sebagai berikut:
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a. syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, dan;

b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai 
negeri pada pengadilan agama."

29. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 
Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan.

(2) Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan 
yang bersangkutan."

30. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41
(1) Sebelum memangku jabatannya, jurusita atau jurusita pengganti wajib 

mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua 
pengadilan yang bersangkutan.

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan 
saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau 
cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu 
kepada siapapun juga".
"Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak 
langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai d.
asar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia".
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan 
saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan 
orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik- 
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jurusita atau
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jurusita pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan 
hukum dan keadilan".

31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, jurusita 

tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang 
berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.

. (2) Jurusita tidak boleh merangkap advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut 
oleh Mahkamah Agung."

32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44
Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan.

33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris pengadilan agama,
dan pengadilan tinggi agama seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah paling rendah sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang 

menguasai hukum Islam;
f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan g. sehat jasmani 

dan rohani.

34. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh 
Ketua Mahkamah Agung.

36. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48
(1) Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan wakil sekretaris 

mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua 
pengadilan yang bersangkutan.

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk diangkat menjadi 
sekretaris/wakil sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, negara, dan pemerintah.
"Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan perundang- 
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang 
dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan 
tanggung jawab".
"Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi 
kehormatan negara, pemerintah, martabat sekretaris/wakil sekretaris 
serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada 
kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan".
"Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang 
menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan".
"Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, 
dan bersemangat untuk kepentingan negara".

37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang:
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;

Pasal 47
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d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari'ah."

38. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50
(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek 
sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek 
sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

39. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yakni 
Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A
Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam 
penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

40. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90
(1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:

a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk 
perkara tersebut;

b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya 
pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;

c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat 
dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam 
perkara tersebut; dan
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d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah 
pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung."

41. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105
(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum 

pengadilan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan 

organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.

42. Di antara Pasal 106 dan BAB VII disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 
106A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan 
pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti 
berdasarkan Undang-Undang ini."

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- 
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Maret 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 22

340



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 7 TAHUN 1989 
TENTANG

PERADILAN AGAMA

L UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama 
merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah 
Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya dilingkungan 
peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu 
badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan 
penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara 
tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 
perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan 
ekonomi syari’ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama 
tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada 
pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebu, 
termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan 
peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum 
Mahkamah Syari’ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang 
jinayah berdasarkan ganun.

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan 
Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan
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hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut 
antara lain meliputi ekonomi syari’ah. Dalam kaitannya dengan 
perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam 
penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama yang menyatakan: “Para Pihak sebelum berperkara 
dapat mempertimbangkat untuk memilih hukum apa yang 
dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.

Dalam Usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang 
merdeka, sesuai dengan tuntutan informasi di bidang hukum, telah 
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai
mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana 
terakhir telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula halnya telah dilakukan 
perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahunl985 tentang Mahkamah 
Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk 
dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh 
karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan 
Agama pera diatur pula dalam Undang-Undang ini.

Penggantian dan perubahan kedua Undang-Undang tersebut secara 
tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan semua 
lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, 
organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan 
Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen 
Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuan Undang- 
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Untuk memenuhi 
ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Angka 1 
Pasal 2

Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” 
adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia 
maupun orang asing yang mencari keadilan pada 
pengadilan di Indonesia.

Angka 2
Pasal 3 A

Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama 
adalah pengadilan syari’ah islam yang diatur dengan 
Undang-Undang. Mahkamah Syari’ah di Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam yang dib'entuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh 
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang oleh 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (2) disebutkan 
bahwa: “Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam merupakan Pengadilan Khusus 
dalam lingkungan peradilan agama sepanjang 
kewengan-nya menyangkut kewenangan peradilan 
agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam 
lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya 
menyangkut kewenangan Peradilan Umum”.

Angka 3 
Pasal 4

Ayat (1)
Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan 
agama berada di ibukota kabupaten dan kota, yang 
daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau 
kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya 
pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas
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Angka 5
Pasal 11

Cukup jelas

Angka 6 
Pasal 12

Cukup jelas

Angka 7
Pasal 13

Cukup jelas

Angka 8
Pasal 14

Cukup jelas

Angka 9 
Pasal 15

Cukup jelas

Angka 10 
Pasal 16

Cukup jelas

Angka 11 
Pasal 17

Cukup jelas

Angka 12 
Pasal 18

Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas



Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau 
rohani terus-menerus” adalah sakit yang 
menyebabkan yang bersangkutan ternyata 
tidak mampu lagi melakukan tugas 
kewajibannya dengan baik.

Huruf c
Cukup jelas 

Huruf d
Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah 
misalnya yang bersangkutan banyak melaku
kan kesalahan besar dalam menjalankan 
tugasnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 13 
Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindak pidana 
kejahatan” adalah tindak pidana yang ancaman 
pidananya paling singkat 1 (satu) tahun.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan 
tercela” adalah apabila hakim yang bersang
kutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya 
baik di dalam maupun di luar pengadilan 
merendahkan martabat hakim.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” 
adalah semua tugas yang dibebankan kepada 
yang bersangkutan.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf b

345



Huruf e

Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat 
alasan dipidana karena melakukan tindakan 
pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi 
kesempatan untuk membela diri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 14 
Pasal 20

Cukup jelas

Angka 15 
Pasal 21

Cukup jelas

Angka 16 
Pasal 25

Cukup jelas

Angka 17 

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 18 
Pasal 28

Cukup jelas

Angka 19 
Pasal 29

Cukup jelas

Angka 20 
Pasal 30

Cukup Jelas



Angka 22 
Pasal 32

Cukup jelas

Angka 23 
Pasal 33

Cukup jelas

Angka 24 
Pasal 34

Cukup jelas

Angka 25 
Pasal 35

Ketentuan ini berlaku juga bagi wakil panitera, panitera 
muda, dan panitera pengganti

Angka 26 
Pasal 36

Cukup jelas

Angka 27 
Pasal 37

Cukup jelas

Angka 28 
Pasal 39

Cukup jelas

Angka 29 
Pasal 40

Cukup jelas

Angka 30 
Pasal 41

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 31

Cukup jelas
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Angka 32 
Pasal 44

Cukup jelas

Angka 33 
Pasal 45

Cukup jelas

Angka 34 *
Pasal 46

Cukup jelas

Angka 35 

Pasal 47
Cukup jelas

Angka 36 
Pasal 48

Cukup jelas

Angka 37 

Pasal 49
Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang 
perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi 
syari’ah lainnya.
Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang 
beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan 
hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri 
dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal 
yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai 
dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf a
Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal- 
hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-

Angka 31

Pasal 42

Cukup jelas



undang mengenai perkawinan yang berlaku yang
dilakukan menurut syari’ah, antara lain:
1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang 

yang belum berusia 21 (dua puluh satu) 
tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga 
dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan 

istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. pengusaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan 

pendidikan anak bilamana bapak yang 
seharusnya bertanggung jawab tidak 
mematuhinya;

13. penentuan kewajiban memberi biaya peng
hidupan oleh suami kepada bekas istri atau 
penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang 
anak;

15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang 
tua;

16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh 

pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali 
dicabut;

18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang 
anak yang belum cukup umur 18 (delapan 
belas) tahun yang ditinggal kedua orang 
tuanya;
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19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas 
harta benda anak yang ada dibawah 
kekuasaannya;

20. penetapan asal-usul seorang anak dan 
penetapan pengangkatan anak berdasarkan 
hukum Islam;

21. putusan tentang hal penolakan pemberian 
keterangan untuk melakukan perkawinan 
campuran;

22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang 
terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalan
kan menurut peraturan yang lain.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan 
siapa yang menjadi ahli waris, penentuan 
mengenai harta peninggalan, penentuan bagian 
masing-masing ahli waris, melaksanakan pem
bagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan 
pengadilan atas permohonan seseorang tentang 
penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 
penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan 
seseorang memberikan suatu benda atau manfaat 
kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, 
yang berlaku setelah yang memberi tersebut 
meninggal dunia.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian 
suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 
seseorang atau badan hukum kepada orang lain 
atau badan hukum untuk dimiliki.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “wakaf’ adalah perbuatan 
seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk 
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta



benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang 
wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan 
hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai 
dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada 
yang berhak menerimanya.

Huruf g
Yang dimaksudkan dengan “infaq” adalah per
buatan seseorang memberikan sesuatu kepada 
orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa 
makanan, minuman, mendermakan, memberikan 
rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada 
orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena 
Allah Subhanahu Wata’ala.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah 
perbuatan; seseorang memberikan sesuatu kepada 
orang lain atau lembaga/badan hukum secara 
spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 
jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah 
Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah 
perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 
menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:
a. bank syari’ah;
b . lembaga keuangan mikro syari ’ ah;
c. asuransi syari’ah;
d. reasuransi syari’ah;
e. reksa dana syari’ah;
f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka 

menengah syari’ah;
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g. sekuritas syari’ah;
h. pembiayaan syari’ah;
i. pegadaian syari’ah;
j . dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
k. bisnis syari’ah.

Angka 38 
Pasal 50

A yat(l)
Cukup jelas 

Ayat (2)
Ketentuan ini memberi wewenang kepada 
pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan 
sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait 
dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 
apabila subjek sengketa antara orang-orang yang 
beragama islam.
Hal ini menghindari upaya memperlambat atau 
mengulur waktu penyelesaian sengketa karena 
alasan adanya sengketa milik atau keperdataan 
lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang 
merasa dirugikan dengan adanya gugatan di 
pengadilan agama.
Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan 
sengketa hak milk atau keperdataan lain tersebut 
bukan yang menjadi subjek bersengketa di 
pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama 

if»L ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang
r diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan

Umum.
Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika 
pihak yang berkeratan telah mengajukan bukti 
kepengadilan agama bahwa telah didaftarkan 
gugatan di pengadilan negeri terhadap objek 
sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan 
agama.
Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek 
dan tidak terkait dengan objek sengketa yang
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diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak 
perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek 
sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Angka 39
Pasal 52A

Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri 
Agama untuk memberikan penetapan (itsbal) terhadap 
kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan 
nilai bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan 
dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka 
Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara 
nasional untuk penetapan Ramadhan dan 1 (satu) 
Syawal.
Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau 
nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan 
penentuan waktu shalat.

Angka 40 
Pasal 90

Cukup jelas

Angka 41 
Pasal 105

Cukup jelas
Angka 42

Pasal 106A
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4611
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UN DAN G -U N D A N G  R EPU BLIK  IN D O N ESIA  
NOM OR 21 TAH UN 2008  

TENTANG
PERBAN K A N SYARIAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional 
Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil 
dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, 
dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan 
pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan 
kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;

b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa 
perbankan syariah semakin meningkat;

c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan 
dibandingkan dengan perbankan konvensional;

d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di 
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik 
sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu 
undang-undang tersendiri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan 
Syariah;
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Mengingat: 1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4357);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4420);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN 
SYARIAH.
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B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, 
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya.

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat.

3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum 
Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja 
dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai 
kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu 
Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 
kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
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11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung 
jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat 
tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut 
melakukan usahanya.

12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan 
pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing 
pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpananannya serta 
Nasabah Investor dan Investasinya.

15. Pihak Terafiliasi adalah :
a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank 

Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, 

antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan 
konsultan hukum; dan/atau

c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta 
memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung 
maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang 
saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.

16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau 
UUS.

17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di 
Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad 
antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.

18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank 
Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara 
Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.

19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas 
dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank 
Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang 
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, 
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
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21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad w a d i ’a h  atau Investasi 
dana berdasarkan Akad m u d h a r a b a h  atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi 
tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang 
dipersamakan dengan itu.

22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad m u d h a r a b a h  atau 
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang 
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 
Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad w a d i ’a h  atau Akad lain yang 
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat 
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana 
perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank 
Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad m u d h a r a b a h  atau Akad lain 
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk 
Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 
itu.

25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk m u d h a r a b a h  dan m u s y a r a k a h ;
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk i j a r a h  m u n t a h i y a  b i t t a m l i k ,

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang m u r a b a h a h ,  s a l a m ,  dan 
i s t i s h n a

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang q a r d h \  dan
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau 
UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau 
diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun 
benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada 
Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban 
Nasabah Penerima Fasilitas.
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27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank 
Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum 
Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak 
kepemilikan atas harta tersebut.

28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan 
pemegang surat berharga berdasarkan Akad w a k a l a h  antara Bank 
Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga 
tersebut.

29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank 
atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada 
yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan 
diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan 
dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri 
berakhir karena hukum.

30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau 
lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru 
yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang 
meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri 
berakhir karena hukum.

31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan 
hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank 
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.

32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu- Bank menjadi dua badan 
usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

BABU
ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI 

Pasal 2
Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip 
Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3
Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 
dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 
kesejahteraan rakyat.
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Pasal 4

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan 
menyalurkan dana masyarakat.

(2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 
lembaga b a i t u l  m a l ,  yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, 
infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya 
kepada organisasi pengelola zakat.

(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal 
dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (n a z h i r ) 
sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (w a k t f ).

(4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, 

DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu 
Perizinan

Pasal 5

(1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau 
UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank 
Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi 
persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
a. susunan organisasi dan kepengurusan;
b. permodalan;
c. kepemilikan;
d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
e. kelayakan usaha.

(3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bank Indonesia.

(4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada 
penulisan nama banknya.
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(5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas 
frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang 
bersangkutan.

(6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya 
berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.

(7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum 
Konvensional.

(8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank 
Perkreditan Rakyat.

(9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha 
berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank 
dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 6

(1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat 
dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenisjenis kantor 
lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum 
Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin 
Bank Indonesia.

(3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan 
hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank 
Indonesia.

(4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka 
Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar 
negeri.

Bagian Kedua 
Bentuk Badan Hukum

Pasal 7 '
Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.
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Bagian Ketiga 
Anggaran Dasar

Pasal 8

Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan 
anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- 
undangan memuat pula ketentuan :
a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan 

persetujuan Bank Indonesia;
b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas 

manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan 
pertanggungjawaban tahunan,' penunjukkan dan biaya jasa akuntan 
publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah 

Pasal 9
(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh :

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
b: warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan

warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; 
atau

c. pemerintah daerah.

(2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau 
dimiliki o leh :
a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang 

seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
b. pemerintah daerah; atau
c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b.

(3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara 
asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank 
Indonesia.
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Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran 
dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank 
Indonesia.

Pasal 11

Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah 
ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 12

Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas 
nama.

Pasal 13
Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar 
modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 14
(1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, 

atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank 
Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

(1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat 
izin dari Bank Indonesia.

(2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
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Pasal 17

(1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib 
terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.

(2) Dalam hal teijadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan 
Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib 
menjadi Bank Syariah.

(3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 
Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

BAB IV
JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN 

DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu 
Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18
Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah.

Pasal 19

(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah m eliputi:
a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan Akad w a d i  ’a h  atau Akad lain yang tidak bertentangan 
dengan Prinsip Syariah;

b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, 
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan Akad m u d h a r a b a h  atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad 
m u d h a r a b a h ,  Akad m u s y a r a k a h ,  atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad m u r a b a h a h ,  Akad 
s a l a m ,  Akad i s t i s h n a ’, atau Akad lain yang tidak bertentangan 
dengan Prinsip Syariah;
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e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad q a r d h  atau Akad lain 
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 
bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa 
beli dalam bentuk i j a r a h  m u n t a h i y a  b i t t a m l i k  atau Akad lain yang 
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad h a w a l a h  

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
. h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah;
i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat 

berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata 
berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad i j a r a h ,  

m u s y a r a k a h ,  m u d h a r a b a h ,  m u r a b a h a h ,  k a f a l a h ,  atau h a w a l a h ' ,

j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang 
diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 
melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak 
ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 
suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;

m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 
berdasarkan Prinsip Syariah;

n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad 
w a k a l a h ;

p. memberikan fasilitas l e t t e r  o f  c r e d i t  atau bank garansi berdasarkan 
Prinsip Syariah; dan

q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang 
perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan 
dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Kegiatan usaha UUS m eliputi:
a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro,

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan Akad w a d i  ’a h  atau Akad lain yang tidak bertentangan 
dengan Prinsip Syariah;
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b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito,
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan Akad m u d h a r a b a h  atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad
m u d h a r a b a h ,  Akad m u s y a r a k a h ,  atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad m u r a b a h a h ,  Akad
s a l a m ,  Akad i s t i s h n a ’, atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah;

e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad q a r d h  atau Akad lain 
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 
bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa 
beli dalam bentuk i j a r a h  m u n t a h i y a  b i t t a m l i k  atau Akad lain yang 
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad h a w a l a h  

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah;
i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan 

atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, 
seperti Akad i j a r a h ,  m u s y a r a k a h ,  m u d h a r a b a h ,  m u r a b a h a h ,  

k a f a l a h ,  atau h a w a l a h ' ,

j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang 
diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

k. menerima pembayaran dari 'tagihan atas surat berharga dan 
melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak 
ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 
berdasarkan Prinsip Syariah;

m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

n. memberikan fasilitas l e t t e r  o f  c r e d i t  atau bank garansi berdasarkan 
Prinsip Syariah; dan

o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang 
perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan
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dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 20
(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula :
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah 

atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha 
berdasarkan Prinsip Syariah;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 
akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan 
syarat harus menarik kembali penyertaannya;

d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan 
Prinsip Syariah;

e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pasar modal;

f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan 
Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga 
jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui pasar uang;

h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga 
jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan

i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum 
Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2), UUS dapat pula :
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pasar modal;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 
akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan 
syarat harus menarik kembali penyertaannya;
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d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan 
Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga 
jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan

f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum 
Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah m eliputi:
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan Akad w a d i  ’a h  atau Akad lain yang tidak bertentangan 
dengan Prinsip Syariah; dan

2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad m u d h a r a b a h  

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad m u d h a r a b a h  atau 
m u s y a r a k a h ;

2. Pembiayaan berdasarkan Akad m u r a b a h a h ,  s a l a m ,  atau i s t i s h n a ';
3. Pembiayaan berdasarkan Akad q a r d h ;

4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 
kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk i j a r a h  m u n t a h i y a  b i t t a m l i k ;  dan

5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan ber

dasarkan Akad w a d i  ’a h  atau Investasi berdasarkan Akad m u d h a r a b a h  

dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, 
dan UUS; dan
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e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah 
lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan 
Bank Indonesia.

Pasal 22
Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk 
Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih 
dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

Bagian Kedua
Kelayakan Penyaluran Dana 

Pasal 23
(1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan 

dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi 
seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau 
UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama 
terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari 
calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS 

Pasal 24
(1) Bank Umum Syariah dilarang :

a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip 
Syariah;

b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar 
modal;

c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan

d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen 
pemasaran produk asuransi syariah.
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(2) UUS dilarang :

a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip 
Syariah;

b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar 
modal;

c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan

d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen 
pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 25
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang :
a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran;
c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang 

asing dengan izin Bank Indonesia;
d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen 

pemasaran produk asuransi syariah;
e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk 

untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah; dan

f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21.

Pasal 26

(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan 
Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip 
Syariah.

(2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh 
Majelis Ulama Indonesia.

(3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 
Peraturan Bank Indonesia.

(4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan 
syariah.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, 
dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, 

DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI,
DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Pemegang Saham Pengendali 

Pasal 27
(1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji 

kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan 

kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling 
banyak 10% (sepuluh persen).

(3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan 
sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka :
a. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
b. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan 

sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum 
Pemegang Saham;

c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham 
pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya 
dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut 
mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1); dan

d. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan 
kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai 
peredaran luas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur 
dengan Peraturan Bank Indonesia.
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Bagian Kedua
Dewan Komisaris dan Direksi 

Pasal 28

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, 
serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah 
diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan.

Pasal 29

(1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk 
memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan 
Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan 
Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan 
peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30
(1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan 

dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang 

melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh 
Bank Indonesia.

(3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan 
wajib melepaskan jabatannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31
(1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat 

pejabat eksekutif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank 
Indonesia.
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Bagian Ketiga 
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 32

(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank 
Umum Konvensional yang memiliki UUS.

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis 
Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi 
kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas 
Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bank Indonesia.

Bagian Keempat 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 33

(1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan 
tenaga kerja asing.

(2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

BAB VI
TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN,

DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu
Tata Kelola Perbankan Syariah

Pasal 34

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang 
mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
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(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai 
pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua 
Prinsip Kehati-hatian

Pasal 35
(1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib 

menerapkan prinsip kehati-hatian.
(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia 

laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi 
tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip 
akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, 
dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.

(4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah.

(5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi 
kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank 
Indonesia.

Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, 
Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan 
Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan 
dananya.

Pasal 37

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 
penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, 
penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain 
yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada
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Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima 
Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok 
yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 
penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, 
penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang 
dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih 

dari modal disetor Bank Syariah;
b. anggota dewan komisaris;
c. anggota direksi;
d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

dan huruf c;
e. pejabat bank lainnya; dan
f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh 

melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pengelolaan Risiko

Pasal 38
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip 

mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bank Indonesia.
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Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai 
kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi 
Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40

(1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, 
Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, 
baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara 
sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk 
menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli 
tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun.

(2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian 
Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban 
Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

(3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan 
UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada 
Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang 
langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Bank Indonesia.

BAB VII
RAHASIA BANK

Bagian Kesatu 
Cakupan Rahasia Bank

Pasal 41

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai 
Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan 
Investasinya^
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Bagian Kedua 
Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 42

(1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank 
Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan 
perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan 
memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan 
Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat 
pajak.

(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus 
yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 43
(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank 

Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau 
penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk 
memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi 
tersangka atau terdakwa pada Bank.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas 
permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang 
diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan 
nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau 
terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara 
pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 44

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
dan Pasal 43.

Pasal 45

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang 
bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan
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keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang 
relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 46

(1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat 
memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.

(2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 47
Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau 
Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan 
keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor 
pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah 
Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 48

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal 
dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor 
yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan 
Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 49

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, 
berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan 
jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50
Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank 
Indonesia.
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Pasal 51

(1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang 
meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas 
aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang 
menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan 
terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek 
lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.

(2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh 
Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 52
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan 

penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata 
cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

(2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib 
memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas- 
berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang 
diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala 
keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank 
Syariah dan UUS yang bersangkutan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang :
a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang 

terkait dengan Bank;
b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari 

setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki 
pengaruh terhadap Bank; dan

c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, 
baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.

(4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS 
yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 53
(1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan puhlik atau pihak 

lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

380



(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 54

(1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan 
kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan 
tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain :
a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, 

komisaris, direksi, dan pemegang saham;
b. meminta pemegang saham menambah modal;
c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris 

dan/atau direksi Bank Syariah;
d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang 

macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan 
modalnya;

e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan 
dengan Bank Syariah lain;

f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia 
mengambil alih seluruh kewajibannya;

g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau 
sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau

h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta 
dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.

(2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup 
untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia 
menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan 
penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan 
atau tidak diselamatkan.

(3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank 
Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin 
usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh 
Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.

(4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin 
usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan 
seluruh kewajibannya.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan 
izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 
dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa 
dilakukan sesuai dengan isi Akad.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh 
bertentangan dengan Prinsip Syariah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56
Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau 
UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, 
dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang 
memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip 
Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi 
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57
(1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah 

atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas 
Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum 
Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 
44.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran 
kerahasiaan bank.
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Pasal 58

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini 
adalah:
a. denda uang;
b. teguran tertulis;
c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang 

tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum 

Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan 
mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang 
Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan 
Bank Indonesia;

g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham 
Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS 
dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau

h. pencabutan izin usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank 
Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 59

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau 
kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi 
berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud
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dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan 
perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam 
perbuatan itu.

Pasal 60
(1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis 

atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk 
memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana deinda paling 
sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum 
Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang 
dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 61

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank 
Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak 
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 62
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau

Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau

b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah 
yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
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paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau
Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang la la i:
a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah 

yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 
dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau

Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja :
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 

pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan 
usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank 
Syariah atau UUS;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak 
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi 
atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau 
dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau 
laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, 
atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, 
menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
RplO.OOO.O0O.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau
Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja :
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a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk 
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, 
uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau 
untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka :
1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain 

dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas 
penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;

2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat 
wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti 
kewajiban lainnya;

3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan 
penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya 
pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan 
dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling, banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah).

Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah 
yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum 
Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang- 
Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, 
direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang 
memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang 
mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah- 
langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau 
UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana

386



penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 66

(1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum 
Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja :
a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang 

ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi 
Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan 
Bank Syariah atau UUS tidak sehat;

b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang 
dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang 
ditugasi oleh dewan komisaris;

c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan 
melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank 
Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga 
membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; 
dan/atau

d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan 
Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana 
ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang 
berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum 
Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan 
penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 
(delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah).

387



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

(1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat 
Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin 
usaha berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini paling 
lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 68
(1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai 

asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari 
total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak 
berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional 
dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank 
Umum Syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank 
Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai 
Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan 
pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang ini.
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Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- 
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd

ANDIMATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEN JELA SA N
ATAS

UN DAN G -U N D A N G  R EPU BLIK  IN D O N ESIA  
NOM OR 21 TAH UN 2008  

TENTANG
PERBAN K A N SYARIAH

L UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional 
adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan 
demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang 
bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan 
tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan 
pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, 
mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah 
perekonomian internasional.
Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif 
dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan 
kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi 
yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi 
dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu 
bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam 
perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi 
berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip- 
prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah 
berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, 
dan keuniversalan ( r a h m a t a n  l i l  ‘a l a m i r i ) .  Nilai-nilai tersebut
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diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip 
Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang 
berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam 
adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan 
sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank 
Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena 
semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi 
risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang 
antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan 
mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan 
tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh 
pengelola modal.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional 
memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan 
kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. 
Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang 
memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di 
antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. 
Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan 
dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan 
mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang 
mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, 
di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang 
cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi s t a k e h o l d e r s  dan sekaligus 
memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan 
produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan 
Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, 
kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah 
maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. 
Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang 
masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama 
ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip 
Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur 
riba, m a i s i r ,  g h a r a r ,  h a r a m ,  dan z a l i m .
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Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, 
dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah 
{ s y a r i a h  c o m p l i a n c e ) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah 
dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan 
MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank 
Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya 
terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan 
unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada 
perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan 
Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan 
penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, 
lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan 
Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, 
maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada 
dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, 
apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan 
untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan 
memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan 
Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan 
Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin 
terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank 
Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi 
dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank 
Syariah dalam undang-undang tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, 
adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsure :
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a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) 
antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang 
tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan ( f a d h l ), 
atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersya
ratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana 
yang diterima melebihi pokok pinjaman karena beijalannya 
waktu { n a s i  ’a h ) \

b. m a i s i r ,  yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu 
keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

c. g h a r a r ,  yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak 
dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat 
diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain 
dalam syariah;

d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; 
atau

e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi 
pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan 
ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, 
pemerataan, dan kemanfaatan.
Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman 
pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan 
yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 3
Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah 
secara menyeluruh { k a f f a h )  dan konsisten (i s t i q a m a h ).

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain 
adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi 
terhadap Nasabah ( t a ’z i r ) .



Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 
sekurang-kurangnya memuat tentang:
a. susunan organisasi dan kepengurusan;
b. modal kerja;
c. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
d. kelayakan usaha.

Ayat (4)
Yang diwajibkan mencantumkan kata “syariah” hanya Bank 
Syariah yang mendapatkan izin setelah berlakunya Undang- 
Undang ini.
Penulisan kata “syariah” ditempatkan setelah kata “bank” 
atau setelah nama bank.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.
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Pasal 6
A y a t(l)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kantor di bawah Kantor Cabang” 
adalah kantor cabang pembantu atau kantor kas yang 
kegiatan usahanya membantu kantor induknya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Hal-hal yang dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
antara la in :
a. pemberhentian anggota direksi dan komisaris yang tidak 

lulus uji kemampuan dan kepatutan;
b. pengalihan kepemilikan saham pengendali bank yang 

harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
c. pengalihan izin usaha dari nama lama ke nama baru, 

perubahan modal dasar, dan perubahan status menjadi 
Bank terbuka harus mendapatkan persetujuan Bank 
Indonesia;

d. perubahan modal disetor Bank yang meliputi 
penambahan, pengurangan, dan komposisi harus 
mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;

e. pelarangan penjaminan saham yang dimiliki oleh 
pemegang saham pengendali.
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Pasal 9
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank 
Umum Syariah adalah badan hukum asing, yang 
bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh 
rekomendasi dari otoritas perbankan negara asal. 
Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat 
keterangan bahwa badan hukum asing yang 
bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak 
pernah melakukan perbuatan tercela di bidang 
perbankan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
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Pasal 15
Perubahan kepemilikan Bank Syariah yang tidak mengakibatkan 
perubahan pemegang saham pengendali cukup dilaporkan secara 
tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia 
mencakup antara la in :
a. minimum kecukupan modal;
b. persiapan sumber daya manusia;
c. susunan organisasi dan kepengurusan; dan
d. kelayakan usaha.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Akad w a d i ’a h ”  adalah Akad 
penitipan barang atau uang antara pihak yang 
mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi 
kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, 
keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Akad m u d h a r a b a h ” dalam 
menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak 
pertama (m a l i k , s h a h i b u l  m a l ,  atau Nasabah) sebagai 
pemilik dana dan pihak kedua { ‘a m i l ,  m u d h a r i b ,  atau 
Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana 
dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan 
kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.



Huruf c
Yang dimaksud dengan “Akad m u d h a r a b a h ”  dalam 
Pembiayaan adalah Akad keija sama suatu usaha antara 
pihak pertama (m a l i k , s h a h i b u l  m a l ,  atau Bank Syariah) 
yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua 
( ‘a m i l ,  m u d h a r i b ,  atau Nasabah) yang bertindak selaku 
pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha 
sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam 
Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh 
Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan 
kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi 
peijanjian.
Yang dimaksud dengan “Akad m u s y a r a k a h ' ’ adalah 
Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak 
memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa 
keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, 
sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi 
dana masing-masing.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Akad m u r a b a h a h ” adalah 
Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 
keuntungan yang disepakati.
Yang dimaksud dengan “Akad s a l a m ”  adalah Akad 
Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan 
pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu 
dengan syarat tertentu yang disepakati.
Yang dimaksud dengan “Akad i s t i s h n a n '’ adalah Akad 
Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan 
pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan 
persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan 
atau pembeli (' m u s t a s h n i *) dan penjual atau pembuat 
( s h a n i  ’j.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “Akad q a r d h ” adalah Akad 
pinjaman dana kepada Nasabah dengaa ketentuan
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bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang 
diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Akad i j a r a h ” adalah Akad 
penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna 
atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan 
transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan barang itu sendiri.
Yang dimaksud dengan “Akad i j a r a h  m u n t a h i y a  

b i t t a m l i k ” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka 
memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang 
atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi 
pemindahan kepemilikan barang.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “Akad h a w a l a h ”  adalah Akad 
pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak 
lain yang wajib menanggung atau membayar.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “transaksi nyata” adalah 
transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud. 
Yang dimaksud dengan “Akad k a f a l a h ” adalah Akad 
pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada 
pihak lain, di mana pemberi jaminan ( k a j i l )  bertanggung 
jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak 
penerima jaminan ( m a k f u l ) .

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf 1
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.



Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Yang dimaksud dengan “Akad w a k a l a h ” adalah Akad 
pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk 
melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah, antara 
lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima 
dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana 
kebajikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah 
penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk 
saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang 
keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam 
bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi 
saham ( c o n v e r t i b l e  b o n d s ) atau jenis transaksi tertentu 
berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank 
Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham 
pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan 
syariah.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” 
adalah penyertaan modal Bank Umum Syariah, antara 
lain, berupa pembelian saham dan/atau konversi
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pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan Nasabah 
untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau 
piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah 
Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan 
dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS. 
Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset 
Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk



membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh 
Bank Syariah dan/atau UUS.

Ayat (2)
Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama 
didasarkan kepada hubungan yang telah teijalin antara Bank 
Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang 
bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain 
yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS 
dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima 
Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak 
menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari. 
Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas 
terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah 
Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau 
kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank 
Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan 
dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.
Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah 
Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS 
harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara 
keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun 
perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat 
diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima 
Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha 
calon Nasabah yang bersangkutan.
Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah 
dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih 
yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang 
bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi 
risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah 
sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima 
Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan 
tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran 
kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang 
bersangkutan.
Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima 
Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis 
mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar 
negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan

403



datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari 
hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai 
dengan fasilitas Pembiayaan.

Pasal 24
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Bank Umum Syariah dapat memasarkan produk 
asuransi melalui keija sama dengan perusahaan asuransi 
yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 
Syariah. Semua tindakan Bank Umum Syariah yang 
berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan 
melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab 
perusahaan asuransi syariah.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
UUS dapat memasarkan produk asuransi melalui keija 
sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan 
kegiatan usaha berdasrkan Prinsip Syariah. Semua 
tindakan UUS yang berkaitan dengan transaksi asuransi 
yang dipasarkan melalui keija sama dimaksud menjadi 
tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.
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Pasal 25
Huruf a

Usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah antara lain 
usaha yang dianggap riba, m a i s i r ,  g h a r a r ,  haram, dan zalim.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memasarkan produk 
asuransi melalui keqa sama dengan perusahaan asuransi 
syariah. Semua tindakan Bank yang berkaitan dengan 
transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama 
dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi 
syariah.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Komite perbankan syariah beranggotakan unsur-unsur dari 
Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat 
dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di 
bidang syariah dan berjumlah, paling banyak 11 (sebelas) 
orang.

Ayat (5)
Cukup jelas.
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Pasal 27
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” 
adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau 
kelompok usaha ya n g :
a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh 

lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang 
dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau

b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% 
(dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang 
dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang 
bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan 
pengendalian perusahaan atau bank, baik secara 
langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan 
untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan 
perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara 
langsung maupun tidak langsung.
Pengendalian terhadap Bank Syariah dapat dilakukan dengan 
cara-cara, antara lain, sebagai berikut:
a. memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% 

(dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau 

memengaruhi kebijakan Bank Syariah;
c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki 

saham yang apabila digunakan akan menyebabkan 
pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara 
sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima 
persen) atau lebih saham Bank;

d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk 
mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank 
{ a c t i n g  i n  c o n c e r t ) dengan atau tanpa perjanjian tertulis 
dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama 
memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima 
persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung 
maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian 
tertulis;

e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk 
mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank
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( a c t i n g  i n  c o n c e r t )  dengan atau tanpa peijanjian tertulis 
dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama 
mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki 
saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan 
menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau 
mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih 
saham Bank Syariah;

f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang 
secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan 
secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau 
lebih saham Bank;

g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau 
memberhentikan pengurus Bank Syariah;

h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan 
manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;

i. melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk 
atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank 
Syariah; dan/atau

j. melakukan pengendalian terhadap pihak yang 
melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada 
huruf a sampai dengan huruf i.

Uji kemampuan dan kepatutan sepenuhnya merupakan 
kewenangan Bank Indonesia untuk menilai kompetensi, 
integritas, dan kemampuan keuangan pemegang saham 
pengendali dan/atau pengurus bank. Mengingat tujuan uji 
kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh 
pemegang saham pengendali dan pengurus bank yang dapat 
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, 
penilaian dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan oleh 
Bank Indonesia tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)
Kewajiban menurunkan kepemilikan saham bagi Pemilik 
Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak 
lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Yang termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan 
adalah Peraturan Bank Indonesia.
Pokok-pokok pengaturan tugas direksi Bank Syariah dalam 
anggaran dasar antara lain :
a. tugas dan tanggung jawab;
b. pelaporan; dan
c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 29
A y a t(l)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Pokok-pokok pengaturan tugas direktur adalah :
a. tugas dan tanggung jawab;
b. pelaporan; dan
c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 30
Ayat (1)

Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin 
kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata 
kelola yang sehat ( g o o d  c o r p o r a t e  g o v e r n a n c e ) dari pemilik, 
pengurus bank, dan pengawas syariah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 31
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif’ adalah pejabat 
yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau 
mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional 
Bank Syariah seperti kepala divisi, pemimpin Kantor 
Cabang, atau kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang- 
kurangnya m eliputi:
a. ruang lingkup, tugas, dan fungsi dewan pengawas 

syariah;
b. jumlah anggota dewan pengawas syariah;
c. masa kerja;
d. komposisi keahlian;
e. maksimal jabatan rangkap; dan
f. pelaporan dewan pengawas syariah.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
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Pasal 35
Ayat (1)

Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara 
lain, sistem pengawasan intern.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntansi syariah yang 
berlaku umum” adalah standar akuntansi syariah yang 
ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)
Kantor akuntan publik yang dimaksud adalah kantor akuntan 
publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang 
akuntansi syariah.

Ayat (4)
Dalam memberikan pengecualian, Bank Indonesia memper
hatikan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang 
bersangkutan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)

Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank 
Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau 
kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh 
terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat 
bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana 
masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, 
risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat 
berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat 
tersebut.
Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan mening
katkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko
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dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan 
ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat 
pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur 
tertentu.

Ayat (2)
Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai dengan 
pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan 
bank.
Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi 
masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok 
Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaan-perusahaan 
dalam kelompok yang sama.

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah hubungan 
sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis 
keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, 
menantu, dan ipar.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai dengan 
pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan 
bank.
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah 
serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh 
perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, 
dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha 
bank.
Prinsip mengenal Nasabah { k n o w  y o u r  c u s t o m e r  p r i n c i p l e )  

merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan 
yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan 
dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi 
Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. 
Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara 
adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan 
transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Penjelasan yang diberikan kepada Nasabah mengenai 
kemungkinan timbulnya risiko kerugian Nasabah dimaksudkan 
untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank.
Apabila informasi tersebut telah disediakan, Bank dianggap telah 
melaksanakan ketentuan ini.

Pasal 40
A y a t(l)

Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan 
dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat 
mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima 
Fasilitasnya. Dalam hal bank sebagai pembeli Agunan 
Nasabah Penerima Fasilitasnya, status Bank adalah sama 
dengan pembeli bukan Bank lainnya.
Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan 
dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian 
kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya.



Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan 
pemulihan kondisi likuiditas Bank dan batas waktu ini 
merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual aset 
Bank.
Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang 
pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka 
waktu tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain :
a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank Syariah dan UUS 

adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategori
kan macet selama jangka waktu tertentu;

b. Jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperlihatkan bukti tertulis”, 
termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pimpinan instansi yang diberi 
wewenang untuk melakukan penyidikan” adalah pimpinan
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departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen 
setingkat menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain, mengenai 
aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji 
kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta 
aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank 
Syariah dan UUS.
Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung (o f f - s i t e  

s u p e r v i s i o n ) atas dasar laporan Bank dan pengawasan langsung 
(o n - s i t e  s u p e r v i s i o n )  dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank 
yang bersangkutan.

Pasal 51
Ayat (1)

Bank Syariah dan UUS perlu menjaga tingkat kesehatannya 
dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala 
jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun 
elektronis, yang terkait dengan objek pengawasan Bank 
Indonesia.
Yang dimaksud dengan “setiap tempat yang terkait 
dengan Bank” adalah setiap bagian ruangan dari kantor 
bank dan tempat lain di luar bank yang terkait dengan 
objek pengawasan Bank Indonesia.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala 
jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis 
yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia. 
Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah orang 
atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap 
pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik 
langsung maupun tidak langsung, antara lain, u l t i m a t e  

s h a r e h o l d e r  atau pihak tertentu yang namanya tidak 
tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang 
saham bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan 
operasional bank atau keputusan manajemen bank.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “rekening Simpanan maupun 
rekening Pembiayaan” adalah rekening-rekening, baik 
yang ada pada Bank yang diawasi/diperiksa maupun 
pada Bank lain, yang terkait dengan objek 
pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak yang 
menurut penilaian Bank Indonesia memiliki kompetensi 
untuk melaksanakan pemeriksaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
A y a t(l)

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang 
membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan 
penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha Bank semakin 
memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya 
permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta 
pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip 
kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Huruf a
Yang dimaksud dengan “membatasi kewenangan” 
antara lain pembatasan keputusan pemberian bonus 
( t a n t i e m ) ,  pemberian dividen kepada pemilik Bank, atau 
kenaikan gaji bagi pegawai dan pengurus.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
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Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di 
luar Bank yang bersangkutan, baik Bank lain, badan 
usaha lain, maupun individu yang memenuhi 
persyaratan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan 
sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:
a. musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyamas) 

atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Pada dasarnya sanksi administratif dikenakan terhadap anggota 
komisaris atau anggota direksi secara personal yang melakukan 
kesalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi administratif
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dikenakan secara kolektif apabila kesalahan tersebut dilakukan 
secara kolektif.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)

UUS yang telah memiliki izin usaha dalam ketentuan ini 
adalah UUS yang sudah ada berdasarkan izin pembukaan 
Kantor Cabang Syariah pada Bank Umum Konvensional.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4867
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PEMBAHASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENDAHULUAN 
Hukum Kewarisan

Hukum Kewarisan ialah Hukum yang mengatur tentang pemindahan 
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris, dan 
menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan menentukan 
berapa bagiannya masing-masing.

Islam sebagai agama samawi mengajarkan hukum kewarisan, 
disamping hukum-hukum lainnya, untuk menjadi pedoman bagi umat 
manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan 
ketentraman dalam kehidupan di bawah naungan dan ridho Ulahi. Aturan 
hukum kewarisan Islam diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dan kesadaran hukumnya sehingga menjadi suatu 
system hukum kewarisan yang sempurna.

Sejarah Hukum Kewarisan Islam

Sejarah Hukum Kewrisan Islam tidak terlepas dari hukum kewarisan 
zaman Jahiliyah. Ringkasnya, perkembangan Hukum Kewarisan Islam dapat 
dipaparkan sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan adat Arab pada zaman Jahiliyah menetapkan 
tatacara pembagian warisan dalam masyarakat yang didasarkan 
atas hubungan nasab atau kekerabatan, dan hal itu pun hanya 
diberikan kepada keluarga yang laki-laki saja, yaitu laki-laki yang 
sudah dewasa dan mampu memanggul senjata guna 
mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan 
serta merampas harta peperangan.

2. Perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan, karena 
dipandang tidak mampu memangui senjata guna mempertahankan 
kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas 
harta peperangan. Bahkan orang perempuan yaitu istri ayah dan/ 
atau istri saudara dijadikan obyek warisan yang dapat diwaris 
secara paksa. Praktik ini berakhir dan dihapuskan oleh Islam 
dengan turunnya Surat An Nisa’, Ayat 19 yang melarang
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menjadikan wanita dijadikan sebagai warisan. Dalam Ayat 
tersebut Allah SWT. Berfirman :

“ H a i  o r a n g - o r a n g  y a n g  b e r i m a n ,  t i d a k  h a l a l  b a g i  k a m u

m e m p u s a k a i  w a n i t a  d e n g a n  j a l a n  p a k s a

3. Selain itu perjanjian bersaudara, janji setia, juga dijadikan 
dasar untuk saling mewarisi. Apabila salah seorang dari mereka 
yang telah mengadakan peijanjian bersaudara itu meninggal dunia 
maka pihak yang masih hidup berhak mendapat warisan sebesar 
1/6 (satu per enam) dari harta peninggalan. Sesudah itu barulah 
sisanya dibagikan untuk para ahli warisnya. Yang dapat mewarisi 
berdasarkan janji bersaudara inipun juga harus laki-laki.

4. Pengangkatan anak yang berlaku di kalangan Jahiliyah juga 
dijadikan dasar untuk saling mewarisi. Apabila anak angkat itu 
telah dewasa maka ia mempunyai hak untuk sepenuhnya mewarisi 
harta bapak angkatnya, dengan syarat ia harus laki-laki. Bahkan 
pada masa permulaan Islam hal ini masih berlaku.

5. Kemudian pada waktu Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke 
Madinah beserta para sahabatnya, Nabi mempersaudarakan antara 
Muhajirin dengan kaum Anshor. Kemudian Nabi manjadikan 
hubungan persaudaraan karena hijrah antara Muhajirin 
dengan Anshor sebagai sebab untuk saling mewarisi.

6. Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dasar 
untuk dapat saling mewarisi pada Zaman Jahiliyah adalah :

a. Adanya hubungan nasab/ kekerabatan
b. Adanya pengangkatan anak
c. Adanya janji setia untuk bersaudara

Ketiga jenis ahli waris tersebut disyaratkan harus laki-laki dan 
sudah dewasa. Oleh karena itu, perempuan dan anak-anak tidak 
dapat menjadi ahli waris. Kemudian pada masa permulaan Isalam 
di Madinah, Rasulullah SAW. Mempersaudarakan Muhajirin 
dengan Anshor, persaudaraan karena hijrah ini juga dijadikan 
dasar untuk saling mewarisi.

7. Dalam perkembangannya, dasar saling mewarisi karena adanya 
pengangkatan anak, janji setia, dan persaudaraan karena hijrah 
inipun dihapus. Untuk selanjutnya berlaku hukum kewarisan yang 
ditetapkan oleh Al Qur’an dan As Sunah sebagai suatu ketentuan 
yang harus ditaati oleh setiap muslim.
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8. Perempuan dan anak-anak yang semula tidak tidak dapat 
mewarisi, kemudian oleh Hukum Islam diberikan hak (bagian) 
untuk mewarisi seperti halnya ahli waris laki-laki. Mereka 
mempunyai hak yang sama dalam mewarisi, baik sedikit maupun 
banyaknya menurut bagian yang ditetapkan untuknya dalam 
Syari’at Islam. Allah SWT. Menegaskan ini dengan Firman-Nya 
dalam Surat An Nisa’ ayat 7, yang artinya sebagai berikut:

’ ’B a g i  o r a n g  l a k i - l a k i  a d a  h a k  ( b a g i a n )  d a r i  h a r t a  

p e n i n g g a l a n  i b u ,  b a p a k ,  d a n  k e r a b a t n y a ;  d a n  b a g i  o r a n g  

p e r e m p u a n  j u g a  a d a  h a k  ( b a g i a n )  d a r i  h a r t a  p e n i n g g a l a n  

i b u ,  b a p a k ,  d a n  k e r a b a t n y a ,  b a i k  s e d i k i t  a t a u  b a n y a k  

m e n u r u t  b a g i a n  y a n g  t e l a h  d i t e t a p k a n  ” .

Kemudian dalam ayat 11 Surat An Nisa’ itu pula Allah SWT. 
Berfirman yang artinya:

’’A l l a h  m e n s y a r i ’a t k a n  b a g i m u  t e n t a n g  ( p e m b a g i a n  p u s a k a  

u n t u k )  a n a k - a n a k m u ,  y a i t u  b a h w a  b a g i a n  s e o r a n g  a n a k  l a k i -  

l a k i  s a m a  d e n g a n  b a g i a n  d u a  o r a n g  a n a k  p e r e m p u a n  ” .

9. Selanjutnya pewarisan yang didasarkan perjanjian bersaudara 
(janji setia) juga dihapuskan dengan turunnya Ayat 6 Surat Al 
Ahzab, yang artinya:

”..... d a n  o r a n g - o r a n g  y a n g  m e m p u n y a i  h u b u n g a n  d a r a h

s e b a g i a n n y a  a d a l a h  l e b i h  b e r h a k  d a r i p a d a  s e b a g i a n  y a n g  

l a i n  d i  d a l a m  k i t a b  A l l a h  d a r i p a d a  o r a n g - o r a n g  m u k m i n  d a n  

o r a n g - o r a n g  M u h a j i r i n ,  k e c u a l i  k a l a u  k a m u  m a u  b e r b u a t  

b a i k  k e p a d a  s a u d a r a - s a u d a r a m u .....”

10. Kemudian mengenai kewarisan anak angkat juga dihapuskan 
dengan turunnya Ayat 4 dan 5 Surat Al Ahzab, yang artinya :

”..... d a n  T u h a n  t i d a k  m e n j a d i k a n  a n a k - a n a k  a n g k a t m u n

s e b a g a i  a n a k  k a n d u n g m u  s e n d i r i .  Y a n g  d e m i k i a n  i t u  

h a n y a l a h  p e r k a t a a n m u  d i  m u l u t m u  s a j a .  S e d a n g  A l l a h  

m e n g a t a k a n  y a n g  s e b e n a r n y a  d a n  m e n u n j u k k a n  j a l a n  ( y a n g  

b e n a r ) .  P a n g g i l l a h  m e r e k a  d e n g a n  m e m a k a i  n a m a - n a m a  

a y a h n y a  ( y a n g  s e b e n a r n y a )  s e b a b  y a n g  d e m i k i a n  i t u  l e b i h  

a d i l  d i  s i s i  A l l a h .  J i k a  k a m u  t i d a k  m e n g e t a h u i  a y a h n y a  m a k a  

( p a n g g i l l a h  m e r e k a  s e p e r t i  m e m a n g g i l )  s a u d a r a - s a u d a r a m u  

s e a g a m a  d a n  m a u l a - m a u l a m u  ( y a k n i  o r a n g - o r a n g  y a n g  

b e r a d a  d i  b a w a h  p e m e l i h a r a a n m u )  "
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Kemudian di dalam Surat Al Ahzab, ayat 40 ditegaskan pula 
bahw a:

” M u h a m m a d  i t u  s e k a l i - k a l i  b u k a n l a h  b a p a k  d a r i  s e o r a n g  

l a k i - l a k i  d i  a n t a r a  k a m u  t e t a p i  d i a  a d a l a h  R a s u l  A l l a h  d a n  

p e n u t u p  p a r a  n a b i .

11. Sedang mengenai kewarisan berdasarkan persaudaraan karena 
hijrah antara Muhajirin dengan Anshor telah dihapuskan dengan 
Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam sabdanya :
Artinya:

’’T i d a k  a d a  k e w a j i b a n  b e r h i j r a h  l a g i  s e t e l a h  p e n a k l u k a n  k o t a  

M a k k a h  ”  (HR. Bukhori dan Muslim)

Hal ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Hadits inilah yang 
dijadikan dasar penghapusan hubungan Muwarosah antara 
Muhajirin dengan Anshor.

12. Ayat-ayat kewarisan itu turun secara berangsur-angsur, sejak 
tahun ke-II sampai VII Hijriyah, selama Rasulullah berada di 
Madinah, menggantikan hukum adat kewarisan Jahiliyah, sejalan 
dengan ayat-ayat yang mengatur hukum keluarga (perkawinan). 
Demikian pula praktik pelaksanaan hukum kewarisan pun secara 
berangsur-angsur mengalami perubahan demi perubahan yang 
kesemuanya itu menuju kesempurnaan, yaitu suatu tatanan 
masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera denga susunan keluarga 
yang ersifat bilateral.

13. Meskipun diyakini bahwa sistem kekeluargaan yang dibangun 
oleh syari’ah Islam adalah sistem kekeluargaan yang bersifat 
bilateral, akan tetapi ternyata pengaruh adat istiadat masyarakat 
Arab jahiliyah yang Patrilineal itu sangatlah kuat sehingga 
mempengaruhi pikiran dan praktik hukum keluarga dan Hukum 
Kewarisan pada masa sahabat dan sesudahnya. Praktik 
kekeluargaan Patrilineal yang sangat menonjol tersebut telah 
mempengaruhi praktik dan Ijtihad hukum kewarisan Islam pada 
masa lalu sampai sekarang. Dan paham inilah yang masuk dan 
diajarkan kepada ummat Islam di Indonesia. Ketidakseimbangan 
telah terjadi karena hukum keluarga yang dianut dan berkembang 
di Indonesia adalah kukum keluarga yang bersifat bilateral, 
sementara hukum kewarisan yang diajarkan bersifat patrilineal
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sehingga hukum kewarisan patrilineal tersebut kurang mendapat 
sambutan secara tangan terbuka karena dirasa belum/ tidak pas 
untuk diterapkan dalam praktik. Di sinilah diperlukan adanya kaji 
ulang dan ijtihad baru di bidang hukum kewarisan.

14. Dalam upaya menghapuskan perbudakan maka Rasulullah SAW. 
Menetapkan bahwa orang yang memerdekakan budak, maka ia 
menjadi ahli warisnya bila budak itu meninggal dunia. Akan tetapi 
pada masa kini perbudakan secara yuridis sudah tiada lagi.

15. Hukum Kewarisan dan Hukum Perkawinan, masing-masing 
merupakan Sub-sistem yang membentuk suatu Sistem Hukum, 
yaitu hukum keluarga. Antara keduanya tidak dapat dipisahkan 
ibarat sekeping mata uang, antara satu sisi dengan sisi lainnya. 
Oleh karenanya kedua hukum tersebut harus mempunyai sifat, 
asas dan gaya yang sama sehingga dapat dilaksanakan dengan 
enak dan selaras dalam dalam tata kehidupan keluarga, apabila 
terjadi ketidakselarasan maka dapat dipastikan akan terjadi 
ketimpangan dalam kehidupan keluarga. Demikian pula halnya 
dengan Hukum Kewarisan Islam sebagai sub-sistem dari sistem 
hukum keluarga harus memiliki sifat, asas, dan gaya yang sama 
dengan Hukum Perkawinan.

16. Selain itu dalam pengajaran Hukum Waris pun terdapat berbagai 
Mahdzab, seperti halnya pada bidang-bidang lain. Perbedaan ini 
terjadi karena faktor sejarah, tata kehidupan masyarakat, 
pemikiran, ketaatan terhadap. syari’ah, dan sebagainya yang 
berbeda-beda. Demikian pula dalam perkembangan hukum 
kewarisan Islam di Indonesia, dan juga menimbulkan disparitas 
nya putusan Pengadilan Agama.

17. Disamping itu, corak kehidupan masyarakat Arab yang bersifat 
patrilineal sangat menonjol dan mempengaruhi pemahaman 
terhadap Hukum Kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam yang 
kita pelajari selama ini adalah hukum kewarisan yang lebih 
bercorak patrilineal karena beraal dari pemahaman masyarakat 
Arab tempo dulu sehingga sering kali terasa janggal dan tidak adil 
karena corak kehidupan masyarakat kita adalah bilateral, 
sementara hukum waris yang akan diterapkan bercorak Patrilineal.
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18. Keadaan yang demikian ini sangat dirasakan oleh Mahkamah 
Agung RI. Sebagai Pengadilan Negara tertinggi yang bertugas 
membina jalannya peradilan dari semua lingkungan peradilan, 
termasuk disini adalah Peradilan Agama.

19. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.7, Tahun 1989, tentang 
Peradilan Agama, dimana kekuasaan Pengadilan Agama untuk 
memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa waris 
dipulihkan kembali, maka kebutuhan terhadap hukum waris yang 
jelas, rinci, mudah dan pasti serta sesuai dengan tata kehidupan 
masyarakat Islam Indonesia yang bilateral semakin terasa 
mendesak. Untuk itu pulalah kemudian dikeluarkan Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden 
Nomor 1, tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991.

20. Menghadapi kenyataan tentang perkembangan hukum kewarisan 
Islam di Indonesia, KH. Ali Darokah mengatakan bahwa :
’ ’ W a l h a s i l ,  h u k u m  f a r a i d  y a n g  a d a  p e r l u  d i b i n a  l a g i ,  t e r u t a m a  

u n t u k  I n d o n e s i a ,  d e n g a n  h u k u m  f a r a i d  k o n k r i t  y a n g  d a p a t  

m e n c a k u p  s o a l - s o a l  p e n t i n g  y a n g  b e r k a i t  d e n g a n  f a r a i d ,  d a n  

m e n c a k u p  p e t u n j u k  a y a t - a y a t  A l  Q u r  ’a n  d a n  A l  H a d i t s  y a n g  t e l a h  

d i p o t o n g  o l e h  s e b a g i a n  u l a m a  f i q i h .  B i l a  p e m b i n a a n  i t u  b e r h a s i l ,  

I n s y a  A l l a h  p e r s e n g k e t a a n  k i t a  d a p a t  t e r s e l e s a i k a n .  ”

Untuk menghilangkan kesenjangan antara teori kewarisan dalam ilmu 
fiqih dengan rasa keadilan masyarakat islam maka perlu diadakan kaji ulang 
terhadap hukum kewarisan Islam yang ada dan mengembalikannya kepada 
sumber aslinya, yaitu Al Qur’an dan As Sunah. Untuk itu, diluncurkanlah 
gagasan tentang reaktualisasi Hukum Islam yang kemudian hasilnya 
dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini.
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HUKUM WARIS ISLAM DAN PERMASALAHANNYA

Dalam peradilan atau dalam hukum Indonesia juga terdapat hukum 
waris adat. Selama ini, khususnya sebelum munculnya UU No.7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama memang sering terjadi kerancuan. Bagi umat 
muslim mau membagi warisannya secara apa. Jika ia mau membagi 
menurut hukum Islam bagaimana, jika ia mau membagi secara hukum adat 
atau perdata bagaimana. Artinya, sebelum keluarnya UU Pengadilan Agama 
masing-masing orang mempunyai pilihan atau opsi dengan cara apa ia akan 
membagi warisannya. Misalnya yang beragama islam bisa saja tidak 
mengambil secara waris Islam tapi bisa ke waris perdata. Jadi sebelum 
keluarnya UU Pengadilan Agama, mantan wapres (Adam Malik) juga 
pemah menyelesaikan kasus waris itu ke pengadilan negeri.

Kemudian apa yang menjadi perbedaan antara masing-masing itu? yang 
jelas dalam waris Islam bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. 
Sedangkan dalam hukum waris perdata bagian perempuan seimbang atau 
sama rata dengan bagian laki-laki. Namun demikian dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) juga ditegaskan bahwa apabila kata sepakat atau 
musyawarah antara para ahli waris maka warisan bisa dibagi secara sama 
rata.

Setelah adanya UU Pengadilan Agama hak opsi itu ditegaskan bahwa 
bagi mereka yang beragama Islam patuh dan tunduk pada hukum Islam, 
pembagian warisnya harus secara Islam dan jika timbul sengketa harus 
diselesaikan di Pengadilan Agama. Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam 
waris Islam ada unsur ta'abudi atau ibadah, karena dilaksanakan 
berdasarkan hukum agama atau taat kepada hukum-hukum yang diturunkan 
oleh Al-qur'an dan hadis.

Dalam hukum waris Islam dikenal juga adanya mahjub (tertutupnya 
ahli waris). Bukan terhalang, tapi tertutup. Misalnya seorang cucu tidak bisa 
mendapat warisan jika ada anak. Kemudian kakek juga tidak dapat warisan 
kalau bapaknya masih ada.

Jadi dalam hukum waris Islam dikenal ashabul furud, yaitu mereka 
yang berhak menerima bagian waris secara mutlak atau tidak akan tertutup 
oleh siapapun juga. Ashabul furud ini pertama kali adalah suami atau istri 
yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya. Suami atau istri ini mutlak 
mendapat harta warisan pewaris (pihak yang meninggal) dan tidak bisa 
terhalang oleh siapapun juga. Namun apabila si pewaris memiliki anak,
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maka anak-anaknya (baik yang perempuan dan laki-laki) juga mendapat 
warisan itu.

Kalau yang meninggal adalah istri dan tidak memiliki anak, maka si 
suami mendapat separuh dari harta warisan, sedangkan jika punya anak si 
suami mendapat V4. Kalau yang meninggal adalah suami dan tidak memiliki 
anak, maka si istri mendapat V4 dari harta warisan pewaris, sedangkan jika 
punya anak maka si istri mendapat V8. Kalau orang tua pewaris masih hidup, 
maka bapak dan ibu pewaris juga mendapat harta warisan dan tidak bisa 
tertutup oleh siapapun juga. Jadi ada ashabul furud yang ke atas (yaitu orang 
tua), menyamping (yaitu suami atau istri) dan ke bawah (yaitu anak). 
Saudara kandung (kakak atau adik) pewaris bisa saja mendapat warisan jika 
pewaris tidak memiliki anak.

Dalam hukum syar'i Islam ini juga diatur masalah rumah tangga mulai 
dari seseorang belum lahir sampai meninggal. Begitu pula masalah harta- 
harta itu sendiri. Contohnya setelah dia menikah dan kemudian bercerai itu 
kan ada ketentuan mengenai harta bersama yang dipilah dengan harta 
bawaan. Begitu juga ketika seseorang meninggal, maka disitu dikenal juga 
harta peninggalan dan harta warisan. Dalam bab 1 Pasal 171 poin d KHI 
disebutkan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, 
baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 
Hak-hak ini misalnya hak cipta atau hak kekayaan intelektual.

Kemudian di KHI juga dijelaskan mengenai harta warisan, yaitu harta 
bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk 
keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan 
jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Pemberian untuk 
kerabat ini yang mungkin akan kita bahas lagi lebih lanjut yaitu masalah 
wasiat.

Jadi harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, 
sedangkan harta warisan mumi adalah harta bawaan ditambah harta bersama 
dari suami atau istrinya setelah dipilah dan dikurangi biaya pengurusan 
waktu dia sakit (jika memang sakit), meninggal, mengubur, membayar 
hutang (jika punya hutang) dan wasiat, apabila punya wasiat dipilah juga 
wasiatnya. Harta warisan mumi inilah yang nantinya akan dibagi-bagi 
kepada ahli waris. Bisa juga terjadi dimana harta warisan mumi justru 
kurang, sehingga ahli waris yang hams menanggung semua biaya-biaya 
yang tadi. Dalam surat An Nisa ayat 11 dikatakan bahwa Allah berwasiat 
kepada kamu untuk membagi warisan sesuai dengan syariat setelah dihitung 
wasiatnya (dipilah wasiatnya) dan diselesaikan hutang-piutangnya. Jadi 
kalau ada hutang piutang nanti kita lihat hartanya berapa, hutangnya berapa.
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Kalau memang defisit atau minus itulah yang harus ditanggung bersama 
sesuai kesepakatan musyawarah.

Apabila harta peninggalan itu memang ada ahli warisnya maka ahli 
warisnya itu tetap dibagi, karena harta peninggalan itu adalah harta secara 
umum. Sedangkan harta warisan mumi adalah harta yang sudah dibersihkan 
dari segala umsan yang tadi.

Sedangkan untuk wasiat dalam hukum waris perdata barat dikenal 
dengan testamen. Wasiat itu hams dibagi setelah pemberi wasiat meninggal. 
Wasiat ada yang tertutup dan terbuka dan bisa diberikan kepada siapa saja. 
Wasiat berbeda dengan hibah, karena kalau hibah boleh dilaksanakan selama 
si pemberi masih hidup, sedangkan wasiat baru boleh dilaksanakan setelah 
pemberi wasiat meninggal. Wasiat ini bisa dilakukan secara lisan atau 
tertulis dan dilakukan terhadap harta yang dimiliki secara sempurna, artinya 
bukan harta dalam sengketa. Misalnya seorang bapak mewasiatkan sebidang 
tanah yang memang dia punya kepada anaknya. Wasiat juga tidak boleh 
lebih dari V3 harta warisan. Wasiat akan diperhitungkan sebagai bagian dari 
warisan kalau dia lebih dari V 3 .  Anak laki-laki langsung mendapat bagian 
asshobah atau sisa harta. Wasiat juga hams disaksikan oleh dua orang saksi 
dan hams secara otentik dicatatkan di kantor notaris. Dalam Al-qur'an 
disebutkan bahwa "apabila seseorang menjelang ajal atau sedang dalam 
bepergian jauh hendaknya dia membuat wasiat kepada keluarganya." Oleh 
karena kita wajib berwasiat kepada keluarga kita apabila kita mau pergi 
jauh.

Untuk kasus dimana misalnya seseorang meninggal, dimana 
sebelumnya dia memberikan hibah ke anaknya yang pertama. Tetapi dua 
orang anaknya yang lain tidak diberi hibah. Maka selama hibah itu diberikan 
kepada ahli waris itu akan diperhitungkan sebagai bagian warisan. Namun 
kalau hibah itu diberikan kepada yang bukan ahli waris akan dilihat 
bagaimana hibah itu dilaksanakan, sah atau tidak? otentik atau tidak? karena 
hibah juga ada yang di bawah tangan. Kalau hibah itu tidak sah maka 
pemberian hibahnya bisa ditarik dengan cara pembatalan hibah. Namun kita 
juga perlu melihat unsur keadilannya juga, Kalau semua harta diberikan 
kepada anak angkat atau menantu kesayangan dimana mereka itu 
sebenarnya bukan ahli waris, maka perlu dilihat apakah hibah itu disetujui 
oleh ahli waris yang lainnya.

Hibah tersebut setidaknya memerlukan bukti otentik berupa akta yang 
memperkuat bahwasanya itu adalah hibah yang telah menjadi hak milik 
seseorang ya. Tapi sekarang ini banyak terjadi, dimana hibah hanya 
dilakukan secara lisan, sehingga beberapa tahun sesudah pemberi hibah
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meninggal timbul permasalahan. Menghadapi hal yang seperti ini faktor 
yang diutamakan adalah pengakuan dari yang menerima hibah dan bukti 
bukti lainnya, seperti surat, catatan, bukti awal dan kesaksian dua orang 
saksi. Adalah tugas pengadilan untuk membuktikan apakah hibah itu sah 
atau tidak.

Waris dapat menyebabkan konflik apabila terdapat anak diluar nikah. 
Untuk itu, maka anak hasil perkawinan memiliki kedudukan lebih kuat, 
karena untuk membuktikan adanya hubungan darah harus dengan bukti yang 
sah/otentik bahwa kedua orang tua mereka menikah secara sah dan 
dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan. Selanjutnya, anak luar kawin 
tidak mendapat warisan dari ayahnya, hanya mendapat warisan dari si ibu.

Untuk suatu keadaan dimana seorang istri yang sedang hamil dan 
kemudian suaminya meninggal, juga terkadang menimbulkan permasalahan 
tersendiri dan menimbulkan pertanyaan apakah si anak yang dikandung ini 
bisa terhitung sebagai ahli waris? Pada dasaranya ahli waris adalah orang 
yang ada pada waktu si pewaris meninggal atau wafat. Timbul satu 
pengembangan, bagaimana jika ahli waris meninggal sebelum si pewaris 
meninggal? Apabila si anak lahir bertepatan dengan meninggalnya suami itu 
perlu diperhitungkan sebagai bagian anak laki-laki. Namun apabila kembali 
kepada kaidah hukum atau norma, ahli waris adalah orang yang ada pada 
waktu si pewaris wafat. Artinya kalau anak itu lahir setelah ayahnya 
meninggal atau ketika ayahnya meninggal si anak masih dalam kandungan 
maka ia tidak menjadi ahli waris.

Hal ini berbeda dengan hukum perdata. Menurut pasal 2 KUHPerdata, 
dinyatakan bahwa anak yang sedang dalam berada dalam kandungan 
merupakan subyek hukum. Sehingga dengan demikian, bayi dalam 
kandungan pun memiliki hak mewaris. Dalam fikih juga ada pendapat 
demikian. Jadi tadi sudah saya katakan secara sepintas bahwa anak itu 
dihitung sebagai anak laki-laki. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan 
bahwa itu tidak bisa, karena si anak tersebut tidak ada/wujudnya belum ada 
waktu si pewaris meninggal. Sehingga dengan demikian, apabila si anak 
tersebut lahir, maka dia tetap akan mendapat warisan, namun hanya dari 
ibunya.

Terdapat juga suatu kasus dimana dalam sebuah keluarga terdapat 
delapan orang bersaudara. Sebelum ayah mereka meninggal kedelapan anak 
sudah menandatangani surat hibah sebuah rumah untuk kakak yang tertua. 
Tetapi kakak yang tertua adalah anak diluar nikah dan sekarang ia ingin 
menjual rumah hibah tersebut. Dalam kasus ini timbul pertanyaan apakah 
kedelapan anak tersebut masih punya hak untuk mendapat bagian ?
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Dalam kasus ini jika memang timbul sengketa maka pengadilan akan 
melihat bagaimana proses hibah itu berlangsung, sah atau tidak? Disetujui 
atau tidak oleh ahli waris. Bisa aja yang satu setuju tetapi ketujuh yang lain 
tidak. Atau yang bertujuh setuju tetapi yang satu tidak. Kalau demikian 
halnya artinya hibah itu artinya bermasalah, karena tidak disetujui oleh 
semua ahli waris. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa wasiat tidak boleh 
dari V3 harta waris. Kemudian kalau pihak yang menerima hibah adalah 
anak diluar nikah berarti dia bukan sebagai ahli waris dan dengan demikian 
tidak masuk dalam hitungan ahli waris.

Namun apabila sang anak luar nikah itu sudah diakui oleh ayah maka 
hibah itu tidak akan menjadi masalah. Kalau kasus seperti ini teijadi maka 
pengadilan akan melihat dan akan menghitung kembali siapa ahli warisnya. 
Ahli waris itu yang delapan bersaudara itu diluar kakak yang diluar nikah 
itu. Si kakak yang diluar nikah itu tentu akan kita hitung wasiatnya 
berdasarkan persetujuan semuanya dan tidak boleh dari V3. Artinya di bawah 
V3 boleh.

Jika harta hibahnya itu mau dijual oleh kakak yang diluar nikah tadi, 
maka para adik tentunya harus tetap mendapat bagian dari penjualan hibah 
tersebut karena hibah tersebut merupakan harta warisan. Bagaimana kalau 
sudah terlanjur dijual ? tentunya ini akan menjadi sengketa masalah harta. 
Kalau sengketa masalah harta teijadi dan sudah melibatkan pihak ketiga 
(yaitu pembeli) maka kasus itu dikembalikan kepada pengadilan negeri dulu 
untuk diselesaikan. Persoalannya kita bagi dulu sesuai bagian laki-laki dan 
perempuan dan yang satu itu dihitung sebagai wasiat. Artinya yang si kakak 
luar nikah itu dihitung sebagai wasiat, dan bukan ahli waris dengan dengan 
syarat tidak boleh lebih dari V3 harta, tetapi dibawah V3 juga boleh. Nanti 
pengadilan akan melihat apakah dia dipersamakan. Kalau dia dipersamakan 
dengan perempuan ya dihitung bagian perempuan, begitu juga sebaliknya.

Apabila hibahnya tidak ditandatangani oleh pemberi hibah akan 
menimbulkan permasalahan lagi, apakah hibahnya dianggap sah atau tidak. 
Yang jelas kalau secara hukum tidak sah, karena si pemberi hibah tidak 
memberi tanda tangan, dan ini bisa digugat oleh mereka yang bersaudara itu. 
Kecuali ada pengakuan seluruhnya mengakui bahwa sudah teijadi hibah, 
terlepas ada atau tidaknya tanda tangan itu. Tanda tangan itu kan otentik ya 
(tertulis). Kalau lisan kan apa yang perlu ditanda tangan. Kalau hibah secara 
lisan ya tidak apa-apa tidak ada tanda tangan. Sedangkan dalam hukum 
perdata barat, anak diluar nikah jelas diakui atau bisa diakui.

Terdapat lagi satu kasus dimana seorang istri yang menikah di bawah 
tangan dengan suaminya dan suaminya kemudian meninggal. Sebelumnya
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suaminya itu telah mempunyai seorang istri, namun tidak mempunyai anak, 
sehingga istri pertamanya itu mengangkat seorang anak tetangga sebagai 
anaknya. Sebelum suami meninggal, ia pernah berpesan agar jika dirinya 
meninggal, maka sang istri dapat meminta hak warisnya kepada ibunya. 
Setelah suami tersebut meninggal si istri meminta hak warisnya kepada ibu 
mertuanya. Namun si ibu mertua ini tidak mau memberikan sekarang, 
melainkan nanti jika si anak sudah besar. Padahal anak-anak dan si istri yang 
di bawah tangan ini memerlukan biaya pendidikan sejak kecil.

Kasus ini cukup rumit, karena menikah dibawah tangan, maka 
pembuktiannya menjadi kurang kuat. Untuk itu, maka sang istri untuk itu si 
istri yang menikah di bawah tangan ini harus meminta itsbat nikah dulu ke 
pengadilan agama, agar perkawinannya dengan suaminya itu (pewaris) 
tercatat. Hal ini untuk mencegah alibi mertuanya yang mengatakan bahwa 
perkawinan mereka tidak sah atau tidak kuat karena hanya dibawah tangan. 
Setelah memperoleh itsbat nikah baru kemudian dia dapat menggugat 
mertuanya ke pengadilan agama agar harta warisan suaminya segera dibagi. 
Walaupun pada dasarnya harta warisan itu tidak harus segera dibagi tetapi 
juga tidak harus ditunda pembagiannya. Pada pokoknya kalau memang ada 
itsbat nikah atau buku nikah maka itu akan kita perhitungkan sebagai ahli 
waris. Namun demikian pengadilan akan tetap melihat asas-asas keadilan.

Dalam persoalan anak yang masih kecil yang mendapat harta warisan, 
dalam Al-qur'an dikatakan bahwa hendaklah dijaga harta anak yatim dan 
jangan sampai harta anak yatim itu termakan oleh orang yang menjadi 
pelindungnya. Makanya seorang ibu yang punya anak, kemudian ada bagian 
harta warisan unutk anaknya itu harus dijaga agar jangan sampai terjual 
apalagi berpindah tangan, kecuali untuk kepentingan anak itu sendiri, 
misalnya untuk sekolahnya, kesehatannya.

Apabila seseorang bercerai dia tidak mendapat harta warisan karena 
harta warisan itu hanya dalam ikatan perkawinan. Tapi untuk anak-anak dari 
orang tua yang bercerai mereka tetap mendapat warisan.

Di pengadilan agama terdapat pertolongan pembagian harta 
peninggalan (P3HP) yang membantu pengurusan harta warisan muslim yang 
tidak ada sengketa. Artinya ahli waris sudah sepakat membagi harta warisan 
secara tertulis, ada surat-suratnya dan ahli waris mengajukan permohonan 
pembagian harta warisan di pengadilan agama melalui jalur P3HP.

Kemudian jika timbul sengketa dalam hal pembagian warisan, maka 
hal itu diselesaikan melalui gugatan di pengadilan agama (bagi yang 
beragama Islam) dan pengadilan negeri (bagi yang non muslim).
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Kemudian apabila misalnya dari objek harta warisan dijual oleh ahli 
waris, tapi tidak semua ahli waris mengetahui bahwa harta warisan itu dijual 
bagaimana? Kalau itu merupakan bagian dari harta warisan harus 
dikompensasi. Berapa bagian yang sudah dijual dan berapa bagian 
kompensasinya. Ahli waris yang tidak mengetahui ini juga dapat menuntut 
secara pidana (tindak pidana penipuan) ahli waris yang lainnya sehingga 
timbul sengketa hak. Menurut Pasal 49 dan 50 UU Peradilan Agama 
sengketa hak itu harus diselesaikan di pengadilan negeri dulu. Pengadilan 
Agama hanya sebatas menentukan siapa ahli waris, berapa bagian ahli waris 
dan eksekusi harta waris. Kalau sudah menyangkut sengketa harta maka 
Pengadilan Agama akan meminta bantuan dari pengadilan negeri dulu untuk 
memutus sengketa tersebut.

Apabila si pewaris melakukan poligami, apabila dia tidak punya anak 
maka bagian istri adalah V4. Tapi kalau suami istri itu punya anak maka 
bagiannya V8. Jumlah V8 ini bukan untuk masing-masing istri (pertama, 
kedua, dst) V8. Kalau seperti ini berarti jumlahnya sudah 4/8. Jadi sisanya 
hanya tinggal 4/8 atau separuhnya. Yang betul jumlah V8 itu dibagi 4 (kalau 
istrinya 4). Untuk bagian anak-anaknya dihitung dari 4 orang istri itu berapa 
semua anaknya. Kalau anaknya 10 laki perempuan, berarti 7/8 dibagi 10 buat 
anak-anaknya. Dengan perhitungan anak laki-laki 2 bagian daripada anak 
perempuan.
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HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM DAN 
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

A. HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA

Membicarakan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di 
Indonesia, tidak ada salahnya membicarakan lebih dahulu umat Islam. Umat 
Islam dimaksud, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat 
legalitas pengayoman secara hukum ketatanegaraan di Indonesia. Oleh 
karena itu, umat Islam tidak dapat diceraipisahkan dengan hukum Islam 
yang sesuai keyakinannya. Namun demikian, hukum Islam di Indonesia bila 
dilihat dari aspek perumusan dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI 
(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yaitu para 
pemimpin Islam berusaha memulihkan dan mendudukkan hukum Islam 
dalam negara Indonesia merdeka itu. Dalam tahap awal, usaha para 
pemimpin dimaksud tidak sia-sia, yaitu lahirnya Piagam Jakarta pada 
tanggal 22 Juni 1945 yang telah disepakati oleh pendiri negara bahwa negara 
berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam 
bagi pemeluknya. Namun, adanya desakan dari kalangan pihak Kristen, 
tujuh kata tersebut dikeluarkan dari Pembukaan UUD 1945, kemudian 
diganti dengan kata "Yang Maha Esa".

Penggantian kata dimaksud, menurut Hazairin seperti 'yang dikutip 
oleh muridnya (H. Mohammad Daud AH) mengandung norma dan garis 
hukum yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara 
Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu 
hanya dapat ditafsirkan antara lain, sebagai berikut:
1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku 

sesuatu yang bertentangan dengan kaidah hukum Islam bagi umat 
Islam, kaidah agama Nasrani, atau agama Hindu-Bali bagi orang-orang 
Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha 
bagi orang Buddha. Hal ini berarti di dalam wilayah negara Republik 
Indonesia ini tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang 
bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan kesusilaan 
bangsa Indonesia.

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang 
Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi 
orang Hindu-Bali. Sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan 
perantaraan kekuasaan negara. Makna dari penafsiran kedua adalah
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negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam pengertian 
menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dianut 
oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum 
agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara 
negara. Artinya, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan 
syariat yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk 
agama bersangkutan. Syariat yang berasal dari agama Islam misalnya, 
yang disebut syariat Islam, tidak hanya memuat hukum salat, zakat, 
puasa, dan haji, melainkan juga mengandung hukum dunia baik 
keperdataan maupun kepidanaan yang memerlukan kekuasaan negara 
untuk menjalankannya secara sempurna. Misalnya, hukum harta 
kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, penyeleng
garaan hukum perkawinan dan kewarisan, penyelenggaraan hukum 
pidana (Islam) seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Hal ini 
memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus (Peradilan 
Agama) untuk menjalankannya, yang hanya dapat diadakan oleh negara 
dalam pelaksanaan kewajibannya menjalankan syariat yang berasal dari 
agama Islam untuk kepentingan umat Islam yang menjadi warga negara 
Republik Indonesia.

3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk 
menjalankannya. Oleh karena itu, dapat dijalankan sendiri oleh setiap 
pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi 
terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut 
agamanya masing-masing. Ini berarti hukum yang berasal dari Suatu 
agama yang diakui di negara Republik Indonesia yang dapat dijalankan 
sendiri oleh masing-masing pemeluk agama bersangkutan (misalnya 
hukum yang berkenaan dengan ibadah, yaitu hukum yang pada 
umumnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan) biarkan 
pemeluk agama itu sendiri melaksanakannya menurut kepercayaan 
agamanya masing-masing (H. Mohammad Daud All, 1991: 8).

Mengenai perkataan kepercayaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang 
tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang terletak dalam Bab Agama itu 
perlu dikemukakan hal-hal berikut ini: (a) Dr. Muhammad Hatta (almarhum) 
ketika menjelaskan arti perkataan "kepercayaan" yang termuat dalam ayat 
(2) Pasal 29 UUD 1945, menyatakan pada tahun 1974 bahwa arti perkataan 
kepercayaan dalam pasal tersebut adalah kepercayaan agama. Kuncinya 
adalah perkataan itu yang terdapat di ujung ayat (2) Pasal 29 dimaksud, Kata 
"itu" menunjuk pada kata agama yang terletak di depan kata kepercayaan 
tersebut. Penjelasan ini sangat logis karena kata-kata agama dan kepercayaan
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ini digandengkan dalam satu kalimat dan diletakkan di bawah Bab Agama 
(H. Mohammad Daud Ali, 1991:9).

Keterangan Bung Hatta di atas, sesuai dengan keterangan H. Agus 
Salim, yang menyatakan pada tahun 1953 bahwa pada waktu dirumuskan 
Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada seorang pun di antara kami yang 
ragu-ragu bahwa dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah aqidah, 
kepercayaan agama . . . ; (b) ketika memberi penjelasan mengenai ayat (1) 
Pasal 29 UUD 1945, dalam rangka kembali ke UUD 1945 Tahun 1959 
dahulu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ayat (1) Pasal 29 
UUD 1945 itu merupakan dasar dari kehidupan hukum bidang keagamaan; 
(c) pada tahun 1970, perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum 
dalam Pasal 29 UUD 1945 itu dijadikan landasan dan sumber hukum dalam 
mewujudkan keadilan dalam Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 4 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 peradilan di Indonesia harus dilakukan 
demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sekarang Pasal 4 
ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004) (H. Mohammad Daud Ali, 1991: 10).

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat diasumsikan bahwa 
hukum Islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di Negara 
Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian 
dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat dan beberapa instruksi Pemerintah yang berkaitan dengan 
hukum Islam. Demikian juga munculnya Kompilasi Hukum Islam yang 
menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus (Peradilan Agama) di 
Indonesia. Hal dimaksud merupakan pancaran dari norma hukum yang 
tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, keberlakuan dan 
kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia 
adalah Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.

B. HUKUM ISLAM DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Apabila membicarakan hukum Islam dalam pembinaan hukum 

nasional, perlu diungkapkan produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah 
perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia, seiring 
pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu (1) syariah, (2) fikih, (3) fatwa 
ulama/hakim, (4) keputusan pengadilan, dan (5) perundang-undangan. Hal 
itu akan diuraikan sebagai berikut.
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1. Syariah
Syariah atau yang biasa disebut I s l a m i c  L a w  dalam bahasa Inggris 

seperti yang telah diuraikan adalah hukum Islam yang tidak mengalami 
perubahan sepanjang zaman dan mengikat pada setiap umat Islam. Namun, 
ikatan dimaksud, didasari oleh aqidah dan akhlak Islam. Oleh karena itu, 
syariah adalah jalan hidup yang wajib ditempuh oleh setiap muslim. Syariah 
memuat ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan 
maupun berupa suruhan, la meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan 
manusia, baik yang berhubungan dengan manusia kepada Tuhan-Nya, 
manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungan 
kehidupannya. Namun, perlu diungkapkan bahwa hukum Islam dalam 
pengertian ini seperti yang telah diuraikan bahwa ada yang dapat 
dilaksanakan secara perorangan, per kelompok, dan ada yang memerlukan 
bantuan alat negara dalam penerapannya.

2. Fikih (Fiqh)

Fikih seperti yang telah diuraikan adalah hukum Islam yang 
berdasarkan pemahaman yang diperoleh seseorang dari suatu dalil, ayat, 
nash Alquran dan/  atau hadis Nabi Muhammad. Hukum Islam dimaksud, 
sudah diamalkan oleh umat Islam Indonesia sejak orang Indonesia memeluk 
agama Islam. Namun, tingkat pengamalan hukum dimaksud didasari oleh 
keimanan setiap orang Islam sehingga ditemukan pengamalan hukum itu 
bervariasi pada setiap suku dan tempat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah puncak pemikiran f i q h  di 
Indonesia. Hal dimaksud, didasari oleh keterlibatan para ulama, 
cendekiawan tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) dalam 
menentukan hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, 
dan wakaf. KHI dimaksud, secara formal disahkan oleh Presiden tanggal 10 
Juni 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Instruksi 
dimaksud ditindaklanjuti tanggal 22 Juli 1991 oleh Menteri Agama RI 
melalui Keputusannya Nomor 154 Tahun 1991, kemudian disebarluaskan 
melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 
Nomor 3694/EV/HK. 003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991. Oleh karena itu, patut 
dianggap sebagai i j m a '  ulama/ijtihad kolektif masyarakat Indonesia atau f i q h  

ala Indonesia (istilah Hazairin). KHI sebagai i j m a '  ulama Indonesia diakui 
keberadaannya dan diharapkan dijadikan pedoman hukum oleh umat Islam 
Indonesia dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul baik

438



penyelesaian kasus sengketa melalui musyawarah di dalam masyarakat 
maupun melalui lembaga di Peradilan Agama.

3. Fatwa

Hukum Islam yang berbentuk fatwa adalah hukum Islam yang 
dijadikan jawaban oleh seseorang dan/atau lembaga atas adanya pertanyaan 
yang diajukan kepadanya. Sebagai contoh Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
mengenai larangan Natal Bersama antara orang Kristen dengan orang Islam. 
Fatwa dimaksud, bersifat kasuistis dan tidak mempunyai daya ikat secara 
yuridis formal terhadap peminta fatwa. Namun, fatwa mengenai larangan 
Natal bersama dimaksud secara yuridis empiris pada umumnya dipatuhi oleh 
umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, fatwa pada umumnya cenderung 
bersifat dinamis terhadap perkembangan baru yang dihadapi oleh umat 
Islam.

4. Keputusan Pengadilan Agama

Hukum Islam yang berbentuk keputusan Pengadilan Agama adalah 
keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas adanya 
permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih 
dan/atau lembaga kepadanya. Keputusan dimaksud, bersifat mengikat 
kepada pihak-pihak yang beperkara. Selain itu, keputusan pengadilan agama 
dapat bernilai sebagai yurisprudensi ( j u r i s p r u d e n c e ) ,  yang dalam kasus 
tertentu dapat dijadikan oleh hakim sebagai referensi hukum.

5. Perundang-undangan Indonesia
Hukum Islam dalani bentuk perundang-undangan di Indonesia adalah 

yang bersifat mengikat secara hukum ketatanegaraan, bahkan daya ikatnya 
lebih luas. Oleh karena itu, sebagai peraturan organik, terkadang tidak elastis 
mengantisipasi tuntutan zaman dan perubahan. Sebagai contoh Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang itu 
memuat hukum Islam dan mengikat kepada setiap warga negara Republik 
Indonesia (Zainuddin Ali, 2001:136-138).
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GAMBARAN UMUM TENTANG 
PERADILAN AGAMA DAN KOMPILASI 

HUKUM ISLAM

A. SKETSA PERADILAN AGAMA
Proses terbentuknya Peradilan Agama di Indonesia diketahui melalui 

teori yang dikemukakan oleh Al-Malbari dalam bukunya yang berjudul 
F a t h u l  M u  ' in  seperti yang dikutip oleh Zaini Ahmad Noeh, yaitu melalui 
tiga bentuk. P e r t a m a ,  bentuk t a h k i m ,  berlaku pada zaman permulaan Islam 
yakni pada saat terbentuknya masyarakat Islam, sehingga orang-orang yang 
bersengketa atas kesepakatan bersama mendatangi ahli agama untuk 
meminta jasanya dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. K e d u a ,  

bentuk t a u l i y a h  dari a h l u l  h a l l i  w a l - a q d i ,  berlaku ketika agama Islam 
berkembang di nusantara ini yang ditandai dengan munculnya komunitas 
Islam di berbagai wilayah. Di antara mereka ada elite yang tampil atau 
ditampilkan sebagai pemegang wibawa dan kekuasaan, baik bersifat 
rohaniah maupun politis dalam pengertian sederhana. Kelompok elite inilah 
yang pada masa itu berwenang menunjuk figur tertentu untuk 
menyelenggarakan urusan Peradilan Agama. K e t i g a ,  bentuk t a u l i y a h  dari 
imam sebagai kepala negara, berlaku ketika kerajaan Islam berdiri di 
nusantara ini; lebih jelas lagi dengan keberadaan instansi yang mengurus 
kepentingan beragama kaum muslimin. Oleh karena itu, secara administratif, 
baik keberadaan Peradilan Agama maupun produk hukumnya menjadi lebih 
valid dan mempunyai legitimatif (pembenaran). Sejak itu lembaga Peradilan 
Agama telah mengambil bentuk formal dan konkret (Zaini Ahmad Noeh, 
1980:17).

Ahmad Noeh mengemukakan ketiga wajah dimaksud, pertama wajah 
Tahkim, yaitu Lembaga Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana 
berupa tahkim telah lama ada dalam masyarakat Indonesia, yakni sejak 
agama Islam datang di nusantara ini. Tahkim'inilah yang menjadi embrio 
lahirnya Peradilan Agama, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar 
penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah (terutama) dalam 
melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan 
rangkaian kesatuan dengan komponen ajaran agama Islam lainnya.

Peradilan Agama yang sudah ada sebelum datang kekuasaan kolonial di 
Indonesia itulah yang dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura 
tahun 1882, di sebagian besar keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur
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1937 dan di luar kedua wilayah itu tahun 1957 dengan peraturan perundang- 
undangan pembentukannya (Zaini Ahmad Noeh, 1980: 17).

Pengadilan Agama sebagaimana keadaannya dari tahun ke tahun 
dibentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di Jawa, Madura, 
dan di sebagian bekas keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur, lahir dan 
tumbuh dalam suasana kolonial, sedang Pengadilan Agama di luar daerah itu 
lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana 
pembentukan, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya menyebabkan 
perbedaan nama dan perbedaan kewenangannya. Perbedaan penyebutan 
nama telah diseragamkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan secara lebih 
tegas dicantumkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 1970 
dengan sebutan Pengadilan Agama untuk seluruh wilayah Indonesia. 
Sedangkan perbedaan kewenangan Pengadilan Agama disamakan oleh 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

' Perbedaan kewenangan Pengadilan Agama yang berlaku di Jawa dan 
Madura dari Peradilan Agama di luar wilayah itu adalah terletak tugas pokok 
di bidang hukum perkawinan; sedangkan Peradilan Agama di luar wilayah 
mempunyai tugas pokok di bidang hukum perkawinan dan hukum 
kewarisan. Perbedaan wewenang Peradilan Agama menurut Hazairin tidak 
mempunyai dasar hukum, karena tidak ada perbedaan esensial dalam jiwa 
keislaman antara orang Jawa dengan orang luar Jawa. Itulah satu-satunya 
yang dapat diungkapkan sebagai penyebab perbedaan itu: Sekitar tahun 
1930-an pihak Belanda selaras dengan teori resepsinya, melihat keadaan di 
Jawa itu yakni hukum faraid belum dapat diterima oleh orang desa, apalagi 
hukum adat di Jawa ini khas di bidang kewarisan "lebih adil" katanya jika 
dibandingkan dengan hukum faraid yang mengutamakan pihak laki-laki 
lebih daripada pihak perempuan (Hazairin, 1985: 32).

Selain itu, Hazairin berpendapat bahwa kesalahan yang diperbuat oleh 
pembuat PP No. 45 Tahun 1957 pada Peradilan Agama di luar Jawa dan 
Madura haruslah segera diperbaiki karena tidak ada dasarnya untuk 
meletakkan syarat bagi Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura bahwa 
hukum Islam mestilah telah menjadi hukum (adat) yang berlaku. Nyatalah 
bahwa pada tahun 1957 pembuat PP No. 45 Tahun 1957 masih dipengaruhi 
oleh politik Belanda yang bernama teori r e c e p t i e  (Hazairin, 1985: 32). 
Namun, kesalahan pada tahun 1930-an dan kesalahan pada PP No. 45 Tahun 
1957 yang membedakan wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura 
dari Peradilan di luar kedua wilayah itu bam dapat diperbaiki melalui Pasal 
49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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Selain kekuasaan Peradilan Agama yang berbeda, pengadilan agama itu 
dalam susunannya tidak terdapat juru sita, sehingga tidak mampu 
menjalankan keputusannya. Namun, upaya untuk mengendalikan Pengadilan 
Agama itu, tetap berlanjut dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (2) bahwa setiap 
keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum atau 
Pengadilan Negeri (H. Mohammad Daud Ali, 1991:253).

B. PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum 
Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan 
Peradilan Tinggi Agama, dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. 
Selain itu, peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman dalam negara Republik Indonesia. Lembaga peradilan dimaksud, 
mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kewenangan yang 
berbeda.

Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang 
sederhana berupa t a h k i m ,  yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang- 
orang yang beragama Islam yang dilakukan oleh para ahli agama Islam. Hal 
ini, ada di zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum adanya penjajahan di 
Indonesia.

Sejak rancangan Undang-Undang Peradilan Agama disahkan tanggal 
29 Desember 1989 oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diundangkan pada 
tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam 
Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989.

Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama merupakan peristiwa 
penting yang bukan hanya pembangunan perangkat hukum nasional, 
melainkan juga bagi umat Islam Indonesia. Sebabnya adalah Peradilan 
Agama menjadi lebih mantap kedudukannya sebagai salah satu badan 
pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di Indonesia; menegakkan 
hukum Islam bagi pencari keadilan, utamanya bagi mereka yang beragama 
Islam berkenaan dengan perkara keperdataan di bidang perkawinan, 
kewarisan, wasiat, hibah, dan sedekah. Dengan undang-undang ini, pemeluk 
agama Islam yang menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia diberi 
kesempatan untuk menaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran 
agaraanya sesuai dengan jiwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Peradilan Agama yang telah disahkan dan 
diundangkan itu terdiri atas 7 bab, 108 pasal dengan sistematika dan garis-
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garis besar isinya, yaitu (1) Bab I tentang ketentuan umum. Hal ini mengatur 
di antaranya: Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang 
beragama Islam, terdiri atas (a) Pengadilan Agama sebagai pengadilan 
tingkat pertama, dan (b) Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan 
tingkat banding. Kedua-duanya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata 
dimaksud, Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota 
kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota 
provinsi. Kedua-duanya berpuncak pada Mahkamah Agung, di bawah 
pimpinan Ketua Muda Mahkamah Agung di bidang Lingkungan Peradilan 
Agama. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangannya seperti halnya 
dengan badan peradilan lain, dilakukan oleh Departemen Teknis, yaitu 
Departemen Agama yang dipimpin oleh Menteri Agama; (2) Bab II sampai 
dengan Bab III mengatur susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, di 
antaranya disebutkan bahwa bagian pertama atau bagian umum menyebut 
susunan Pengadilan Agama yang terdiri atas pimpinan, yaitu seorang ketua 
dan seorang wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. 
Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas pimpinan, yaitu seorang 
ketua dan seorang wakil ketua, hakim tinggi; (3) Bab IV mengatur hukum 
acara Peradilan Agama; (4) Bab V mengatur tentang ketentuan-ketentuan 
lain; (5) Bab VI mengatur tentang ketentuan peralihan; (6) Bab VII tentang 
penutup (sekarang ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama).

C. PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DAN PERANNYA

Ketika Ibnu Batutah singgah di Samudera Pasai (Aceh, dekat 
Lhokseumawe sekarang) pada tahun 1345 Masehi, ia mengagumi 
perkembangan Islam di negeri itu. Ia mengagumi kemampuan Sultan Al- 
Malik Al-Zahir pada diskusi tentang berbagai masalah Islam dan ilmu fikih. 
Menurut pengembara Arab Islam Maroko itu, selain sebagai seorang raja, 
Al-Malik Al-Zahir, yang menjadi Sultan Pasai ketika itu, adalah juga 
seorang fuqaha yang mahir tentang hukum Islam. Yang dianut di Kerajaan 
Pasai pada waktu itu adalah hukum Islam mazhab Syafi'i. Menurut Hamka, 
dari Pasailah disebarkan paham Syafi'i ke kerajaan Islam lainnya di 
Indonesia. Bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri (1400-1500) para 
ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta kata 
putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam 
masyarakat (H. Mohammad Daud All, 1985: 8).
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Dalam proses Islamisasi kepulauan Indonesia yang dilakukan oleh para 
saudagar melalui perdagangan dan perkawinan hukum Islam mempunyai 
peran yang amat besar. Misalnya, ketika seorang saudagar hendak menikah 
dengan seorang pribumi, maka wanita itu diislamkan lebih dahulu dan 
pernikahannya kemudian dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam. 
Keluarga yang tumbuh dari perkawinan ini mengatur hubungan 
antaranggotanya dengan kaidah hukum Islam atau kaidah lama yang 
disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Kalau salah seorang suami istri 
meninggal dunia, harta peninggalannya dibagi menurut hukum kewarisan 
Islam. Jika ada sengketa di antara mereka, sengketa itu diselesaikan oleh 
h a k a m  melalui t a h k i m  kepada m u h a k k a m  yang merupakan asal usul 
Peradilan Agama atau bentuk Peradilan Agama pada permulaan 
perkembangan agama Islam di nusantara ini. Pembentukan keluarga yang 
kemudian berkembang menjadi masyarakat Islam yang baru memerlukan 
pengajaran agama baik untuk anak-anak maupun untuk orang yang telah 
dewasa. Secara tradisional, biasanya pelajaran agama yang diajarkan pada 
waktu itu adalah (1) ilmu kalam, (2) ilmu fikih, dan (3) ilmu tasawwuf 
(mistik). Dengan sistem pendidikan dan perkawinan yang demikian, 
menyebarlah ajaran agama Islam ke seluruh kepulauan Indonesia secara 
damai (H. Mohammad Daud Ali, 1985: 9).

Setelah agama Islam berakar dalam masyarakat, peran saudagar dalam 
menyebarkan ajaran Islam digantikan oleh para ulama sebagai guru dan 
pengawal hukum Islam. Misalnya, Nuruddin Ar-Raniri (yang hidup di abad 
ke-17) menulis buku hukum Islam dengan judul S i r a t a l  M u s t a k i m  (Jalan 
Lurus) pada tahun 1628. Menurut Hamka seperti yang dikutip oleh H. 
Mohammad Daud Ali, kitab S i r a t a l  M u s t a k i m  ini merupakan kitab hukum 
Islam yang pertama disebarkan ke seluruh Indonesia oleh Syaikh Arsyad 
Banjari, yang menjadi Mufti di Banjarmasin, kitab hukum S i r a t a l  M u s t a k i m  

itu diperluas dan diperpanjang uraiannya di dalam S a b i l a l  M u h t a d i n  dan 
dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di 
daerah kesultanan Banjar. Demikian juga di daerah kesultanan Palembang, 
Banten, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel, dan Mataram terdapat 
kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam 
menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan mereka. Ini 
dapat dibuktikan dari karya pujangga yang hidup pada masa itu. Misalnya, 
K u t a r a g a m a ,  S a j i n a t u l  H u k u m ,  dan lain-lain (H. Mohammad Daud Ali, 
1985: 9).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum Belanda 
mengukuhkan kekuasaannya, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri 
sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping
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kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara ini. 
Menurut Ahmad Djamil Latif, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan 
bahwa hukum Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan 
nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam 
kebudayaan Indonesia. Pengaruh itu tampak dalam hukum keluarga dan 
hukum pidana (Ahmad Djamil Latif, 1983: 9).

Ketika VOC dating di nusantara ini, ia tidak saja mengakui keberlakuan 
hukum Islam, bahkan berusaha untuk membukukan hukum Islam ke dalam 
berbagai kumpulan hukum untuk kepentingan penduduk bumiputera di 
wilayah yang mereka kuasai. Tahun 1750 diterbitkan kitab sebagai 
kumpulan hukum pertama yang diberi nama kitab H u k u m  M o g h a r r a e r  yang 
memuat hukum orang Jawa untuk keperluan L a n d r a a d  di Semarang. Kitab 
hukum ini memuat hukum pidana dan hukum perdata Islam. Pada tahun 
1760, diterbitkan pula suatu himpunan peraturan hukum Islam mengenai 
kewarisan dan perkawinan, kitab ini diberi nama C o m p e n d i u m  F r e i j e r .  Di 
samping dua kitab ini masih ada kitab yang dibuat di zaman VOC, seperti 
kitab P a p a k e m  C i r e b o n  pada tahun 1768 dan kitab C o m p e n d i u m  v a n  

C l o o t w i j c k  untuk daerah Bone dan Gowa di Sulawesi Selatan. Setelah 
kekuasaan VOC berakhir, Indonesia dikuasai oleh kolonialis Belanda dan 
kemudian oleh Inggris. Sampai tahun 1816 posisi hukum Islam masih 
mantap. Raffles yang menjadi Gubernur Jenderal Inggris menyatakan bahwa 
hukum yang berlaku di kalangan rakyat adalah hukum Islam yang bersumber 
dari Alquran, sehingga pelaksanaan hukum kewarisan dan hukum 
perkawinan berjalan sebagaimana mestinya. Salomon Keyzer berpendapat 
bahwa hukum Islamlah yang berlaku di kalangan orang-orang Jawa. 
Pendapat ini dikuatkan oleh L.W.C. Van den Berg yang mengatakan bahwa 
hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk 
agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya.

Pendapat Van den Berg di atas mendapat tantangan dari Christian 
Snouck Hurgronje. Christian Snouck Hurgronje berpendapat bahwa yang 
berlaku bagi orang Islam Indonesia bukanlah hukum Islam, melainkan 
hukum adat. Di dalam hukum adat itu memang telah terdapat pengaruh 
hukum Islam, tetapi pengamh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau 
telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Pendapat ini dikembangkan 
secara sistematis dan ilmiah oleh Cornells van Vollenhoven dan Betrand ter 
Haar Bzn serta dilaksanakan dalam praktik oleh murid-murid dan 
pengikutnya.

Pendapat yang dikemukakan Christian Snouck Hurgronje di atas 
mendapat tantangan dari pemikir hukum Islam di Indonesia. Menurut
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mereka, teori yang dikemukakan oleh Hurgronje itu mempunyai maksud- 
maksud politik untuk mematahkan perlawanan bangsa Indonesia yang 
dijiwai oleh hukum Islam terhadap kekuasaan pemerintah kolonial. Dengan 
teori itu, kata mereka, Belanda hendak mematikan pertumbuhan hukum 
Islam dalam masyarakat yang dilaksanakan sejalan dengan pengejaran dan 
pembunuhan terhadap pemuka dan ulama-ulama besar Islam seperti yang di 
Aceh ketika itu (Hazairin, 1982; 7-9)

Selain itu, pandangan dan saran penganut teori resepsi inilah yang 
menyebabkan, pada tahun 1922, pemerintah Belanda membentuk sebuah 
komisi untuk meninjau kembali wewenang P r i e s t e r r a a d  atau R a a d  Agama 
di Jawa dan Madura. Sebelum itu, yakni pada tahun 1882 secara resmi 
menurut hukum ketatanegaraan Hindia Belanda Pengadilan Agama berwe
nang mengadili perkara kewarisan orang-orang Islam menurut ketentuan 
hukum Islam. Komisi yang diketuai oleh Betrand ter Haar Bzn ini memberi 
rekomendasi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk meninjau 
kembali wewenang Pengadilan Agama, Dengan alasan bahwa hukum 
kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat, maka dengan 
Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dicabutlah wewenang R a a d  Agama atau 
Pengadilan Agama di Jawa dan Madura untuk mengadili perkara warisan.

Kalau Pengadilan Agama Islam di Jawa dicabut kewenangannya untuk 
menyelesaikan perkara kewarisan sejak tahun 1937, berarti Pengadilan 
Agama tidak berfungsi lagi untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Namun, 
kenyataannya Pengadilan Agama tetap menyelesaikan perkara kewarisan 
dengan cara-cara yang sangat mengesankan. Oleh karena itu, kebanyakan 
Pengadilan Agama selalu menyisihkan satu atau dua hari dalam seminggu 
hanya untuk melayani konsultasi masalah kewarisan. Di beberapa daerah, 
Pengadilan Agama menerima lebih banyak perkara kewarisan bila 
dibandingkan dengan perkara kewarisan yang diterima oleh Pengadilan 
Negeri (Daniel S. Lev, 1972: 201 dan 202). Hasil Penelitian Daniel S. Lev 
itu lebih lanjut dibuktikan oleh penelitian Ny. Habibah Daud, di daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Menurut hasil penelitian itu, pada tahun 1976, dari 1.081 orang yang 
mengajukan masalah kewarisan pada Pengadilan di Jakarta, 1.034 orang 
(95,65%) mengajukan masalahnya pada Pengadilan Agama, 47 orang 
(4,35%) pada Pengadilan Negeri. Mereka yang mengajukan 
permasalahannya ke Pengadilan Agama itu menganggap bahwa apa yang 
diputuskan di sana adalah Islamiah, sesuai dengan kesadaran hukum yang 
diyakininya. Oleh karena itu, keadilan yang Islamiah mendasari pilihan 
hukum serta lembaganya (Ny. Habibah Daud Ali, 1976:155-157).
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Setelah kemerdekaan Indonesia, pemimpin Islam dengan berbagai cara 
berupaya untuk mengembalikan hukum Islam pada kejayaannya semula. 
Begitulah, menjelang kemerdekaan Indonesia Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tahun 1945, dan bersidang 
untuk merumuskan dasar negara dan menentukan hukum dasar bagi negara 
Indonesia merdeka di kemudian hari. Pemimpin Islam yang menjadi anggota 
badan tersebut terus berusaha mendudukkan hukum Islam dalam Negara 
Indonesia itu kelak. Setelah melalui berbagai tukar pikiran dalam 
musyawarah, para pemimpin Indonesia, baik yang beragama Islam maupun 
yang non-Islam berusaha merancang dan merumuskan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945 
mencapai persetujuan yang dituangkan ke dalam Piagam Jakarta (22 Juni 
1945). Di dalam Piagam Jakarta itu, dinyatakan antara lain bahwa negara 
"berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tujuh kata terakhir ini dihilangkan dari 
Pembukaan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
tanggal 18 Agustus 1945 dengan imbalan tambahan kata "Yang Maha Esa", 
sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan "Yang Maha Esa" 
ini dijadikan garis hukum dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) 
mengandung arti bahwa negara berdiri atas keinsafan bangsa dan masyarakat 
untuk mematuhi norma kesusilaan. Oleh karena itu, tidak ada peluang bagi 
hukum yang bertentangan dengan norma Ilahi di dalam Negara Republik 
Indonesia (H. Mohammad Daud Ali, 1991: 13-14).

Selain perkembangan hukum Islam melalui perundang-undangan di 
atas, dapat juga dilihat pada perkembangan ijtihad, i j m a '  para ulama 
mengenai sistem kewarisan bilateral menurut Quran dan Hadis, kedudukan 
ahli waris pengganti (mawali) dalam kewarisan Islam dan lahirnya kaidah 
hukum perkawinan Islam, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewakafan 
Islam. Sebagai contoh perkembangan ijtihad, di antaranya, Hazairin 
mengemukakan bahwa perkataan mawali yang terdapat dalam Alquran 
Surah An-Nisaa' (4) ayat 33 mengandung pengertian ahli waris pengganti. 
Menurut beliau, perkataan ahli waris pengganti itu tidak ada sangkut pautnya 
dengan ganti-mengganti ahli waris. Ia hanya menunjukkan siapa yang 
menjadi ahli waris kalau penghubungnya telah meninggal dunia lebih dahulu 
dari pewaris. Istilah itu terdapat dalam hukum adat masyarakat muslim 
Indonesia. Hazairin mengangkatnya untuk mengisi kekosongan hukum yang 
terdapat dalam sistem hukum kewarisan Islam yang dianggap telah mapan 
sejak masuknya Islam di Indonesia sampai tahun 1960-an. Kekosongan itu 
adalah mengenai kedudukan cucu, melalui anak perempuan, dalam hukum 
kewarisan Islam (Hazairin, 1990: 29).

448



Mengenai kedudukan cucu dalam hukum kewarisan Islam, yang 
ketentuannya tidak terdapat di dalam Quran dan Hadis, sehingga pemikiran 
para ahli hukum Islamiah yang memecahkannya atau yang biasa disebut 
ijtihad. Pemecahan pertama dilakukan oleh Zaid bin Tsabit yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa cucu melalui anak laki-laki menjadi ahli waris 
dan menghijab seperti anak laki-laki apabila tidak ada anak laki-laki lain 
bagi pewaris yang masih hidup. Ijtihad Zaid bin Tsabit ini memecahkan 
masalah cucu sebagai ahli waris, tetapi pemecahan itu hanya mengenai cucu 
melalui anak laki-laki saja, tidak mengenai cucu melalui anak perempuan. 
Ijtihad ini logis dalam sistem kekerabatan patrilineal di tempat Zaid 
mengeluarkan pendapatnya pada zaman itu (H. Mohammad Daud Ali, 1991: 
20).

Hukum kewarisan Islam mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris 
pengganti atau mawali seperti disebutkan di atas, ketentuannya didapatkan 
melalui ijtihad atau hasil pemikiran yang mendalam dari para ahli hukum 
Islam, sehingga mungkin saja terdapat perbedaan pada suatu tempat dengan 
tempat lainnya. Sebab, hasil pemikiran itu dipengaruhi oleh budaya hukum 
( l e g a l  c u l t u r e )  yang berlaku di suatu tempat atau negara. Hal ini sejalan 
pendapat Roscoe Pound yang mengatakan bahwa, hukum itu berbeda di 
suatu tempat dengan tempat lainnya karena adanya perbedaan budaya 
hukum (Roscoe Pound, 1986: 143). Sebagai contoh mengenai kedudukan 
ahli waris pengganti (mawali) di Indonesia berbeda dari kedudukan ahli 
waris pengganti di negara yang penduduknya mayoritas Islam, seperti di 
Mesir, Suriah, Maroko, Tunisia, dan Pakistan.

D. KOMPILASI HUKUM ISLAM
Proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari 

pertumbuhan, perkembangan hukum Islam dan lembaga Peradilan Agama 
sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerde
kaannya pada tanggal 17 Xgustus 1945. Oleh karena itu, membicarakan 
Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi: (1) 
perkembangan Hukum Islam dan perannya, (2) Kompilasi Hukum Islam, (3) 
pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama. Selain itu akan diuraikan 
latar belakang KHI, gagasan dasar KHI, dan realisasi KHI.

1. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

Ide kompilasi hukum muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah 
Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan
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dimaksud, didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang 
tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan 
pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan 
pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun 
undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di 
lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah 
penandatanganan Surat Keputusan Bersama (8KB) Ketua Mahkamah Agung 
dengan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No. 1, 2, 3, 
dan 4 tahun 1983. Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil 
menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan 
Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang- 
Undang No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada 
saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis 
yustisial Peradilan Agama merasakan adanya beberapa kelemahan. Sebagai 
contoh, hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama 
cenderung simpang siur, simpang siur dimaksud, sebagai akibat dari 
perbedaan pendapat para ulama pada suatu persoalan. Untuk mengatasi 
perbedaan itu, perlu menetapkan satu buku hukum yang menghimpun semua 
hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat 
dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 
terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

2. Gagasan Dasar Kompilasi Hukum Islam

Busthanul Arifin (pencetus Kompilasi Hukum Islam) mengemukakan 
pendapat berikut,
(1) Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia harus ada antara 

lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat 
penegak hukum maupun oleh masyarakat.

(2) Persepsi yang tidak seragam tentang syariah akan dan sudah 
menyebabkan hal-hal.

(3) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum 
Islam itu ( m a a  a n z a k i l l a h u ) .

(4) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu 
( t a n f i d z i y a h ) .
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(5) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan dan 
alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan 
perundang-undangan lainnya.

(6) Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, hukum Islam 
diberlakukan sebagai perundang-undangan negara, yaitu sebagai 
berikut.
a. Di India pada masa pemerintahan Raja An Rijeb yang membuat 

dan memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal 
dengan FatwaAlamfiri.

b. Di Kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama Majalah 
A l - A h k a m  A l - A d l i y a h .  Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasi 
di Sudan. Berdasarkan hal di atas, sejalan dengan apa yang telah 
dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958, yaitu hanya 
menggunakan 13 buah kitab kuning. Kitab kuning dimaksud, 
sudah dipergunakan selama ini di Peradilan. Oleh karena itu, 
upaya ke arah kesatuan dan kepastian hukum sejalan dengan apa 
yang dilakukan di negara-negara tersebut. Dari situlah kemudian 
muncul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai 
buku hukum bagi Pengadilan Agama.

3. Landasan Yuridis
Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran 

hukum masyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 
(1) yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- 
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Selain itu, 
Fikih Islam mengungkapkan kaidah: "Hukum Islam dapat berubah karena 
perubahan waktu, tempat, dan keadaan". Keadaan masyarakat itu selalu 
berkembang karena menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa 
keadilan masyarakat. Di antara metode itu ialah m a s l a h a t  m u r s a l a h ,  i s t i h s a n ,  

i s t i s h s h a b ,  dan u r f .

4. Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun 
dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. 
Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin 
dan T.M, Hasbi Ash-Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal 
semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih-Hindy, fikih lain-lain yang sangat 
memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang
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bukan berupa mazhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai fikih 
dalam menjawab satu persoalan fikih. Ia mengarah kepada Unifikasi mazhab 
dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini 
merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah 
pembangunan hukum nasional di Indonesia.

5. Realisasi Kompilasi Hukum Islam

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam merupakan penjabaran dari 
Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 
49 dimaksud, memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, 
untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum 
Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan wakaf. 
Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Hukum Islam secara resmi melalui 
Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan 
Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 
Maret 1985. Di dalam SKB dimaksud, ditentukan para pejabat Mahkamah 
Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dan jabatan masing-masing 
dalam proyek, jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan dalam 
proyek penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan proyek dimaksud, mempunyai dua pertimbangan. 
P e r t a m a ,  sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap 
jalannya peradilan di semua lingkungan Peradilan di Indonesia, khususnya di 
lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam 
yang selama ini telah menjadi hukum positif di Pengadilan Agama. K e d u a ,  

untuk mencapai maksud tersebut demi meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek 
pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu 
membentuk tim proyek yang susunannya terdiri atas pejabat Mahkamah 
Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah 
menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi Hakim Pengadilan 
Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa 
Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena itu, tidak terjadi lagi simpang 
siur keputusan Pengadilan Agama.

Apabila tidak ada KHI atau para hakim di Pengadilan Agama dalam 
menyelesaikan perkara, maka ia berpedoman kepada referensi kitab fikih 
yang dibuat oleh para fuqaha terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya di 
mana fuqaha itu berada, hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama
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sering putusannya berbeda sebagai akibat rujukan yang berbeda. Oleh karena 
itu, Busthanul Arifin mempersoalkan, hukum Islam yang mana yang 
dijadikan rujukan jika dalam satu masalah tertentu terdapat banyak pendapat. 
Menurut dia, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni 
harus ada kepastian hukum (H. Abd. Rahman, 1992: 15).

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun 
dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. 
Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin 
dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal 
semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat 
memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang 
bukan berupa mazhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai fikih 
dalam menjawab satu persoalan fikih. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab 
dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini 
merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah 
pembangunan hukum nasional di Indonesia.
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PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, JENIS, DAN
TUJUAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA ISLAM
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata f l g h  j i n a y a h .  

F i q h  j i n a y a h  adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang m u k a l l a f  (orang yang 
dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum 
yang terperinci dari Alquran dan hadis (Dede Rosyada, 1992: 86). Tindakan 
kriminal adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum 
serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung 
kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat 
dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia 
untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menem
patkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri 
maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang 
berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus 
ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Alquran merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut 
A l - B a y a n  (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai 
empat cara dan salah satunya adalah Allah memberikan penjelasan dalam 
bentuk n a s h  (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya: orang yang 
membunuh tanpa hak hukumannya harus dibunuh oleh keluarga korban atas 
adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali 
bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun, bagi pelaku yang 
berstatusjanda atau duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah 
rajam.* Demikian juga perbuatan yang berkaitan dengan peminum khamar, 
pencurian, perampokan, penuduhan berzina dan orang murtad. Hal-hal 
seperti itu dijelaskan sanksi hukumnya di dalam Alquran.

Hukum rajam adalah hukuman bagi pezina janda dan/atau duda serta orang yang 
mempunyai istri dan/atau suami. Rajam, yaitu pezina digalikan lubang yang kemudian 
dimasukkan di lubang sampai lehernya (ditanam hidup-hidup) lalu dilempari batu sampai 
meninggal. Sanksi hukuman itu dilakukan karena melanggar hak Tuhan sehingga hukuman 
Tuhan yang dijadikan acuan.
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B. RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA ISLAM

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan 
(termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh seseorang, berzina, minuman 
khamar membunuh atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta 
seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan yang semacamnya 
yang berkaitan dengan kepidanaan.

C. JENIS HUKUMAN
Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum 

pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti 
mengenai berat ringannya hukuman termasuk q i s h a s h  dan d i y a t  yang 
tercantum di dalam Alquran dan hadis yang biasa disebut h u d u d ,  (b) 
ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang biasa 
disebut hukuman to ' z i r .  Hukum publik (Islam) adalah j i n a y a h  yang memuat 
aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam 

j a r i m a h  h u d u d  maupun dalam j a r i m a h  t a ' z i r .  J a r i m a h  adalah perbuatan 
tindak pidana. J a r i m a h  h u d u d  adalah perbuatan pidana yang mempunyai 
bentuk dan batas hukumannya di dalam Alquran dan sunnah Nabi 
Muhammad saw. Lain halnya j a r i m a h  t a ' z i r .  J a r i m a h  t a ' z i r  adalah perbuatan 
pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa 
(hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.

D. TUJUAN HUKUM PIDANA ISLAM
Tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta 

masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum 
pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat 
dari tujuan syariat dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana 
Islam, dan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata 
Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata 
dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa tujuan hukum pada umumnya 
seperti yang telah diungkapkan adalah menegakkan keadilan sehingga 
terwujud ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Oleh karena itu, putusan 
hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. 
Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini 
berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Alquran Surah An-Nisaa' (4) 
ayat 65 :

456



&JL°*i 1^<JU»UJ C.-.yA$ J^ -

M ate d ete  T u h a n m u ,  m e r e k a  ( p a d a  h a k i k a t n y a )  t i d a k  b e r i m a n  h i n g g a  

m e r e k a  m e n j a d i k a n  k a m u  h a k i m  d a l a m  p e r k a r a  y a n g  m e r e k a  

p e r s e l i s i h k a n ,  k e m u d i a n  m e r e k a  t i d a k  m e r a s a  k e b e r a t a n  d a l a m  h a t i  

m e r e k a  t e r h a d a p  p u t u s a n  y a n g  k a m u  b e r i k a n ,  d a n  m e r e k a  m e n e r i m ' a  

d e n g a n  s e p e n u h n y a .

Dalil hukum dari ayat Alquran di atas dapal diketahui dan dipahami 
bahwa Allah menjelaskan, walaupun ada orang-orang yang mengaku 
beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau 
mematuhi putusan hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad saw. 
sebagai Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan di antara 
umatnya. Sebagai contoh, suatu peristiwa yang diceritakan oleh Bukhari 
Muslim, yaitu Zubair bin Awwam mengadukan seorang laki-laki kaum 
Anshar kepada Nabi Muhammad saw. dalam suatu perselisihan tentang air 
untuk kebun kurma. Nabi Muhammad saw. memberi putusan seraya berkata 
kepada Zubair: A i r i l a h  k e b u n m u  i t u  l e b i h  d a h u l u  k e m u d i a n  a i r k a n l a h  

k e p a d a  k e b u n  t e t a n g g a m u .  Maka laki-laki itu berkata: "Apakah karena dia 
anak bibimu hai Rasulullah". Maka berubahlah muka Nabi Muhammad saw. 
karena ia mendengar tuduhan dimaksud. Namun, Nabi Muhammad saw. 
berkata lagi (untuk menguatkan putusannya): H a i  Z u b a i r  a i r i l a h  k e b u n m u  

i t u  s e h i n g g a  a i r  i t u  m e r a t a i n y a ,  k e m u d i a n  a l i r k a n l a h  k e p a d a  k e b u n  

t e t a n g g a m u .  (H. Baharuddin Lopa, 1996: 126)
Hikmah peristiwa dimaksud adalah bahwasanya hukum harus dipatuhi 

dan setiap putusan harus mengandung rasa keadilan agar dengan ikhlas 
dipatuhi oleh anggota masyarakat. Kasus mengairi kebun korma yang 
langsung ditangani oleh Nabi Muhammad saw. itu, mengandung rasa 
keadilan. Sebab, kedua belah pihak memperoleh aliran air yang 
memungkinkan tumbuhnya pohon kurma yang menjadi sumber kehidupan 
mereka berdua. Dari kasus ini juga jelas bahwa Nabi Muhammad saw. 
mencela perbuatan monopoli dalam sesuatu usaha.

Selain hal tersebut, dapat juga dipahami bahwa pemanfaatan hak milik 
berupa tanah sebagai salah satu sumber kehidupan manusia yang paling 
vital, maka hendaklah menggunakan asas keseimbangan. Contoh, setiap 
orang berhak menggunakan hak miliknya menurut kehendaknya, tetapi ia 
pun berkewajiban dalam menggunakan haknya dimaksud, tidak mengganggu
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hak orang lain. Misalnya, bebas menggunakan tanahnya sesuai dengan 
kehendaknya, tetapi ia berkewajiban pula menjamin pemenuhan kepentingan 
umum seperti menjamin lancarnya pengairan yang berdekatan dengan 
tanahnya yang mengairi sawah petani. Oleh karena itu, ia tidak boleh 
mengelola tanah tersebut yang mengakibatkan dapat menghambat 
tersalurnya air ke persawahan para petani. Sebaliknya, seseorang tidak dapat 
dengan menggunakan dalih untuk kepentingan umum, sehingga tidak 
memberi ganti kerugian yang wajar terhadap tanah seseorang yang diambil 
untuk kepentingan umum (H. Baharuddin Lopa, 1996: 127).

Namun, bila tujuan hukum Islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang 
dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad saw., baik yang termuat di dalam 
Alquran maupun yang terdapat di dalam Al-Hadis, yaitu untuk kebahagiaan 
hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala 
yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna 
kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah 
kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu, dan 
masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy- 
Syathibi dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang dikutip 
oleh H. Hamka Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta (H. Hamka Haq, 1998: 68).
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DISKURSUS TENTANG 
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

A. FAKTOR-FAKTOR PENGHALANG PEMBARUAN HUKUM 
ISLAM

Salah satu anugerah Allah S WT yang tidak ternilai harganya bagi manusia 
adalah kecerdasan. Dengan kecerdasan akalnya, manusia dapat mengem
bangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun peradaban demi 
kesejahteraan umat manusia. Kecerdasan memungkinkan manusia lebih 
maju dalam bersikap, berbuat, dan berkarya secara dinamis dan konstruktif. 
Sayangnya anugerah kecerdasan ini seringkah tidak atau belum 
dimanfaatkan secara maksimal oleh manusia. Banyak ditemukan watak 
manusia, khususnya umat Islam yang bermalas-malasan atau tidak 
menggunakan kecerdasannya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi umat Islam bersikap malas 
dalam berpikir dan mulai memasuki periode teks dan s y a r h  (deskripsi atas 
teks) dalam bidang fikih Islam, yaitu sebagai berikut.
1. Ketertinggalan peradaban umat Islam dibandingkan dengan dunia Barat 

yang mengakibatkan tertinggalnya fikih dan terhentinya ijtihad.
2. Dari faktor di atas, muncullah pembakuan fikih mazhab. Para ulama 

masing-masing mazhab menuliskan hasil ijtihad yang bersifat pokok 
atau elementer di dalam sejumlah persoalan yang kemudian mereka 
fatwakan. Mereka meyakini bahwa apa yang dibukukannya telah cukup 
memenuhi kebutuhan umat Islam. Mereka merasa puas dengan kitab- 
kitab besar para mujtahid yang ada.

3. Fanatisme mazhab. Masing-masing ulama hanya bersikukuh pada 
mazhab tertentu; hanya mementingkan pengajaran mazhabnya dan 
pelestarian prinsip dan penyusunan cabang-cabangnya; hanya mengajak 
umat berpaham secara monologis atau kepada mazhab yang dipilihnya; 
dan meyakini bahwa mazhabnyalah yang benar. Hal inilah yang 
dikategorikan sebagai klaim kebenaran ( t r u t h  c l a i m ) .

4. Semakin meningkatnya penolakan terhadap ijtihad. Kitab para ulama 
mazhab mengandung banyak kritikan terhadap mazhab lain. Misalnya, 
yang dikatakan Al-Jashash Al-Hanafi di dalam kitabnya, A l - A h k a m  

A l q u r a n ,  yang mengandung kritikan terhadap mazhab lain.
5. Adanya pertikaian antarmazhab karena para hakim pada masa-masa 

tertentu telah menetapkan berbagai keputusan hukum berdasarkan
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mazhab tertentu yang dia peluk. Mereka menolak jika harus keluar dari 
berbagai ketetapan yang telah ditentukan oleh para ulama mereka. 
Fanatisme mazhab adalah salah satu faktor pembakuan yang dilakukan 
oleh para ulama fikih dan pengagung fikih mereka.

6. Berkembangnya sikap iri hati di antara para ulama yang menyebabkan 
mereka menolak ijtihad karena takut lawan-lawannya menjadi kuat dan 
melontarkan sesuatu yang baru. Hal ini membuat mereka bersikukuh 
terhadap pendapat para ulama terdahulu ( a l - m u t a q a d d i m i r i ) .

Sumber kekeliruan yang mengatakan bahwa ijtihad telah tertutup 
terletak pada ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara ijtihad 
yang bisa mengantarkan pelakunya pada pembentukan mazhab fikih dan 
ijtihad terbuka. Hal ini menyebabkan pelakunya mendapatkan dirinya 
bersepakat dengan salah satu mazhab lain tanpa disengaja dan tanpa terikat 
dengan langkah-langkah mazhab itu.

Argumentasi kelompok yang berpendapat bahwa pintu ijtihad telah 
tertutup, antara lain sebagai berikut.

P e r t a m a ,  hukum Islam dalam bidang ibadah, muamalah, munakahat, 
jinayat, dan sebagainya dianggap sudah lengkap dan dibukukan secara rinci 
dan rapi. Oleh karena itu, ijtihad dalam hal ini tidak diperlukan lagi.

K e d u a ,  mayoritas kaum Sunni hanya mengakui mazhab empat. Karena 
itu, penganut Ahlu as-Sunnah hendaknya memilih salah satu dari mazhab 
empat dan tidak boleh pindah mazhab.

K e t i g a ,  membuka pintu ijtihad, selain sesuatu yang percuma dan 
membuang-buang waktu, hasilnya akan berkisar pada hukum yang terdiri 
atas kumpulan pendapat dua mazhab atau lebih yang dikenal dengan istilah 
t a l f i q  yang kebolehannya masih diperselisihkan oleh kalangan ulama u s h u l ;  

hukum yang telah dikeluarkan oleh salah satu mazhab empat, berarti ijtihad 
itu hanyalah t a h s i l  a l - h a s i l ,  hukum yang sesuai dengan salah satu mazhab di 
luar mazhab empat tidak dianggap sah oleh mayoritas ulama Ahlu as- 
Sunnah; hukum yang tidak seorang pun membenarkannya yang pada 
hakikatnya sama dengan menentang ijmak.

K e e m p a t ,  kenyataan sejarah menunjukkan bahwa sejak awal abad 
keempat Hijriyah sampai saat ini, tidak seorang ulama pun berani 
menonjolkan dirinya atau ditonjolkan oleh pengikutnya sebagai seorang 
m u j t a h i d  m u t l a q  m u s t a q i l .  Hal ini menunjukkan bahwa syarat-syarat 
berijtihad itu memang sangat sulit, sehingga dapat dikatakan tidak mungkin 
lagi untuk saat sekarang.
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Keempat alasan di atas yang menggiring umat Islam semakin malas 
untuk berpikir dan pasrah dengan mengikuti berbagai mazhab yang telah ada 
karena mereka menilai, bahwa ijtihad bukanlah aktivitas yang mudah 
dilakukannya. Dengan demikian, sejak awal abad keempat sampai akhir 
abad ke-12 Hijriyah, umat Islam mengalami kemunduran dalam bidang 
pemikiran (khususnya bidang hukum Islam). Mereka tidak berani 
menunjukkan kreativitasnya karena takut melakukan kesalahan atau tidak 
cukup mampu secara keilmuan.

B. URGENSI PEMBARUAN HUKUM ISLAM
Seorang filsuf sekaligus negarawan Francis, Andre Malraux, meramalkan 
bahwa abad ke 21 adalah abad agama. Manusia tidak akan s u r v i v e  di abad 
itu, apabila nilai-nilai agama tidak diaktualisasikan kembali. Ada beberapa 
fakta penting yang akan mempengaruhi dan membentuk manusia masa 
depan, yang berkembang dalam proses sejarah kehidupan atau pergulatan 
hidup manusia di dunia.

Pada abad permulaan ke-20, agama seperti telah dikesampingkan akibat 
berkibarnya humanisme, rasionalisme, ilmu pengetahuan, dan berbagai 
ideology sekuler. Namun demikian, agama tetap berkembang dengan cepat 
di masa lalu bahkan menjadi sumber motivasi dalam proses kesejarahan 
manusia.

Di sebagian besar wilayah dunia, tampak intensitas keberagamaan 
semakin tinggi. Gejala ini, merupakan reaksi dari orientasi materialisme 
yang eksklusif dari sebagian besar ideologi sekuler yang bersaing di abad 
ke-20. Gejala ini merupakan reaksi baik gagasan maupun hasil dari 
d e v e l o p m e n t a l i s m .

Masyarakat dunia sekarang ini ditimpa oleh kekurangan pangan dan 
ketidakstabilan ekonomi, kerusakan lingkungan, berbagai bentuk bencana 
alam39, kontinuitas konflik, dan ancaman bahaya nuklir. Berbagai kenyataan

39 Memilukan! Trenggalek yang aman dan tenteram tiba-tiba diterjang banjir bandang yang 
luar biasa dahsyatnya. Ratusan rumah rusak, ribuan hektar sawah hancur, puluhan manusia 
tewas, dan ratusan lainnya luka parah. Berbarengan dengan itu, sejumlah daerah di 
Kalimantan dan Sumatra juga diterjang banjir. Di Sumatra Barat, misalnya, longsor 
menimbun jalan utama Solok-Padang dan menewaskan sedikitnya empat orang. Di Riau, 
anehnya, banjir muncul bersamaan dengan asap kebakaran hutan. Ya, banjir dan api 
muncul bersamaan. Peristiwa yang tampak kontras itu terjadi di Indonesia. Tragisnya, 
kedua peristiwa itu berkaitan dengan perusakan hutan. Setiap musim hujan, banjir dan 
longsor terus terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pekan pertama Januari 2006, 
banjir bandang menerjang Jember, Jawa Timur, menewaskan 50 orang lebih. Lalu longsor
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ini menunjukkan bahwa manusia kini sedang sakit dan dilanda malaise 
spiritual. Sementara itu, industri dan teknologi maju tidak membawa 
kepuasan bagi manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab agamalah untuk 
mengartikulasi kerinduan manusia terhadap makna hidup yang lebih tinggi; 
dan menunjukkan alternatif untuk mendapatkan kepuasan yang 
sesungguhnya.

Pemisahan antara agama dan negara merupakan salah satu prinsip dari 
demokrasi politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia, 
khususnya negara-negara yang terdiri atas multi-etnis, yang membutuhkan 
saling pengertian dan menghormati antarwarga negaranya yang mempunyai 
perbedaan ras maupun agama. Namun begitu, sampai sekarang masih 
terdapat negara-negara yang mendasarkan diri pada agama terutama dalam 
Islam, di mana tekad untuk membentuk negara yang berdasarkan agama 
masih begitu kuat.40

Sebagian dari kebangkitan atau intensitas keberagamaan dalam bidang 
politik adalah munculnya persepsi bahwa pemisahan antara agama dan 
negara telah menyebabkan kehancuran nilai-nilai agama dalam mekanisme 
pemerintahan bahkan menimbulkan perceraian antara etika dan politik.

Di antara pertanyaan yang ditujukan pada penulis ketika membuka 
seminar mengenai hal di atas terutama dalam kedudukannya sebagai 
pemimpin dari agama yang berbeda-beda, yakni mampukah agama 
mengembangkan perannya dalam kancah politik tanpa menyodorkan 
dogmatisme dan pembobrokan struktur masyarakat, sehingga agama bisa 
menyelesaikan konflik yang ada? Mungkinkah agama bekerja sama dalam 
berusaha membentuk masyarakat yang lebih bermoral, meskipun tetap 
mempunyai pandangan yang berbeda dalam keimanan dan tujuan hidupnya?

Dalam mencari jawaban pertanyaan ini, penulis pikir sangat penting 
untuk pertama-tama mengenai, bahwa agama merupakan segalanya bagi 
manusia. Agama adalah suatu jalan menuju keselamatan manusia, pedoman 
dan penilaian atas perbuatan manusia, dan petunjuk wahyu yang membawa 
manusia kepada suatu kebenaran transenden. Agama juga bisa didefinisikan

menimpa Banjarnegara, Jawa Tengah, menewaskan 200 orang lebih. Seterusnya banjir dan 
longsor menimpa Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau lain. Kini, tiga 
bulan setelah tragedi Jember dan Banjarnegara, tragedi yang sama menimpa Trenggalek. 
Sepertinya kita sudah merasa terbiasa dengan bencana tersebut. Padahal, mestinya kita 
berpikir: Mengapa banjir dan longsor terus saja terjadi? Apakah pemerintah gagal 
mengatasi pencegahan banjir dan longsor yang telah menelan biaya miliaran rupiah tiap 
tahun? Lihat, Hadi S. Alikodra, "Setelah Hutan Binasa", R epublika, 26 April 2006. him. 4 

40 Soedjatmoko, M asa D epan  M anusia: A n tara  Transedental dan H istori, (Surabaya: Usaha 
Nasional, 1992), him. 11.
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suatu bentuk kosmologi yang membawa pikiran dan pesan-pesan untuk 
mencapai keselamatan manusia.

Keberagamaan manusia pada saat yang bersamaan selalu disertai 
dengan identitas budayanya masing-masing yang berbeda-beda. Di 
masyarakat, agama merupakan suatu e s t a b l i s h m e n t  yang kuat dan terikat erat 
dalam sistem sosial politik, dan ekonomi masyarakat. Agama merupakan 
a g e n t  o f  c h a n g e  dan mobilisasi, sekaligus juga menjadi kekuatan 
immobilisasi dari komunitas manusia. Agama baik dipandang dari aspek 
individual maupun sosial adalah sumber moral maupun etika; sebuah 
pedoman untuk menuju kebaikan. Dari dimensi ini, sangat penting untuk 
mengidentifikasi semua peran agama dalam kehidupan, sehingga 
memberikan kemungkinan untuk bekerja sama yang saling menguntungkan.

Komunikasi di antara agama sangat penting untuk mencapai bentuk 
kerja sama. Kesetiaan masing-masing penganut agama diperdalam dengan 
refleksinya, terdapat banyak cara; menyangkut cara pandang dan ekspresi 
terhadap kebenaran; dan itu merupakan awal toleransi dan kerendahan hati. 
Banyak masalah yang mempunyai persamaan nilai dalam agama-agama, 
yang mana bisa dikatakan bahwa agama merupakan m a j o r  e l e m e n t  dalam 
budaya. Komunikasi dalam kerangka toleransi yang saling menguntungkan 
akan memperkaya spiritual, seperti tersirat dalam Alquran, yang menyatakan 
bahwa perbedaan akan memacu manusia untuk berlomba dalam kebaikan.

Agama dalam aspek duniawinya merupakan e s t a b l i s h m e n t ,  sumber 
nilai dan kekuatan mobilisasi yang sering menimbulkan konflik dalam 
sejarah umat manusia. Oleh karena itu, kerja sama antara manusia masa 
datang bahkan kerja sama para penganut satu agama pun perlu, karena 
terbukti dalam satu agama yang sama sering muncul konflik 
antarpengikutnya. Sebagai contoh, konflik antara gereja-gereja yang telah 
mapan dengan teologi pembebasan; antara Sunni dan Syi'ah; antara kaum 
mistikus dan pekerja sosial. Sebagai pengaku sumber kebenaran mutlak, 
agama harus mempunyai peranan dominan yang mana pada suatu ketika 
perlu berada di luar proses sejarah. Persepsi dan pengertian kita bisa berubah 
karena waktu, namun kebenaran mutlak tetap abadi. Tuhan tidak pernah 
berubah, meskipun nama-nama Tuhan berbeda. Namun meski kebenaran itu 
abadi, tetapi agama itu tetap historis; menjelma dalam pergolakan hidup 
manusia. Fakta menunjukkan, bahwa agama ternyata tidak mudah bekerja 
sama dengan sejarah. Bahkan seringkah, agama berusaha membengkokkan 
jalannya sejarah, menurut kehendak persepsinya. Agama sering mencuatkan 
amarah dan terkadang meledakkan senjata untuk menggilas kekuatan sekuler 
dan menguasai jiwa manusia. Begitulah hubungan antarperanan agama, baik
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secara historis maupun ahistoris; antara transendensi dan keduniaan yang 
terjadi dalam kehidupan manusia, yang sesungguhnya sangat menarik untuk 
dikaji.

Tanda-tanda mulai tumbuhnya pengakuan dari pentingnya fungsi 
hukum dalam pembangunan, menunjukkan bahwa kita tidak dapat 
menghindarkan kesan bahwa di tengah-tengah kesibukan tentafig 
pembangunan ini terdapat suatu kelesuan ( m e l a i s e )  atau kekurangpercayaan 
akan hukum dan gunanya dalam masyarakat.

Sebaliknya, dan ini mungkin kedengarannya paradoksal sekali, di 
puncak m a l a i s e  dan ketiadaan kepercayaan mengenai guna bahkan adanya 
hukum di masyarakat kita ini, terdengar jeritan-jeritan yang menandakan 
masih percayanya orang di Indonesia terhadap keampuhan hukum. Tidak 
jemu-jemunya orang mengumandangkan t h e  r u l e  o f  l a w  dengan harapan 
yang sering mengharukan bahwa dengan kembalinya ratu keadilan ke atas 
tahtanya, dengan sendirinya segala sesuatu akan beres kembali dan tercapai 
m a s y a r a k a t  y a n g  t a t a  t e n t r e m  k e r t a  r a h a r j a .

Keadaan yang coba dilukiskan di atas, yaitu orang di satu pihak, acuh 
tidak acuh atau hilang kepercayaan terhadap hukum, tetapi di lain pihak 
memiliki kepercayaan yang naif terhadap kekuatan yang seakan-akan magis 
religius dari hukum, mencirikan cara berpikir kita umumnya tentang hukum.

Kedua anggapan tentang hukum itu, sama-sama kurang tepat; yang satu 
karena terlalu memandang rendah terhadap arti dari fungsi hukum dalam 
masyarakat (lebih menghargai arti daripada kekuasaan), sedangkan 
anggapan yang kedua tidak pula banyak menolong karena terlalu banyak 
mengharapkan sesuatu daripadanya.

Kesemuanya ini memaksa kita untuk memahami fungsi hukum dalam 
masyarakat ini dengan lebih wajar dengan mencoba meneliti arti dan fungsi 
hukum itu secara akal (rasional). Rudolf Von Jhering dalam D e r  Z w e c h  I m  

R e c h t  menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang 
memaksa ( c o m p u l s o r y  r u l e s )  yang berlaku dalam suatu negara. Menurut
E.Utrecht, hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) 
yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh 
masyarakat itu.

Zaman keemasan hukum Islam, sebagaimana telah disebutkan, 
berlangsung sekitar 250 tahun. Setelah itu, yakni sejak pertengahan abad 
keempat Hijrah, hukum Islam mengalami periode taklid. Pada masa itu 
gerakan ijtihad terhenti, kebebasan berpikir para ulama sudah tidak ada lagi. 
Para ulama tidak lagi mengambil hukum Islam dari sumbernya, yaitu 
Alquran dan hadis, tetapi mereka lebih senang bertaklid dan mengikuti fikih
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Imam pendahulu. Kemampuan akal mereka, dibatasi dengan mempelajari 
mazhab Imam tersebut, mereka mengha-ramkan dirinya keluar dari batasan 
itu. Mereka berusaha memahami lafal-lafal dan ibarat Imam mereka, bukan 
berusaha memahami nash syariat dan prinsipnya yang umum. Mereka telah 
melupakan ijtihad malah dengan mengatakan pintu ijtihad telah tertutup.

Penyebab utama timbulnya periode taklid ini adalah karena timbulnya 
fanatisme kelompok. Setiap kelompok dari Imam mujtahid membentuk 
suatu aliran fikih yang mempunyai cara-cara i s t i n b a t h  hukum tersendiri, dan 
para murid atau anggota dari setiap kelompok berusaha mempertahankan 
mazhabnya dengan segala cara sehingga mengalihkan perhatian mereka dari 
sumber hukum yang utama, Alquran dan hadis. Sebab lainnya pada masa itu 
kekuasaan Islam terbagi ke dalam beberapa kerajaan yang saling bertikai 
sehingga para pemimpin dan masyarakat sibuk dengan peperangan, yang 
salah satunya mengakibatkan terhentinya gerakan ijtihad.

Berhentinya gerakan ijtihad itu menimbulkan kejumudan dan kebekuan 
hukum Islam, sehingga umat Islam selalu mencurigai hal-hal baru dan 
mengharamkannya tanpa meneliti terlebih dahulu kegunaan dan 
kerugiannya. Mereka menyebutnya sebagai b i d ' a h  dan mengharamkannya 
karena tidak diatur dalam Islam dan dalam wahyu Tuhan. Mereka 
mengharamkan peneijemahan Alquran ke dalam bahasa lain dan melarang 
mempelajari pengetahuan umum. Di kalangan umat Islam juga berkembang 
pendapat bahwa umat Islam tidak berhak hidup bahagia di dunia, mereka 
tidak perlu kaya, dan tidak perlu berkuasa; umat Islam hanya akan mendapat 
kebahagiaan dan kesenangan di akhirat nanti.

Sikap taklid mulai didobrak oleh Ibn Taimiyah (1263-1328). Ia secara 
tegas berpendapat bahwa pintu ijtihad selalu terbuka dan tidak pemah 
tertutup. Seruannya untuk menggairahkan kembali ijtihad berhasil 
memberikan pengaruh yang besar di dunia Islam pada masa-masa 
berikutnya. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad 
yang terjadi di Kerajaan Usmani, India, dan Saudi Arabia banyak 
dipengaruhi oleh pemikiran Ibn Taimiyah.

Di kerajaan Usmani, sikap taklid itu mulai didobrak sejak akhir abad 
ke-13 Hijrah atau abad ke-19 Masehi. Pemerintah Usmani pada waktu itu 
menugaskan sekelompok ulama terkemuka untuk menyusun suatu hukum 
dalam bidang muamalat yang tidak terikat pada salah satu mazhab.

Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad itu, di 
India dan Saudi Arabia malah sudah dimulai pada abad ke-18 Masehi. Di 
India, gerakan itu dipelopori oleh Syah Waliullah (1703-1762), sedangkan di 
Saudi Arabia, gerakan itu dipelopori oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab

465



(1703-1787). Gerakan terakhir ini kemudian dikenal dengan gerakan 
W a h a b i a h .

Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad yang 
dimulai sejak abad ke-18 Masehi inilah yang disebut gerakan pembaruan 
hukum Islam, sehingga masa itu sampai sekarang disebut periode pembaruan 
hukum Islam. Pembaruan hukum Islam merupakan bagian dari pembaruan 
yang terjadi dalam Islam. Jadi, pembaruan dalam Islam lebih luas meliputi 
pembaruan dalam bidang pendidikan, politik, kebudayaan, hukum, dan lain- 
lain. Gerakan pembaruan dalam arti yang luas ini, di Kerajaan Usmani pun, 
menurut Harun Nasution, sudah dimulai sejak abad ke-14 Masehi. Akan 
tetapi, pembaruan yang terjadi di Kerajaan Usmani pada waktu itu baru 
dalam bidang kebudayaan dan kemiliteran, belum sempat menjamah bidang 
hukum Islam serta masalah keagamaan pada umumnya karena pembaruan di 
Kerajaan Usmani waktu itu tidak dipelopori oleh para ulama, sebagaimana 
yang terjadi di India dan Saudi Arabia. Ide-ide pembaruan termasuk 
pembaruan hukum Islam semakin mempengaruhi dunia Islam termasuk 
Indonesia setelah munculnya tokoh-tokoh pembaru ternama seperti 
Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, dan lain-lain.

Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk 
mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam, 
sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu 
menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modem. Menetapkan ketentuan 
hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu 
mengandung dua unsur. P e r t a m a ,  menetapkan hukum terhadap masalah bam 
yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah bayi tabung. K e d u a ,  

menetapkan atau mencari ketentuan hukum bam bagi suatu masalah yang 
sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan 
kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan tidak sesuai 
dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang adalah ketentuan 
hukum lama yang mempakan hasil ijtihad para ulama terdahulu sudah tidak 
mampu lagi merealisasi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat masa kini. 
Untuk itu, perlu ditetapkan ketentuan hukum bam yang lebih mampu 
merealisasi kemaslahatan umat yang mempakan tujuan syariat dengan 
mempertimbangkan perkembangan bam yang ditimbulkan oleh kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi modem. Contohnya ketentuan hukum Islam 
mengenai pemimpin wanita. Ijtihad ulama sekarang telah membolehkan 
wanita menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad lama 
menetapkan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala 
negara.

466



Jadi, pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan 
ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan 
baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
modem, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada 
ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan 
ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan 
kemaslahatan manusia masa sekarang. Ketentuan hukum di sini adalah 
ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para 
ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat.

Pembaruan itu dapat terjadi dalam tiga bentuk atau tiga kondisi, yaitu 
sebagai berikut.
1. Apabila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dan sekian kejadian 

yang dikandung oleh suatu teks Alquran dan hadis. Dalam keadaan 
demikian, pembaruan dilakukan dengan mengangkat pula kejadian 
yang lain yang terkandung dalam ayat atau hadis tersebut. Contoh, 
jumhur ulama telah menetapkan tujuh macam kekayaan yang wajib 
zakat, yaitu emas dan perak, tanam-tanaman, buah-buahan, barang 
dagangan; binatang ternak, barang tambang, dan barang peninggalan 
orang dahulu yang ditemukan waktu digali.

S e b a g i a n  d a r i  h a s i l  u s a h a m u  y a n g  b a i k - b a i k  d a n  s e b a g i a n  d a r i  a p a  

y a n g  K a m i  k e l u a r k a n  d a r i  b u m i  u n t u k  k a m u .

Pendapat yang menetapkan penghasilan yang datang dari jasa 
dikenakan zakat, sebagaimana telah dijelaskan, juga tetap berkisar 
dalam ruang lingkup arti teks Alquran di atas.

2. Apabila hasil ijtihad lama didasarkan atas ' u r f  setempat, dan bila ' u r f  i t u  

sudah berubah maka untuk ijtihad lama itu pun dapat diubah dengan 
menetapkan hasil ijtihad baru yang didasarkan kepada ' u r f  setempat 
yang telah berubah itu. Contohnya hasil ijtihad mengenai kepala negara 
wanita. Hasil ijtihad ulama terdahulu menetapkan wanita tidak boleh 
menjadi kepala negara, sesuai dengan ' u r f  masyarakat Islam masa itu 
yang tidak bisa menerima wanita sebagai kepala negara. Dengan 
berkembangnya paham emansipasi wanita, ' u r f  masyarakat Islam 
sekarang sudah berubah, mereka sudah dapat menerima wanita sebagai 
kepala negara. Hasil ijtihad ulama pun sudah berubah dan sudah 
menetapkan bahwa wanita boleh menjadi kepala negara.
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3. Apabila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan q i y a s  maka pembaruan 
dapat dilakukan dengan meninjau kembali hasil-hasil ijtihad atau 
ketentuan hukum yang ditetapkan dengan q i y a s  dengan menggunakan 
i s t i l s a n .  Sebagaimana diketahui, penetapan hukum dengan i s t i l s a n  

merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan hukum yang dihasilkan 
oleh q i y a s  dan metode i s t i n b a t h  hukum yang lain. Contohnya hasil 
ijtihad tentang larangan masuk masjid bagi orang haid yang di- q i y a s -  

kan kepada orang j u n u b  (orang yang mandi besar) karena sama-sama 
hadas besar. Ada ulama yang merasa q i y a s  di atas kurang tepat karena 
ada unsur lain yang membedakan haid dengan junub, walaupun 
keduanya sama-sama hadas besar.

Karena pembaruan hukum Islam mengandung arti, bahwa gerakan 
ijtihad menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan 
dan perkembangan baru maka pembaruan itu dilakukan dengan cara kembali 
kepada ajaran asli Alquran dan hadis dan tidak m esti, terikat dengan 
ketentuan hukum Islam hasil ijtihad lama yang merupakan hukum Islam 
kategori fikih. Hukum Islam kategori fikih adalah hasil pemahaman dan 
rumusan para ulama yang bisa jadi ada yang dipengaruhi oleh keadaan pada 
masa itu, seperti yang dilandaskan atas ' u r f  setempat dan karenanya 
ketentuan itu belum tentu mampu menjawab permasalahan dan 
perkembangan baru, artinya belum tentu mampu merealisasi kemaslahatan 
umat masa kini yang keadaannya berbeda dengan keadaan masa itu. Adapun 
ajaran asli Alquran dan hadis selalu mampu menjawab permasalahan 
masyarakat sepanjang zaman dan semua tempat. Oleh karena itu, dalam 
menetapkan hukum terhadap suatu masalah, para mujtahid harus langsung 
kembali kepada ajaran asli Alquran dan hadis dengan cara berijtihad 
memahami dan menafsirkan ajaran asli tersebut serta memperhatikan dasar- 
dasar atau prinsipnya yang umum. Dengan demikian, ketentuan hukum 
Islam yang dihasilkan oleh ijtihad itu betul-betul mampu menjawab 
permasalahan masyarakat, dalam arti mampu merealisasi kemaslahatan umat 
manusia yang merupakan tujuan syariat Islam.

Melihat kondisi umat Islam yang semakin terpuruk dan ketertinggalan 
yang sangat jauh dari peradaban Barat maka diawal abad ke-13 Hijriyah ada 
sebuah prakarsa pemikiran yang ingin membukakan cakrawala kepada umat 
Islam bahwa pintu ijtihad sesungguhnya masih terbuka lebar. Sebagian 
ulama yang dipelopori oleh Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwa ijtihad 
masih sangat terbuka. Ada beberapa alasan kenapa ijtihad masih terbuka, 
yaitu
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a. Menutup pintu ijtihad berarti menjadikan hukum Islam yang dinamis 
menjadi kaku dan beku, sehingga Islam suatu saat akan ditinggalkan 
oleh cepatnya perubahan zaman. Sebab banyak kasus baru yang 
hukumnya belum dijelaskan oleh Alquran dan As-Sunnah, dan juga 
belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu.

b. Menutup pintu ijtihad berarti menutup kesempatan bagi para ulama 
Islam untuk menciptakari pemikiran yang baik dalam memanfaatkan 
dan menggali sumber (dalil) hukum Islam.

c. Membuka pintu ijtihad berarti membuat setiap pemasalahan bam yang 
dihadapi oleh umat dapat diketahui hukumnya, sehingga hukum Islam 
akan selalu berkembang dan sanggup menjawab tantangan zaman. 
Lebih-lebih wilayah ijtihad yang dimaksud hanya memasuki pada 
wilayah-wilayah teks yang d z a n n i y a t u  a d - d a l a l a h .

Terbukanya pintu ijtihad tentu saja memiliki konsep dan persyaratan 
yang utuh agar ijtihad tidak disalahgunakan oleh pihak yang ingin memsak 
orisinalitas ajaran Islam. Kemusykilan pengertian dan cakupan ijtihad, 
metode ijtihad, serta kualifikasi mujtahid adalah hal-hal yang perlu 
dipertimbangkan sebelum kita berbicara tentang pentingnya ijtihad. Sudah 
sangat jelas, bahwa ijtihad bukan pekerjaan mudah yang bisa dilakukan oleh 
setiap orang. Membuka pintu ijtihad bukan berarti memberikan hak kepada 
setiap orang untuk berijtihad.

Belakangan ini, sebagian cendekiawan Islam merasa berhak melakukan 
ijtihad tanpa melihat kesulitan proses ijtihad. Asas egalitarianisme Islam 
sering dijadikan dalih untuk menolak adanya kaum elit yang mempunyai 
otoritas benjtihad. Masalah ijtihad sebenarnya bukan masalah mau atau tidak 
mau, melainkan persoalan mampu atau tidak mampu. Memaksa orang yang 
tidak mampu untuk berijtihad sangat mengundang bahaya. Untuk itulah, 
sebelum seseorang melakukan ijtihad harus sudah memenuhi persyaratan 
yang ketat, namun tentu saja untuk ukuran saat ini tidak seketat dan seideal 
yang dimiliki oleh para mujtahid mutlak.

C. TUJUAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Kemajuan yang pesat terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi modem menimbulkan pembahan besar dalam segala bidang 
kehidupan manusia. Pada masa awal Islam peperangan masih dengan 
menggunakan pedang, sekarang sudah sampai kepada penggunaan senjata 
canggih bempa senjata kimia dan bom nuklir. Begitu pula dengan alat
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transportasi masih menggunakan binatang tunggangan seperti unta, kuda, 
dan lain-lain, sekarang sudah sampai pada penggunaan pesawat yang 
mempunyai kecepatan jelajah yang luar biasa. Jelasnya dalam kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak muncul hal-hal baru dalam 
kehidupan manusia dan menimbulkan perubahan dalam masya-rakat. 
Perubahan struktur sosial dan munculnya masalah baru seperti transfusi 
darah, inseminasi (pembuahan) buatan, bayi tabung, dan lain-lain perlu 
diatur dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Islam.

Islam sebagai agama wahyu yang terakhir berlaku dan dibutuhkan 
sepanjang zaman mempunyai pedoman dan prinsip dasar sebagai petunjuk 
bagi umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia 
dan di akhirat. Sebagai agama yang dibawa untuk menjadi rahmat bagi 
sekalian alam, Islam tentu harus dapat menjawab semua permasalahan umat 
manusia yang telah dan akan timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Kalau Islam tidak mampu menjawab permasalahan umat manusia 
tentu akan ditinggalkan. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh siapa pun yang 
meyakini kebenaran ajaran Islam.

Agar ajaran Islam selalu mampu menghadapi dan menjawab tantangan 
zaman, hukum Islam perlu dikembangkan dan pemahaman terhadap Islam 
perlu terus-menerus diperbarui dengan memberikan penafsiran bam terhadap 
n a s h s y a r a k  dengan cara menggali kemungkinan lain atau alternatif dalam 
syariat yang diyakini mengandung alternatif yang bisa diangkat dalam 
menjawab masalah baru. Jadi, pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar 
hukum Islam selalu mampu merealisasi tujuan syariat semaksimal mungkin, 
yaitu merealisasi kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

Timbul pertanyaan, apakah boleh hukum Islam terus-menerus 
diperbarui dan dikembangkan? Bukankah ajaran Islam mutlak kebenarannya 
dan tidak berubah? Untuk menjawab pertanyaan ira perlu dipelajari terlebih 
dahulu hakikat Islam secara filosofis dan historis. Sebagaimana diketahui 
Islam mengandung ajaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. 
melalui wahyu. Wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad 
melalui Jibril pada hakikatnya adalah ayat-ayat Alquran dalam teks Arabnya. 
Oleh karena itu, kalam Allah dalam Islam harus diartikan secara harfiah, 
firman, sabda, atau kata-kata Tuhan.

Hakikat ini mempunyai implikasi bahwa jika kata-kata Arab dalam ayat 
yang disampaikan kepada Nabi Muhammad diganti dengan sinonimnya, atau 
diubah susunan katanya, atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain maka ayat 
yang dihasilkan demikian bukanlah lagi wahyu yang bersifat absolut, 
melainkan merupakan penafsiran, hasil buatan manusia, yang bersifat relatif
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kebenarannya. Dengan kata lain, penafsiran dan terjemahan itu tidak 
mengikat bagi manusia, yang mengikatnya adalah ayat-ayat dalam teks Arab 
itu. Demikianlah sifat dasar dari Alquran sebagai sumber pertama ajaran 
Islam.

Adapun hadis sebagai sumber kedua, bukanlah wahyu dalam arti di 
atas. Hadis pada umumnya mengandung ucapan dan perbuatan Nabi 
Muhammad saw. yang disebut sunnah Nabi serta terpelihara dari kesalahan. 
Kalau ada ucapan atau perbuatan Nabi yang salah, beliau mendapat teguran 
dari Tuhan. Kalau tidak mendapat teguran, ucapan dan perbuatan Nabi itu 
benar. Dengan demikian, Nabi terpelihara dari kesalahan (maksum). Ada 
pula hadis yang mengandung bukan ucapan atau perbuatan Nabi, melainkan 
arti yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati beliau. Kemudian, Nabilah 
yang mengungkapkan arti kata itu dalam kata-kata beliau sendiri, yang 
disebut hadis q u d s i .  Hadis sebagai sumber kedua memberi penjelasan 
terhadap ayat-ayat Alquran.

Ayat Alquran berjumlah lebih dari 6000, namun hanya sebagian dari 
jumlah itu yang merupakan ayat-ayat yang mengandung ajaran tentang 
keimanan, ajaran tentang hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, dan 
ajaran tentang hubungan horizontal manusia dengan manusia. Menurut 
perkiraan ulama, jumlah ayat itu hanya kira-kira 500 : 130 mengenai 
keimanan, 140 mengenai ibadah, dan 230 mengenai muamalah atau hidup 
bermasyarakat. Di samping itu, ada pula ayat-ayat yang mengandung 
ungkapan tentang fenomena alam yang erat hubungannya dengan filsafat 
dan ilmu pengetahuan. Sebagian besar dari ayat-ayat itu mengandung 
riwayat tentang nabi sebelum Nabi Muhammad, riwayat umat terdahulu, 
teladan serta ibarat yang dapat diambil dari pengalaman umat masa lampau, 
hidayah serta kesesatan, dan kebaikan serta kejahatan.

Dalam.ayat-ayat yang mengandung ajaran tentang iman, ibadah, dan 
hidup bermasyarakat pada umumnya datang dalam bentuk ajaran dasar dan 
prinsip tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai cara pelaksanaannya. 
Demikian juga dengan ayat-ayat tentang fenomena alam.

Ayat-ayat yang mengandung ajaran dasar dan prinsip-prinsip inilah 
yang menjadi pegangan utama umat Islam semenjak Nabi Muhammad 
wafat, dalam menghadapi berbagai masalah dalam bidang keimanan atau 
teologi, bidang ibadah, bidang hidup kemasyarakatan, filsafat, dan 
sebagainya.

Timbullah dalam sejarah terhadap penjelasan dan penafsiran tentang 
ajaran dasar serta prinsip-prinsip itu. Pemberian penjelasan dan penafsiran 
dimulai oleh sahabat Nabi, terutama Abu Bakar, Umar Ibn Al-Khattab,
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Usman Ibn Affan, dan Ali Ibn Abi Talib, yang secara kronologis 
menggantikan kedudukan Nabi Muhammad sebagai kepala umat Islam yang 
tidak lama setelah hijrah ke Madinah, mengambil bentuk negara. Dalam 
memberi penjelasan dan penafsiran mereka dibantu oleh sahabat lain yang 
senantiasa mereka ajak bermusyawarah.

Dengan demikian, di samping sunnah Nabi, timbullah sunnah sahabat. 
Sunnah sebenarnya berarti tradisi, tetapi sunnah atau tradisi Nabi terpelihara 
dari kesalahan, sedangkan sunnah atau tradisi sahabat tidak. Akan tetapi, 
sungguh pun tidak terpelihara dari kesalahan sunnah, tradisi atau sunnah 
sahabat berpengaruh besar kepada umat Islam sesudah zaman mereka dan 
sampai sekarang pengaruh itu masih tetap ada.

Setelah zaman sahabat, datanglah zaman para ulama besar. Pada zaman 
sahabat dunia Islam baru mencakup daerah sekitar semenanjung Arabia, 
seperti Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Adapun zaman sesudah 
mereka, daerah-daerah Afrika Utara, Spanyol, Transoxiana, India, dan 
daerah lain yang jauh letaknya dari Arabia telah menjadi Islam. Kalau 
masalah yang dihadapi sahabat dengan meluasnya daerah Islam ke luar 
semenanjung Arabia, daerah yang mencakup berbagai bangsa, bahasa, 
kebudayaan, dan adat istiadat, jauh berbeda dengan masalah yang dihadapi 
Nabi di zaman Islam masih terbatas pada semenanjung Arabia yang satu 
bahasa, kebudayaan, dan adat istiadatnya. Oleh karena itu, masalah yang 
dihadapi para ulama dengan Islam jauh lebih besar dari yang dihadapi para 
sahabat.

Ulama pun tidak berpusat di satu tempat, tetapi masing-masing daerah 
mempunyai ulamanya sendiri-sendiri yang menghadapi masalah yang 
berbeda pula. Dalam menghadapi masalah yang berbeda, pegangan mereka 
tetap ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi. Oleh karena itu, timbullah 
penjelasan dan penafsiran berbeda dalam menghadapi masalah berbeda itu.

Dalam perkembangan sejarah, penjelasan dan penafsiran berbeda itu 
mengambil bentuk mazhab dan aliran-aliran. Mazhab dan aliran itu 
terkadang tidak hanya menunjukkan perbedaan pendapat, tetapi juga 
pendapat yang saling bertentangan.

Demikianlah dalam soal keimanan, yang menjadi ajaran paling pokok 
dalam Islam, terdapat lima aliran teologi atau ilmu kalam. Masalah yang 
pertama timbul dalam bidang ini adalah kedudukan pembuat dosa besar, 
seperti membunuh orang tanpa alasan yang sah, berzina, menjalankan riba, 
dan durhaka kepada orang tua. Dipersoalkan apakah pembuat dosa besar 
masih mukmin, masih orang Islam atau tidak? Golongan keras yang dalam 
sejarah teologi dikenal dengan K h a w a r i j ,  mengatakan bahwa pembuat dosa
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besar bukan mukmin lagi melainkan sudah menjadi kafir dan ke luar dari 
Islam. Golongan lembut M u r j i ' a h  berpendapat, bahwa pembuat dosa besar 
tetap mukmin, orang Islam dan bukan kafir. Golongan rasional, M u k t a z i l a h ,  

berpendapat lain pembuat dosa besar tidak mukmin, tidak kafir, dan 
hanyalah muslim. Bagi M u k t a z i l a h ,  orang mukmin adalah orang yang 
mengucapkan dua syahadat dan menjalankan ajaran Islam, sedangkan orang 
muslim adalah orang yang hanya mengucapkan dua syahadat, namun tidak 
melaksanakan ajaran Islam.

Perbedaan penafsiran ini timbul karena dalam Alquran tidak ada ayat- 
ayat yang secara terperinci dan definitif menyebut siapa yang mukmin dan 
siapa yang kafir. Ayat hanya menyebut iman mencakup kepercayaan kepada 
Tuhan, malaikat, rasul, kitab, dan hari perhitungan di akhirat. Ketika terjadi 
peperangan dan pembunuhan antara sesama muslim di zaman Usman, Ali, 
dan Muawiyah, timbullah pertanyaan tentang pembuat dosa besar. Dalam 
menjawab pertanyaan itu timbullah penafsiran yang berbeda-beda.

Setelah ulama Islam mulai dari abad ke-8 Masehi mempelajari filsafat 
Yunani dalam usaha menentang serangan bersifat filosofis yang datang dari 
luar Islam, filsafat mempengaruhi pemikiran keagamaan dalam Islam. 
Sebagai akibatnya, timbullah dalam Islam teologi rasional dan teologi 
tradisional. Teologi rasional banyak memakai penafsiran metaforis, 
sedangkan teologi tradisional banyak terikat pada penafsiran harfiah.

"Tangan Tuhan" dan "kursi Tuhan" yang terdapat dalam Alquran 
diartikan teologi rasional "kekuasaan Tuhan", sedangkan teologi tradisional 
tetap berpegang pada arti harfiah, yaitu "tangan" dan "kursi", walaupun tidak 
sama dengan tangan dan kursi manusia. Demikian pula dalam soal kemauan 
dan perbuatan manusia, teologi rasional menganut paham adanya kebebasan 
manusia dalam menentukan kemauan dan perbuatan, sedangkan teologi 
tradisional menganut paham fatalisme. Perbedaan penafsiran ini timbul 
karena ayat-ayat mengenai tangan dan perbuatan manusia tersebut tidak 
mengandung penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan 
kata-kata itu.

Dalam hubungan ini, bahwa dalam perkembangan penjelasan dan 
penafsiran selanjutnya, para ulama Islam membagi ayat-ayat Alquran dalam 
dua kelompok: ayat-ayat yang artinya pasti sebagaimana diberikan teks dan 
tidak dapat ditakwilkan lagi ( q a t h ' i  a l - d a l a l a h )  dan ayat-ayat yang artinya 
masih dapat ditakwilkan ( z h a n n i  a l - d a l a l a h ) .  Yang banyak terdapat dalam 
Alquran adalah ayat-ayat yang z h a n n i  a l - d a l a l a h ,  ayat-ayat yang artinya 
dapat ditakwilkan, yaitu ayat-ayat yang tidak mesti diambil arti tersuratnya, 
tetapi dapat diambil arti tersiratnya. "Kursi" dan "tangan" Tuhan tersebut
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termasuk dalam kelompok ayat z h a n n i  a l - d a l a l a h .  Demikian juga j a n n a t  

(surga) dan n a r  (neraka). J a n n a t  dalam arti tersurat menggambarkan istana 
yang penuh dengan kesenangan jasmani, sedangkan n a r  secara harfiah 
menggambarkan api yang menyala-nyala. Kaum syariat mengambil arti 
harfiah ini, namun kaum sufi dan filosofi mengambil arti tersirat, yaitu 
kesenangan dan kesengsaraan ruhani yang secara tersirat terletak di belakang 
gambaran jasmani tentang surga dan neraka yang diberikan Alquran.

Kalau dalam bidang keimanan, yang merupakan masalah paling pokok 
dalam Islam, terdapat aliran-aliran yang berbeda pendapat, maka tidak 
mengherankan kalau dalam bidang ibadah dan bidang muamalat atau hidup 
kemasyarakatan manusia, terdapat pula mazhab-mazhab. Imam mazhab 
yang banyak memakai rasio adalah Abu Hanifah dan yang banyak memakai 
sunnah atau hadis adalah Ahmad Ibn Hanbal. Dalam hal bidang ilmu kalam 
atau teologi Islam, dalam bidang hukum fikih yang berhubungan dengan 
ibadah dan hidup kemasyarakatan manusia terdapat pula mazhab yang 
rasional dan tradisional.

Sebagai contoh dalam soal ibadah dapat diambil penentuan permulaan 
hari puasa, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. R u ' y a t  oleh golongan 
rasional diartikan melihat dengan otak, yaitu perhitungan atau hisab, 
sedangkan golongan tradisional mengartikan r u ' y a t  "melihat" dengan mata 
kepala.

Dalam hidup kemasyarakatan, ayat Alquran sebagaimana telah disebut 
di atas, berjumlah kira-kira 230 ayat. Perincian yang diberikan oleh Abdul 
Wahab Khallaf, seorang Guru Besar dalam bidang hukum Islam adalah 
sebagai berikut: hidup kekeluargaan 70 ayat, jual beli 70 ayat, soal pidana 30 
ayat, hubungan muslim dengan nonmuslim 25 ayat, peradilan 13 ayat, 
hubungan si kaya dan si miskin 10 ayat, serta soal kenegaraan 10 ayat.

Sesuai dengan sifat dasar ayat-ayat Alquran di atas, yaitu hanya 
mengandung ajaran dasar dan prinsip-prinsip, banyak berbentuk z h a n n i  a l -  

d a l a l a h  danfianya sedikit berbentuk q a t h ' i  a l - d a l a l a h  maka ayat-ayat 
mengenai hidup kemasyarakatan ini juga memerlukan penjelasan dan 
penafsiran yang banyak dari para ulama hukum Islam. Sebagaimana dalam 
bidang lain di sini juga banyak dijumpai perbedaan pendapat dan penafsiran.

Sebagai contoh dapat diambil perkawinan pria Islam dengan wanita 
ahli kitab, yaitu wanita Yahudi dan Kristen. Dalam mazhab Syafi'i ada 
pendapat bahwa wanita Kristen tidak boleh dikawini seorang pria muslim 
karena ia menganut keyakinan trinitas. Menumt mazhab lain, seorang pria 
Islam boleh kawin dengan wanita Kristen karena dia adalah ahli kitab dan
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bukan m u syrika h  atau politeis. Ayat Alquran dengan jelas mengatakan 
bahwa orang Islam boleh mengambil wanita ahli kitab menjadi istri.
Alquran surah Al-Maa'idah (5) ayat 5 berbunyi :

D a n  d ih a la lka n  m en g a w in i w a n ita -w a n ita  y a n g  m en ja g a  kehorm a tan  
d i a n ta ra  w a n ita -w a n ita  y a n g  berim an  dan  w a n ita -w a n ita  y a n g  
m en ja g a  keh o rm a ta n  d i a n ta ra  o ra n g -o ra n g  y a n g  d ib er i a l-K itab  
seb e lu m  kam u, b ila  ka m u  te lah  m em b a ya r  m as ka w in  m ereka  dengan  
m a k su d  m en ikah inya .

Dikarenakan ayat di atas tidak menjelaskan lebih lanjut ahli kitab mana 
yang dimaksud, timbullah perbedaan penafsiran tentang ahli kitab tersebut.

Semenjak masuknya bank Barat ke dalam Islam pada abad ke-19 
timbullah perbedaan pendapat mengenai haram atau tidaknya bunga bank. 
Yang tegas diharamkan dalam Alquran adalah riba (lihat Alquran Surah Al- 
Baqarah (2) ayat 275-278 dan Surah Ali' Imran (3) ayat 1 30). Ayat ini juga 
tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan riba. Yang 
menjadi pertanyaan apakah bunga bank masuk dalam kategori riba. Ada 
yang menganggapnya masuk kategori riba dan mengharamkan bunga bank. 
Di lain pihak menganggapnya bukan riba atau berpendapat bahwa bunga 
bank tidak haram.

Kesimpulan dari uraian di atas bahwa sepanjang masa timbul 
penjelasan dan penafsiran mengenai ajaran dasar dan prinsip-prinsip yang 
terkandung dalam Alquran. Penjelasan dan penafsiran para ulama, yang 
disebut ijtihad, makin lama makin banyak jumlahnya. Ijtihad ulama yang 
jauh lebih banyak daripada ayat-ayat Alquran itu sendiri, juga merupakan 
ajaran-ajaran Islam. Namun, karena ajaran yang berasal dari ijtihad ini 
adalah hasil pemikiran manusia, maka ajaran itu bersifat relatif dan tidak 
absolut.

M i 1 i k
Perpustakaan 

Mahkamah Agung - Ri
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